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Sgak pertengahan tahun 1997, tepatnya pada bulan Juli, kriss ekonomi yang cukup
paah medanda kawasan Ada Ironisnya krigs ini memiliki dampak terburuk di
Indonesa. Sama hadnya seperti negaranegara  berkembang lainnya, bangsa
Indonesa juga mengdami kekurangan moda untuk melaksanakan pembangunan,
terlebih di saat kriss seperti sekarang ini. Oleh sebab itu penerimaan negara yang
berasd dai bantuan luar negeri sangad membantu dan cukup penting bag
pembangunan suatu negara Di ddam suau kegiatan bantuan luar negeri terdapat
hubungan (hukum) antara negara dan atau organisas internasona pemberi bantuan
dengan negara berkembang sebaga penerima bantuan. Adanya hubungan antara
subjek  hukum internesond di ddam suatu  kegiatan bantuan  luar  negeni
menunjukkan bahwa kegiatan itu termasuk daam lingkup hukum internasiond.
Sdah sau organisas  internasiond  yang memiliki  peranan cukup penting ddam
rangka penyaluran bantuan luar negeri addah Bank Dunia (IBRD). Dengan adanya
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sruktur organisas dan ruang lingkup tugasnya, masdah keanggotaan negara-negara
pada umumnya dan Indonesa pada khususnya, kedudukan, peran dan fungsinya
ddam dunia (hukum) internasond sarta dtaus Indonesia sebaga anggota bak
ditinau dai kegiatan maupun perwujudannya ddam pembangunan  nasond.
Penulisan  skrips  ini menggunakan tipe penulissn yang bersfat deskriptif-andiss.
Sementara data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
bahan pustaka Ala pengumpulan data yang digunekan ddam penulissn skrips ini
berupa sudi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penditiannya adadah penditian
kepustakaan atau normatif.

(F) DOSEN PEMBIMBING | : Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo SH., LL.M.
DOSEN PEMBIMBING |1 : Wahyuningsh SH., M.S



DAFTAR IS

Him:
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN ...t ii-iv
KATA PENGANTAR ..ottt s nnas Y
UCAPAN TERIMA KASIH ...ttt Vi-Viii
ABSTRAK ..ottt ettt st s ettt r b e st iX
[N e N G 1 RS X-Xiii
BAB | PENDAHULUAN ..ot 1-33
A. Latar Beakang Masalah.........ccooveiiiiniiicecee, 1-21
B. Pokok Permasalahan...........ccocoviviiinininieeeee e, 21
C. TUIUBN PaNUIISAN.......eiiiieeeeeee e 21-22
D. Kerangka Konsgpsional..........eceveeeeneenieceeseesie e 22-26
E. Metodologi Pendlitian...........coeeiereeniniinereeeeeee e 26-31
F. Sistematika Penulisan...........coceevveeneene e 32-33
BAB |1 TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DUNIA .......ccovenene. 34-96
A. Latar Belakang Pembentukan Bank Dunia............ccccceeeveevieeneennen. 34-50
1. Dasar Y uridis Pembentukan Bank Dunia............ccceeveeeseeennene. 39-48
2. Tujuan dari Bank DUNI@..........cceevuereeiieiie e e 48-50
B. Struktur Organisas dan Ruang LingKup TUgas.........coeverereeuenne. 51-60
1. Dewan Gubernur (Board of GOVErnors) .........ccceeeeeeeeeseennene 51-53
2. Direktur Eksekutif (Executive DIrectors).......ccoceeeereenereenne 53-58
3. Presiden dan Staf ........ooeeeerieesee 58-60
C. Masdah Keanggotaan di ddam Bank Dunia............cccccceeiiieennne 61-86
1. Tinjauan Umum Keanggotaan..........c.ceeeeeereerereseseseseneeneas 61-77
2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi...........ccccceeveeceeeececcie e, 77-79

3. Prosedur Menjadi ANQQOLAL........coveruerereeieriesiesiesie e 79-81



4. Berhentinya Keanggotaan Suatu Negara ..........cccecvveeevieennnee. 81-85
5. Masdah Penangguhan Keanggotaan...........cccccevenereneneeenne 85-86
D. Pengambilan Keputusan di ddam Bank Dunia ............ccccceeeveeee.e. 86-96
1. Proses Pengambilan Keputusan SecaraUmum..............cc.c....... 86-89
a Mayoritas Sederhana (Smple Majority)......ccceecveverveenenee. 86-87
b. Mayoritas Mutlak (Absolut Majority) .......ccccceveveeveeciieeninnns 87-88
¢. Konsensus’/Aklamas (Consensus/Unanimity atau
AcCClamation) .........ccccvieeieeie e 88
d. Afirmetif (AFfirmative)........cooeeereneeeeeee e 88-89
e. Mayoritas Kesduruhan (Overwhelming Majority)............... 89
2. Proses Pengambilan Keputusan Menurut Instrumen Pokok
BanK DUNIA.......ccueieiriiriieieeie e 89-96
a. CaraMemperoleh Jumlah Suara ddam Organ-organ
BanK DUNIAL.......cveeiierieiereeesee e 90-92
b. Penggunaan Jumlah Suaraddam Bank Dunia..................... 92-96

BAB |11 BANK DUNIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

INTERNASIONAL ..ottt 97-139
A. Staus Hukum Bank Dunia ddam Hukum Internesiond................ 97-116
1. Kedudukan Hukum Bank Dunia..........ccccceveerieneeneenieneenenns 98-110
a. Personditas Hukum dalam Kaitannya dengan
HUKUM NaSIONAL.........cooveiieiieeeeee e 100-107
b. Personditas Hukum dalam Kaitannya dengan
Hukum Internagiondl............ccooeiieneninneeneeesee e 107-110
2. Fungd Hukum Bank Dunia...........ccceeeeveeieveeneee e 111-116
B. Hubungan Bank Duniadengan PBB............ccccviieiiecceesee e, 117-125

C. Hubungan Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasiond
(M) b 125-139



Xii

1. Kewenangan Bank Dunia............cccoeevveiienicin i 125-129
2. Kewenangan Dana Moneter Internasiond (IMF)................... 129-134
3. Hubungan Struktura Antara Bank Dunia dengan Dana
Moneter Internasiona (IMF) .......cooviiiiiiieeee e 134-138
a. Hubungan Keanggotaan.............cccecveeeveenieecieseeseeeene 134-135
b. Hubungan Keuangan..........ccccccveveeiiecieeiie e, 135-136
C. Hubungan Struktur OrganiSas..........cceevververenierenerennnas 136-138
4. Kerjasama Antara Bank Dunia dengan Dana Moneter
INternasional (IMF) .......coviiiieee e 138-139
BAB IV KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI DALAM BANK
DUNIA ettt ettt 140-174
A. Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia...........ccccceevereenieenene. 140-144
B. Peranan Indonesiadi ddam Bank Dunia............ccccooeeveneneneennene 144-154
C. Kepentingan Nasiond Indonesia Sehubungan dengan
Bantuan Bank Duniadi INdONESa.........ccceevveeereeienieseece e 154-174
1. Perkembangan Mengena Proses Peminjaman dan
Bantuan mdaui Bank DuNia...........ccooveveeieneenesiescenee e 154-157
2. Pengdlolaan Hutang Luar Negeri Menurut K etentuan
Hukum Nasiond INdonesia.........ccoeeveveerieneeneeneneeseesie e 158-162
3. Pinjaman Bank Dunia Kepada Indonesa mddui Social
Safety Net Loan AQreement .........oovveeeeeeeeneneneseseseeeees 163-174
BAB YV PENUTUP ...t 175-183
A KESMPUIBN ...t 175-180
B. SAIaN......ci o 181-183



Xiii

LAMPIRAN:

o ok w DN PRE

Organization Chart of the World Bank

Statement of Subscriptions to Capitd Stock and Voting Power

Executives Directors and Alternates of the World Bank and Their Voting Power

Articles of Agreement of International Bank for Recondtruction and Devel opment
By-Laws of Internationa Bank for Recongtruction and Devel opment

Agreement Between the United Nations and International Bank for Recongruction
and Deve opment

Loan Agreement Socia Safety Net Adjustment Loan, Between Republic Indonesia
and International Bank for Recongtruction and Development

UU No. 5 Tahun 1954 Tentang keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter
Internasiond  (Internationa Monetary Fund) dan Bank Internationd  untuk
Rekonsruks  dan  Pembangunan  (Internationd  Bank for Recondruction and
Development). LN No. 16 Tahun 1954.

Penjdasan UU No. 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesa dari
Dana Moneter Internasond (International Monetary Fund) dan Bank Internationa
untuk Rekonstruks dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and
Development). TLN No. 515.



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sgak pertengahan tahun 1997, tepatnya pada bulan Juli, kriss ekonomi
yang cukup parah mdanda kawasan Ada Kridgs ekonomi ini berawa dari Thailand
yang kemudian merambah ke berbaga negara Asa lainnya seperti Madaysa, Korea
Sdlatan dan tak terkecuai Indonesia
Ironisnya kridgs ini memiliki dampak terburuk di Indonesa. Berbaga per-
sodan muncul saring dengan memburuknya kondis ekonomi di Indonesa, seperti
terhentinya berbaga  sektor ekonomi  ditambah begitu besanya hutang pihak
swadta, berlanjut dengan pemutusan hubungan kerja yang meningkatken jumlah
angka pengangguran. Sdain itu kriss ini menyebabkan pula meningkatnya jumlah
anak putus sekolah, bahkan munculnya kasus rawan pangan yang menimpa
sebagian anak-anak balita dan rakyat Indonesa
Hal tersebut merupakan sederet persodan yang muncul dan seolah-olah
mementahkan pembangunan nasond yang teah dirintis sdama kurang lebih 32

tahun. Pembangunan bangsa Indonesa yang saat ini tdlah memasuki  Pembangunan



Jangka Panjang 1l (PJP I1) sesungguhnya diharapkan dapat menempatkan bangsa
Indonesia pada suatu proses tinggd landas. Tetapi dengan terjadinya kriss ekonomi
inil menyebabkan proses tingga landas tersebut terhenti dan bahkan menurut
sgumlah pakar ekonomi bangsa Indonesa harus memula kembai pembangunan
nya dari awal, sama seperti ketika kita membangun bangsa ini pada era pertengahan
tahun 60-an.

Pada dasarnya negara-negara yang ada di dunia ini dapat dibedakan ke
ddam dua golongan vyatu negaanegaa mgu indusri (Developed and
Industrialized Countries) dan negara-negara berkembang (Developing Countries).
Suatu negara dapat digolongkan ke ddam golongan negara-negara mau gpabila
memiliki pendapatan per kapita melebihi US$ 9.636,00. Sementara itu suatu negara
dapat digolongkan keddam golongan negara-negara berkembang gpabila memiliki
pendapatan per kapita lebih dari US$ 786,00.2

Pendapatan per kapita idah pendapatan ratarata penduduk. Untuk men

depatkan jumlah pendapatan per kapita pada suatu tahun maka yang harus

! Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, cet. 1,
(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, 1985), him. 3.

2 The World Bank Group, Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank
Group (Washington D.C: The World Bank Group, 1998), him. 4.



dilakukan addah membagi pendapatan nasond pada tahun itu dengan jumlah
penduduk pada tahun yang sama.

Diss lan terdgpat pula pendgpat dari sebagian ahli lannya dimana negara
berkembang tersebut digolongkan sebaga negara-negara setengah magu  (Semi-
developed countries) dan oleh mereka bagi negara berkembang yang berpendapatan
per kapita sangat rendah, yaitu yang berpendapatan kurang dari US$ 785,00 mereka
disebut sebagai negara-negaramiskin (Least Developed Countries-LDC's).

Sementara itu Bank Dunia memiliki ssem penggolongan yang sedikit ber-
beda dimana menurutnya negara-negara berkembang (Developing Countries) terdiri
alas negara-negara berpendapatan rendah (Low-Income Countries) dan negara-
negara berpendapatan menengah (Middle-Income Countries). Sedangkan negara-
negara berpendgpatan tinggi (High-Income Countries) masuk ddam golongan
negara-negara maju (Devel oped Countries).*

Pada dasarnya mash terdapat berbaga macam idilah atau penggolongan
lannya, akan tetgpi dari sduruh kriteria penggolongan sebagamana yang telah
diurakan di aas dgpat dismpulken bahwa negaranegara di dunia ini dgpat

digolongkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

3 sukirno, op. cit., him. 21.

4 The World Bank Group, op. cit., him. 4.



1. Negara-negaramgu indugtri (Developed and Industrialized Countries);
2. Negara-negara berkembang (Devel oping Countries);
3. Negara-negaramiskin (Least Developed Countries-LDC's).

Kondis krigs ini jelas tidek menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Kriss
ekonomi yang berkepanjangan membuat bangsa Indonesia tetap harus bertahan
dalam kelompok bangsa-bangsa berkembang. Dengan demikian bangsa Indonesa
semekin sulit menggar ketertinggdannya dan harus menunda pula keinginan besar-
nya untuk dapat sgjgar dengan negara- negara mgjul.

Separti hdnya di negara-negara berkembang lainnya, persodan utama yang
dihadgpi oleh Indonesa addah pendepatan per kapita yang reaif rendah.
Pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat
rendah dan pendapatan pemerintah yang diperolen dari sektor pgak juga rendah.
Rendahnya tingkat tabungan dan pgak terssbut menimbulkan masdah yang serius
d negaanegara berkembang. Sementara guna mempercepat  pembangunan
ekonomi diperlukan moda yang besar sekdi, sedangkan kemampuan negara-negara
tersebut untuk menyedisgkan dana moda guna keperluan mempercepat  pem:
bangunan masih terbatas.

Dadam meakukan pembangunan biasanya suatu negara mengandalkan pada
penerimaan aau pembiayaan yang berasd dari ddam dan luar negeri. Demikian
pula hanya dengan bangsa Indonesa dimana sumber pembiayaannya dibedakan

atas pembiayaan ddam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri



Indonesa berasd dari penarikan pinjaman luar negeri yang telah dikurangi oleh
pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri.

Apabila mdihat Anggaran Pendgpatan dan Bdanja Negaa (APBN)
Indonesia maka didalamnya kita dapat melihat bahwa terdapat neraca penerimaan
dan pengeluaran. Neraca penerimaan tersebut terdiri atas Penerimaan Ddam Negeri
dan Hibah. Penerimaan Ddam Negeri itu terdiri atas penerimaan yang berasd dari
Penerimaan Perpgjakan dan Penerimaan Negara Bukan Pgak (PNBP). Sektor
Penerimaan Perpgakan berasd dari Pgak Ddam Negeri dan Pgak Perdagangan
Internasiond. Sementara itu PNBP dapat diperolen mdadui Penerimaan Sumber
Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP lainnya

Berdasarkan sduruh uraian di aas dapat dismpulkan bahwa negara
Republik Indonesa menempatkan Hibah sebaga sdah sau sumber  penerimaan
negaa Sdan itu APBN memuat pula pinjaman luar negeri sebaga sdah sau
sumber pembiayaan bagi negara. Pengaturan di ddam APBN saat ini memang
sedikit berbeda dengan pengaturan daam APBN pada masa ldu. Hda ini disebabkan
karena pada APBN terdahulu neraca penerimaannya terdiri atas Penerimaan Rutin
dan Penerimaan Pembangunan. Di ddam bagian Penerimaan Pembangunan sdah
satu sumber penerimaannya addah medui bantuan aau pinjaman luar negeri.
Inilah yang menurut sgumlah besar pengama dianggep tidak transparan dan
cenderung bergfat manipulatif. Oleh karena itu pada APBN tahun 2000 ini sumber
penerimaan negara dibedakan antara Pembiayaan Negara dengan Pendapatan

Negara, agar anggaran negara dapat dikelola secara lebih transparan.



Bagi negaanegara berkembang, pendapatan negara yang berasd dari
bantuan luar negeri merupakan ha yang sangat membantu bagi  pembangunan.
Sementara itu bagi negara-negara mgu, terutama negara donor, pemberian bantuan
luar negeri tersebut tidak terlepas dari motivas-motivas seperti:

1. Beadfa palitis, yatu untuk mencegah masuknya pengaruh aau idiologi dari
blok lan;

2. Bergfa ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasiond;

3. Beadfa peikemanudaan, yatu kenginan unttk membantu negara-negara
berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan  menggar
ketertinggalan mereka dari negara- negara mgju.”

Suatu diran modd atau pembiayaan yang berasd dari luar negeri dinama-
kan bantuan luar negeri gpabilaia mempunya duaciri utama berikut, yaitu:

1. Bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan, dan

2. Dana itu diberikan aau dipinjamkan kepada negara penerima dengan sSyarat
yang lebih ringan dari pada yang berlaku di pasaran internasional.®

Seaungguhnya bantuan luar negeri merupakan suau hd yang wga dan

tedah digunekan ddam hubungan luar negeri sdama berabad-abad. Program

® Sukirno, op. cit., hal. 6.

6 Supriyanto dan Agung F. Sampurna, Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan
Implikasinya bagi Pembangunan, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 1999), him. 4-5.



bantuan luar negeri ini pada dasarnya dapat berbentuk: Pemberian atau Hibah
(Grant) dan PFinjaman (Loan). Bantuan yang berbentuk Pemberian aau Hibah
(Grant) maksudnya idah: “...suatu bantuan penuh dari negara donor kepada negara
penerima, karena negara penerima tidak diwgjibkan untuk membayar kembai atau
melakukan bdas jasa lain sebaga imbaan kepada pemberian tersebut”.” Bantuan
yang berbentuk demikian sfatnya antaralan:
1. Bantuan teknik dan tenaga ahli;
2. Bantuan bahan makanan;
3. Bantuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai feasibility sesuatu proyek.®
Sedangkan bantuan yang lainnya addah berbentuk Finjaman (Loan), tetapi
gyaa-syadnya jauh lebih ringan dari pada pinjaman komersd biasa. Pinjaman
luar negeri sesungguhnya bukanlah bantuan penuh karena negara  penerima
mempunya kewgiban untuk membaya kembai dan membayar bunga atas
pinjaman tersebut.
Bantuan yang berupa pinjaman luar negeri pada umumnya bersyarat sebaga
berikut:
1. Tenggang waktu aau jangka wektu dimana cicilan pembayaran kembdli

pinjaman tidak perlu dilakukan (Grace period);

" sukirno, op. cit., him. 371.

8 1pid., him. 7.



2. Jangka masa pembayaran kembali (Maturity atau Amortization period);
3. Tingkat bungadari bantuan yang diberikan.’

Finjaman luar negeri dibagi ke ddam dua macam golongan yaitu pinjaman
bersyarat ringan (Soft loan) dan pinjaman bersyarat berat (Hard loan). Pinjaman
luar negeri dapat dikatakan bersyarat ringan apabila: tenggang waktu bertambah
lama, jangka masa pembayaran kembdi bertambah panjang dan tingkat bunganya
bertambah rendah. Sedangkan pinjaman dikatakan bersyarat berat apabila tenggang
waktu dan jangka masa pembayaran kembdi reatif sngkat dan tingkat bunganya
relatif tinggi.*°

Sdan itu pinjaman luar negeri berdasarkan jenisnya dapat pula dibedakan
ke ddam tiga jenis pinjaman yaitu:

1. Pinjaman Reami (Official Development Assistance-ODA)
Finjaman ini addah pinjaman yang diberikan oleh negara-negara industri (maju)
aau pinjaman yang disdurkan oleh lembaga-lembaga kreditor internasiond
seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Berkaitan dengan bantuan
luar negeri yang berbentuk pinjaman resmi, maka terdapat beberapa sfa dari

pinjaman resmi ini. Sfa-gfat tersebut idah: “Jangka waktu pelunasannya yang

% bid., him 371.

10 pid., him. 372.



panjang, tingkat suku bunga dan syarat-syarat lannya yang lebih ringan dari
syarat pinjaman dari pasar uang dan modd internasiona” 1t
2. Kredit Ekspor (Export Credit)
FPinjaman ini berasd dari pihak perbankan dan lembaga keuangan swadta yang
dijamin oleh pemerintah negara yang menjadi donor tersebut.
3. Pinjaman Swada (Private Flow)
Finjaman ini berasd dari bank-bank dan lembaga keuangan swasta yang pem:
beriannya didasarkan atas pertimbangan komersia semata.'?
Apabila dilihat dari sudut manfaat yang diperoleh maka bantuan luar negeri
memiliki dua peranan utama yaitu:
1. Untuk mengatas masalah kekurangan mata uang asing;
2. Untuk mengatas masalah kekurangan tabungan.
Kedua masdah tersesbut biasanya dikend dengan sebutan Masdah Jurang Ganda
(The Two Gaps Problem).
Manusia pada dasarnya addah mahluk sosd yang tidak dapat hidup sendiri.

Manusa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu butuh kerjasama dengan

1 Anwar Nasution, “Masalah Ekonomi Internasional Dunia Ketiga 1984 dan Prospek 1985".
Prisma No. 1 Tahun XIV. (1985): 49.

12 sypriyanto dan Agung F. Sampurna, op. cit., him. 32.

13 sukirno, op. cit., him. 372.
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individwindividu lainnya Demikian pula hanya dengan bangsa-bangsa di dunia ini
yang satu sama lain tidek dapat berdiri sendiri. Setigp negara butuh kerjasama baik
antara negara yang satu dengan negara yang lain. Satu hd yang mencolok saat ini
addah berkembangnya interdependens negara-negara terutama dadam ha ekonomi
globa yang semakin ditunjang oleh kemguankemguan pesat di bidang teknologi,
komersid dan finangd.**

Dilatarbelakangi oleh motivas-motivas  bantuan  luar negeri  sebagamana
yang teah diungkagpokan dimuka, serta sedikit banyak dipengaruhi oleh dfa-sfa
sogologis sebagamana yang telah diuraikan di atas, maka negara-negara indudtri
kemudian berinigatif menjadi negara donor dengan memberikan bantuanbantuan
luar negerinya kepada negara-negara berkembang. Sdah satu hd yang tidek kaah
pentingnya adalah pembagian kekayaan dam dan perkembangan industri yang tidek
merata di dunia sehingga diperlukan kerjasama agar tercapal kesembangan.

Sgak akhir tahun 1960-an bangsa Indonesia menjadi lebih membuka diri
untuk penanaman modd asng. Sdan itu sduransduran hubungan kerjasama
internasond juga lebih dihidupkan dan ditingketken. Seairing dengan meningkatnya
hubungan kerjasama itu maka bantuan luar negeri diterima oleh Indonesia dadam

sau paket yang direncanakan berdasarkan pengamatan dan pengakuan, bahwa

14 R. Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku, ed. 1, cet. 1, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 1997), him. 305.
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bangsa Indonesa tidek sanggup untuk mengerahkan dana yang besar guna
memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi yang mantap.*>

Penerimaan bantuan luar negeri ini menurut pemerintah hanya merupakan
unsur pelengkap guna pembangunan ekonomi. Sementara  pembangunan  ekonomi
itu harus dibiaya oleh dana ddam negeri sehingga bantuan luar negeri hanya
sebagal penambah atau pelengkap sga. Sgdan dengan hd itu maka negara-negara
donor tersebut kemudian memberikan bantuan kepada Indonesa medui  suatu
forum kerjasama yang dikend dengan 1GGI (Inter-Governmental Group on
Indonesia), yang kemudian pada perkembangannya digantikan oleh CGI
(Consultative Group on Indonesia).

IGGI didirikan pada tahun 1966 namun kemudian dibubarkan pada tanggd
25 Maret 1992, menyusul kasus diplomatik Indonesa — Bdanda dimana menurut
pengamatan pemerintah Indonesa, pemerintah Belanda sebaga ketua sdang 1GGI
sddu menggunakan forum IGGI untuk meakukan intimides dan mengancam akan
mengurangi  bantuannya kepada Indonesa medui forum IGGI tersebut. Sebaga
gantinya berdiri sebuah lembaga baru bernama CGlI (Consultative Group on

Indonesia) pada bulan Juli 1992.1°

15 Sanjoto Sastromihardjo, "Sumber Keuangan Luar Negeri, IGGI, Ekonomi Indonesia dan
Prospek Bisnis’. Prisma No. 2 (1985): 73.

16 Zulkarnain Djamin, Masalah Utang Luar Negeri: Bagi Negara-negara Berkembang dan
Bagaimana Indonesia Mengatasinya (Jakarta: LPFE-UI, 1996), him. 6-7.
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Lembaga ini merupakan wadah kerjasama antar negara dan organisas
internasond lainnya untuk memberikan bantuan aau pinjaman kepada Indonesia
Di ddam CGI ini negaanegara yang menjadi donor diantaranya addah: Amerika
Serikat, Audrdia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis dan Swiss. Sementara
organissed  internasond  yang termasuk di ddam CGI  antara lan:  Asian
Development Bank, Bank Dunia (World Bank/IBRD), Islamic Development Bank,
Kuwait Fund, Nordic Investment Bank dan Saudi Fund. Suatu ha yang menarik
addah peranan Bank Dunia di ddam IGGI/CGI yang menjadi semakin bertambah
penting dimana organissd multilaterd ini  kemudian menjadi donor terbesar di
dalam IGGI/CGI dan bahkan Bank Dunia menjadi ketua dari CGI.Y’

Bank Dunia didirikan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat.
Sebaga hesl dari sebuah konferens yaitu: Konferens Moneter dan  Keuangan
Perserikatan BangsaBangsa (The United Nations Monetary and Financial
Conference), yang dilaksanakan mula tanggd 1 Juli 1944 dan berakhir 22 Juli
1944, Ddam Konferend ini disgpakai untuk didirikannya dua lembaga
internasiond, yaitu: Dana Moneter Internasond (International Monetary Fund-
IMF), sdanjuinya dissbut IMF, dan Bank Internasona untuk Rekonstruks dan

Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)

17 Sastromihardjo, op. cit., him. 81.
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yang kemudian dikend sebaga Bank Dunia, sdanjutnya dissbut IBRD. Adapun
tujuan utamadari IMF adadah:

“...dabilisss  dai kurskurs, perluasan perdagangan internasond, pe-
nurunan tarif-tarif bearbea, penyesuaian dan stabilisas uang, penghapusan
pembatasan-pembatasan  dengan  berangsur-berangsur  dan  untuk  mencapal
itu akan memberi bantuan-bantuan keuangan kepada anggota-anggota untuk
mengatas  kesukarantkesukaran  sementara pada neraca  pembayaran
mereka’ '

Sementara itu tujuan utama dari IBRD adalah:
“...untuk  memberi  bantuantbantuan berjangka panjang untuk  maksud-
maksud produktif kepada negaranegara yang mengdami  kerusakan
kerusskan karena perang dan negara-negara yang terbelakang ddam
pembangunan  perekonomiannya dengan  jdan memberikan  penanaman
moda aas syarat-syaa yang layak. Untuk itu Bank akan memberi
pinjaman-pinjaman, ikut serta ddam pemberian pinjaman, atau menjamin
pinjaman- pinjaman yang diberikan dengan jaan lain untuk tujuan itu”.*°
Sehubungan dengan semakin besarnya kiprah Bank DunialBRD daam

penyaduran bantuan luar negeri, maka ddam hukum internasond publik yang men

jadi fokus perhatian tentunya addah diran moda dari luar negeri (berupa bantuan

luar negeri) yang bersumber dari negara dan atau organisas internasond.

18 | ndonesia (a), Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter
Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangu-
nan (International Bank for Reconstruction and Development), UU No. 5 Tahun 1954, LN No. 16 Tahun
1954, TLN No. 515, Memori Penjelasan.

19 pid.
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Sebagamana diketahui negara dan  organisas  internasional  addah
merupakan subjek hukum internasona. Di ddam suatu kegistan bantuan luar
negeri terdgpat hubungan (hukum) antara negara dan aau organisas internasond
pemberi bantuan dengan negara berkembang sebaga penerima bantuan. Adanya
hubungan antara subjek hukum internesond di ddam suatu kegiatan bantuan luar
negeri  menunjukkan bahwa kegiatan itu termasuk  ddam lingkup  hukum
internasiond.

Pentingnya peranan Bank DuniaIBRD di ddam pembangunan internasiond
pada umumnya dan pembangunan ekonomi Indonesia pada khususnya menjadikan
penulisan skrips tentang Bank DunidIBRD ini semakin menarik. Bank Dunig/
IBRD shaga organisas  keuangan internasond pada dasarnya dibentuk oleh
negara-negara anggotanya didorong olen adanya kebutuhan dan kepentingan
bersama untuk mencagpa tujuan bersama ddam bidang tertentu. Bagi negara
anggota, organisas internasond merupakan da untuk mencgpa  tujuan nasond
atau wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasiona masing-masing.°

Seperti diketahui bersama bahwa IBRD dan IMF saat ini menjadi sorotan
utama, terutama di negara berkembang yang tertimpa kriss seperti Indonesa

Dengan demikian perlu kiranya diketahui bagamana mekanisme kerja IBRD, sarta
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pengaruhnya pada Indonesia, mengingat saat ini banyak pengamat yang mula
meragukan efektivitas dan kemampuan IBRD sata IMF ddam mempredikg,
mengandiss sata memecahkan permasdahan  pembangunan  dan  keuangan
internesiond.

Sdan itu terdgpat pula persodan berkaitan dengan perjanjian negara
Republik Indonesa dengan pihak internasond, terutama dengan Bank Dunia/
IBRD, dimana ddam kongitus negara Republik Indonesa yatu pada Pasd 11
Undang Undang Dasar 1945 dissbutkan bahwa “Presden dengan persetujuan
Dewan Pewakilan Rekyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negaralain” %

Pasal 11 UUD 1945 tersebut merupakan satu-satunya landasan hukum untuk
mengadakan perjanjian dengan negara lain. Sementara itu tidak terdagpat uraian
lengkep ddam pasd lannya maupun daam penjdasan UUD 1945 untuk meak-
sanakan pasd tersebut. Demikian pula hingga saat ini belum terdapat peraturan
perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan pokok tersebut.
Dengan demikian Pasd 11 tersebut menimbulkan bebergpa masdah diantaranya:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan kata membuat, apakah maksudnya sdluruh

proses pembuatan perjanjian Internasona?

20

Sri Setianingsih Suwardi, “Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional

dan Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia’, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), him. 2.
21| ndonesia (b), Undang Undang Dasar 1945, ps. 11.
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2. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian?

3. Bagaimanakah/apakah yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Apakah persetujuan tersebut harus berupa undang-undang
ataukah cukup pemberitahuan sgja??

Sdan itu muncul pula pertanyaan bagamanakah pengaturan yang berkaitan dengan

pembuatan perjanjian dengan organisas internasond, ddam hd ini dengan Bank

Duniag/IBRD, sebab Pasd 11 UUD 1945 hanya mengatur pembuatan perjanjian

dengan negaralan.

Akibat tidak adanya petunjuk lebih lanjut tentang gpa yang dimaksud daam

Pasal 11 UUD 1945, maka Presden Republik Indonesa melayangkan surat kepada

DPR tertanggd 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60 tentang “Pembuatan Perjanjian

Dengan Negara Lan’. Surat ini merupakan saiu-satunya ussha yang pernah ada

untuk menjelaskan ketentuan ketentuan ddam Pasd 11 UUD 1945. Dari id surat

Presiden No. 2826/HK /60 tersebut dapat dismpulkan bahwa:

1. Peakataan perjanjian ddam Pasd 11 UUD haus diatikan perjanjian yang
penting yaitu yang mengandung sod-sod politik dan yang lazimnya berbentuk
traktat (treaty). Perjanjian-pejanjian yang penting ini harus mendapat per-
setujuan dari DPR sebelum disahkan oleh Presiden.

2. Perincian dari perjanjian yang penting itu addah:

22 Dedi Soemardi, Sumber-sumber Hukum Positif, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1986), him. 33.
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a Yang mengandung sod-sod politik atau sod-sod yang dapa mem:
pengaruhi hduan politik luar negeri negara. Contoh: Perjanjian persekutuan
(Aliand), perjanjian tentang perubahan wilayah, penetepan tapd batas dan
lan-lain.

b. lkatarrikatan yang sedemikian rupa dfanya sehingga mempengaruhi hduan
politik luar negeri negara, dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian
dicantumkan ddam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman
uang.

c. Soad-sod yang menurut UUD aau menurut sstem perundang-undangan kita
harus diatur dengan undang-undang. Contohnya: sod kewarganegaraan dan
sod kehakiman.

3. Pejanjian lannya (Agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya untuk
diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

4. Pemerintah yang menentukan gpakah suatu perjanjian merupakan perjanjian
yang peting yang memerlukan persgtujuan DPR  ssbdum  disshkan  dan
Agreement yang disampalkan kepada DPR untuk diketahui setelah disahkan
oleh Presiden.®

Sura Presden tersebut hingga saat ini bdum diberi wadah dadam perundang-

undangan nasond Indonesa. Dengan demikian sebenarnya surat Presiden tersebut

23 |bid., him. 38.
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tidek mempunya kekuatan mengikat. Untuk kepastian hukum memang sebaiknya
Indonesa memiliki  undang-undang yang mengatur tentang perjanjian  sebaga
pelaksanaan dari Pasa 11 UUD 1945.

Keanggotaan Indonesa pada IBRD dan IMF sendiri ditetapkan meaui
Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesa
dari Dana Moneter Internasond (International Monetary Fund) dan Bank
Internasona untuk  Rekonsruks  dan  Pembangunan  (International Bank for
Reconstruction and Development). Keanggotaan atau kelkutsertaan Indonesia pada
IBRD dan IMF memang sudah diketahui aau disstujui oleh DPR akan tetapi patut
pula dipertanyakan bagamanakah perjanjianperjanjian sdanjutnya yang menyang-
kut pinjaman antara pihak pemerintah Republik Indonesa dan Bank DunialBRD,
apakah tidak perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.

Berkaitan dengan persodan ini, terdgpat pertanyaan menarik yang digukan
oeh sgumlah kadangan sehubungan dengan penandatanganan “Letter of Intent”
antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak IMF. Dimana is dari “Letter of
Intent” itu ternyata menyangkut nasib serta kesgahteraan sebagian besar rakyat
Indonesia, yang seyogyanya “Letter of Intent” tersebut perlu diketahui olen DPR
terlebih dahulu, akan tetapi pada tanggd 15 Januari 1998 Presiden Soeharto, tanpa
mengadakan konsultas  terleébih  dahulu  dengan DPR, mewekili pemerintah
Indonesa menandatangani “Letter of Intent” tersebut, yang menanda dimulanya

“penyerahan kedaulatan ekonomi” Indonesia pada IMF-.



19

Di ddam Articles of Agreement (sdanjutnya AoA) dari IBRD pada Pasd |1l
(5) yang berjudul: Use of Loans Guaranted, Participated in or Made by the Bank,
pada butir b dinyatakan:

“ The Bank shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan

are used only for the purposes for which the loan was granted, with due

attention to considerations of economy and efficiency and without regard to

political or other non-economic influences or considerations” .24

Dari pasd tersebut dgpat dismpulkan bahwa pihak IBRD harus mengupaya-
kan pengduaran dana digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan dengan mem:
pertimbangkan efisens ekonomi dan tanpa terpengaruh oleh faktor politik maupun
non-ekonomi lannya Sdain itu pada Pasd IV (10) AcA IBRD yang berjudul:
Palitical Activity Prohibited, dinyatakan bahwa

“The Bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any

member; nor shall they be influenced in their decisions by the political

character of the member or members concerned. Only economic

considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations

shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in

Article|” 2

Pasd ini pada intinya mdaang IBRD dan para pgabainya mencampuri

urusan politik ddam negeri dari negara anggota dan tidek diperkenankan pula

24 International Bank for Reconstruction and Development, Articles of Agreement (Washington
D.C: IBRD/World Bank), Ps. 111 (5) b.

25 | bid., Ps. 1V (10).
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IBRD ddam membuat putusannya terpengaruh oleh karakter politik negara
anggota. Dari kedua pasd tersebut di atas terdgpat suatu pringp yang sama yang
harus dipatuni IBRD ddam menjdankan tugasnya, yatu tidak diperkenankannya
IBRD mencampuri urusan politik dalam negeri negara anggota.

Sedangkan dids lan paut pula diperhatikan ancaman IBRD (beserta IMF
dan Asian Development Bank-ADB) yang tidak akan mencairkan pinjamannya pada
Indonesia sehubungan dengan kasus Timor Timur?® Apabila ha ini dihubungkan
persodannya dengan kedua pasd di atas maka tentunya tdah terjadi inkonsstens
dalam kebijaksanaan IBRD sendiri. Ha ini nampaknya memang dapat sga terjadi
mengingat di ddam IBRD pemegang suara terbanyak addah negara-negara besar
seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis. Dengan demikian
dapatlah dimengerti bahwa kebijaksanaankebijaksanaan IBRD sangat dipengaruhi
oleh kepentingan negara- negara besar tersebut.

Dengan adanya penulisan skrips tentang Keanggotaan Indonesa pada Bank
DuniaIBRD ini dihargpkan dgpat menambah tulisanttulisan yang berkatan dengan
hukum internasond pada umumnya dan hukum organisas internasiond  pada

khusushya Ha ini disebabkan mash sedikit sekdi tulisan-tulisan yang membahas

% guara Pembaruan, "IMF Ancam Batalkan “Review” Rutin Bantuan Pinjaman’, Suara
Pembaruan (8 September 1999): 6 dan Suara Pembaruan, “IMF Kembali Peringatkan RI Soal Timtim dan
Bank Bali”, Suara Pembaruan (10 September 1999): 6.
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persodan ini, dengan demikian dihargpkan penulisan ini dapat memberi satu

dternatif tulisan tentang Bank Dunia/lBRD dari S5 yang berbeda pula

POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan penjdasan-penjelasan di atas maka pokok permasadahan daam

penulisan skripg ini addah:

1. Bagamanakah druktur organisss dan ruang lingkup tugas dari Bank Dunid
IBRD?

2. Bagamanakah masdah keanggotsan negaranegaa pada umumnya dan
Indonesia pada khususnya di ddam Bank DunialBRD?

3. Bagamanakah kedudukan, peran dan fungs Bank DunialBRD ddam dunia
(hukum) internasiond?

4. Bagamanakah datus Indonesa sebaga anggota Bank DunialBRD, bak

ditinjau dari kegiatan maupun perwujudannya daam pembangunan nasiond.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dari skrips ini adaah:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengena landasan hukum dan struktur
dari Bank Dunia/|BRD;

2. Untuk menjelaskan masd ah keanggotaan di ddam Bank DunialBRD;

3. Untuk menjelaskan kedudukan serta mengetahui peran dan fungs Bank Dunia

IBRD dalam percaturan internasiond;
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4. Memberikan penjdasan tentang keanggotaan Indonesa ddam Bank Dunia
IBRD terutama yang berkaitan dengan peran dan fungs sata kegiatan

kegiatannya dalam rangka pemanfaatan bantuan Bank Dunia/lBRD.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL
Sebagamana lazimnya pada penditian yang bersfa ilmiah lannya, maka
ddam penulissn skrips ini digunakan pula kerangka konsepsiond. Kerangka
konsegpsiond ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep, yang ingin atau akan ditditi. Sdain itu kerangka konsepsiond pada
hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret daripada
kerangka teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak.?’
Kerangka konsgpsonad daam penulisan skrips ini memuat definis-definig
operasond yang menguraikan pengertian pengertian dari berbagal idtilah yaitu:
1. Keanggotaan berasa dari kata anggota yang artinya: ”...orang (badan) yang
menjadi  bagian aau masuk ddam suatu golongan (perserikatan, dewan,
panitia, dsb)...”,?® kemudian diberi imbuhan Ke dan -an (konfiks verba) yang

berati menderita, mengdami kgadian atau keadaan. Sementara menurut

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Ul-Press, 1986), him. 133.

28 Tim Penyusun Kamus — Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), him. 36.
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Poerwadarminta, anggota berarti: “...orang (badan) yang menjadi bagian atau

masuk ddam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia  dsb)...”.?°

Sedangkan pengertian keanggotaan addah: “...hd atau keadaan menjadi

anggota ...”.>°

2. Bank Dunia addah meupakan organisss keuangan internasond aau
semacam  badan  pembangunan  multilateral (Multilateral  Development
Institutions) yang didirikan oleh sgumlah negara pada bulan Juli 1944 di kota
kecil Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Kelompok Bank
Dunia terdiri dari tiga organisss  yatu. the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), the International Development
Association (IDA) dan the International Finance Corporation (IFC).
Kessmuanya itu dikend sebaga “The World Bank Group”. Sementara itu
pengertian Bank Dunia sendiri menurut Q & A: Facts and Figures about the
World Bank Group adalah: "The term World Bank refers to only IBRD and

IDA” 3! sedangkan William A. Delphos menyatskan: “IBRD and IDA are

2 W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Balai Pustaka,
1976), him, 43,

30 pid.

31 The World Bank Group, op. cit., him. 3.
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ny 32

commonly referred to as the “World Bank””.”>* Sehingga dengan demikian
pengertian dari kata Bank Dunia menunjuk pada IBRD dan IDA. Di ddam
skripg ini pembahasan tentang Bank Dunia &kan dibatas pada IBRD.
Sebagamana sgarah kdahirannya, IBRD addah inditus yang pertama daam
kdlompok Bank Dunia yang kemudian dikend oleh masyarakat Internasiond
sebaga Bank Dunia (The World Bank) itu sendiri.
3. Tinauan addah: “1. Hasl meninjau, pandangan, pendapa (Sesudah
menyelidiki, mempegari dsb).... 2. Perbuatan meninjau...” 3
4. Hukum Internasiond adaah:
“...kesdurunan kadah dan asas yang mengatur hubungan atau
persodan yang melintas batas negara antara:
(1) negaradengan negara
(2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara aau subjek hukum
bukan negara satu samalain” 3
5. Persetyjuan Pinjaman (Loan Agreement) idah:
“...the loan agreement between the Bank and the Borrower providing

for the loan, as such agreement may be amended from time to time.
Loan Agreement includes these General Conditions as applied thereto,

32 william A. Delphos, Inside The World Bank Group: The Practical Guide for International
Business Executives (Washington D.C: The Business Partnership Center of the World Bank Group, 1997),
him. 2.

33 Tim Penyusun Kamus— Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op. cit., him. 951.

34 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku | — Bagian Umum, cet. 7,
(Bandung: Binacipta, 1990), him. 3.
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and all schedules and agreements supplemental to the loan

agreement” .*°

6. Anjaman (Loan) idah: “ ...the loan provided for in the Loan Agreement” .3

7. Peminjam Borrower) idah: “ ...the party to the loan agreement to which the

loan is made” %’

8. Matauang (Currency) idah:

“ ...includes the currency of a country, the Special Drawing Right of the
International Monetary Fund, the European Currency Unit, and any unit
of account which represents a debt service obligation of the Bank to the
extent of such obligation. “ Currency of a country” means the coin or
currency which is legal tender for the payment of public and private
debts in that country” .3

9. “Ddlla”, "$" dan “USD” idah: “...each means the lawful currency of the

United States of America” .>°

35 IBRD (b), General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements: For Single
Currency Loans, Dated May 30,1995, (Washington D.C: The World Bank Group, 1995), ps. |1 (2. 01) 3.

38 1bid., ps. 11 (2. 01) 4.
37 1bid., ps. 11 (2. 01) 6.
38 |bid., ps. 11 (2. 01) 8.

39 |bid., ps. 11 (2. 01) 9.
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10. Rekening Pinjaman (oan Account) idah: “ ...the account opened by the Bank
on its book in the name of the Borrower to which the amount of the loan is
credited” .*

11. Proyek (Project) idah. “..the project or program for which the loan is
granted, as described in the Loan Agreement and as the description thereof
may be amended from time to time by agreement between the Bank and the
Borrower” .*

12. Hutang Luar Negeri (External Debt) idah: “ ...any debt which is or may become
payable other than in the currency of the country which is the Borrower or the

Guarantor” .*?

METODOLOGI PENELITIAN

Penditian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusa untuk mem:
perkuat, membina sata mengembangkan ilmu  pengetahuan. Penditian  tidek
mungkin dipisshkan dari ilmu pengetahuan dan begitu pula sebdiknya*® Metode

merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan daam penditian, teknik yang

40 1pid., ps. 11 (2. 01) 10.
“L1pid., ps. 11 (2. 01) 11.
42 1bid., ps. 11 (2. 01) 14.

43 Soekanto, op. cit., him. 3-5.
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umum dipergunekan bagi ilmu pengetahuan sata cara untuk  melaksanakan
prosedur.

Skrips ini, sebagal bagian dai bentuk kegiatan ilmiah, menggunakan pula
metode penulisan. Adapun pengertian dari skrips itu sendiri idah:

“...karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan
pendapat orang lain. Pendapat yang digukan harus didukung oleh data dan
fekta empiris — obyektif, bak berdasarkan pendlitian langsung (observas
lgpangan) maupun penditian tidak langsung (studi  kepustekaan). Skrips
ditulis biasanya, untuk melengkapi syarat guna memperoleh gdar sajana
mudaldiploma aau sajana dan penyusunannya dibimbing 4o4|eh Seorang

dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi”.

Sementara pengertian skrips yang lainnyaidah:

“Kaangan ilmigh sebaga sdah satu syaat untuk mencapa  tingkatan
akademis tertentu. Skrips perlu mengemukakan asums, premise, masdah
dan hipotesa yang perlu dibuktiken di daam penydidikan. Jka teds ber-
tujuan untuk memecahkan masdah, maka skrips tidak mencari pemecahan
masdah itu. Tujuan utama bagi sebuah skripd addah identifikes masdah,
karena itu maka dagrah skrips yang sebenarnya addah kegiatan diagnosa
Sedangkan tesis tidak hanya diagnosa, tetapi jugaterapi...”.*

Dilihat dai sudut dfatnya meka di ddam penditian dikend adanya
penditian  eksploratoris, penditian  deskriptif dan  penditian  eksplanatoris.

Pendlitian eksploratoris ini dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gegda yang

akan disdidiki mash kurang sekdi aau bahkan tidek ada Suatu penditian

44 E. Zaenal Arifin, Dasar-dasar Penulisan Karangan |Imiah (Jakarta: Grasindo, 1998), him. 3.

45 K omarudin, Kamus Istilah Skripsi dan Thesis, cet. 7, (Bandung: Angkasa, 1985), him. 82.
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deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang setditi mungkin tentang
manusa, keadaan atau ggada-ggda lannya Sedangkan penelitian eksplanatoris
dimaksudkan untuk menguiji hipotesa: hipotesa tertentu. *

Penulisan skrips ini menggunakan tipe penulisan yang berdgfat  deskriptif-
andigs. Maksud dai digunakannya tipe penulisan ini kurang lebih addah agar
dagpat memberiken data yang satditi mungkin dan kemudian mempertegas teori-
teori, sehingga dapat membantu memperkuat teori-teori lama aau di  ddam
kerangka menyusun teori-teori baru.*’

Di ddam penditian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari
masyarakat, yang lazimnya disebut data primer, dengan data yang diperoleh dari
bahan pustaka, yang lazimnya disebut data sekunder. Untuk memperoleh data-data
tersebut diperlukan sgumlah dat pengumpulan data. Alat pengumpulan data itu
terdiri dari studi dokumen aau bahan pudstaka, pengamatan atau observas dan
wawancara atau interview. *®

Pendekatan yang dilakukan ddam penulisan skrips ini adadah pendekatan
secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan ddam penulisan ini

addah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat

46 Spekanto, op. cit., him. 9-10.
" Ibid., him. 10.

48 |pid., him. 21.
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pengumpulan data yang digunekan ddam penulisan skrips  ini berupa Sudi
dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penditiannya addah penditian kepustakaan
atau normétif.
Dilihat dari sudut informas yang diberikan maka bahan pustaka dapat di-
bagi ke daam dua kelompok, yaitu:
1. Bahan atau sumber Primer
Yatu bahan pustaka yang beriskan pengetahuan ilmiah yang baru aau
mutakhir, aaupun pengetian baru tentang fakta yang diketahui  maupun
mengena Suatu gagasan (ide). Bahan aau sumber primer ini mencakup: buku,
makaah aau kertas kerja, lgporan penditian, mgdah, surat kabar, disaertas atau
teds. Contoh Bahan Primer yang dipergunakan daam skrips ini diantaranya
addah: Articles of Agreement of the IBRD, By-Laws of IBRD, General
Condition Applicable to Loan and Guarantee Agreement, UU No 5 Tahun 1954
Tentang Keanggotaan Republik Indonesa dari Dana Moneter Internasiond
(International Monetary Fund) dan Bank Internasond untuk Rekonstruks dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Devel opment).
2. Bahan atau sumber Sekunder
Yatu bahan pudaka yang beriskan informas tentang bahan primer. Bahan atau

sumber ini antara lain mencakup: indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah,
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daftar iS dari buku. Ddam tulisan ini contoh bahan sekunder yang diperguna-
kan adalah Buku Laporan BAPPENAS.*
Sementara itu bahan pudaka apabila dilihat dari kategori displin ilmu
hukum terbagi aas.
1. Bahan Pustaka Non-hukum
Misdnya Bahasa, Sgarah, Teknik, Kedokteran dan lain-lain.
2. Bahan Pustaka Hukum
Bahan ini dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke daam:
a  Bahan Hukum Primer
Yatu bahatrbahan hukum yang isnya mempunya kekuatan mengikat pada
masyarakat. Contohnya UU No. 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan
Republik Indonesa dai Dana Monegter Internasona  (International
Monetary Fund) dan Bank Internasond untuk Rekonstruks dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Devel opment).
b. Bahan Hukum Sekunder
Yatu bahatbahan yang memberikean penjdasan mengena bahan hukum
primer. Contohnya Buku Hukum Organisss Internasiond  karangan

Sumaryo Suryokusumo.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.
1, cet. 4, (Jakarta: PT. RgjaGrafindo Persada, 1994), him. 29.
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c. Bahan Hukum Tertier

Yatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan

hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia>®

Ddam suau penditian biasanya data yang diperoleh diandiss mddui pen
dekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti penyorotan ter-
hadep masdah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya
yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penditian ke
ddam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generdised yang sduas
mungkin ruang lingkupnya Pendekatan kuditatif merupakan tata cara penditian
yang menghaslkan data deskriptif-anditis, yaitu agpa yang dinyaekan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata Dengan demikian seorang
penditi terutama bertujuan untuk mengerti a@au memahami ggda yang ditditi-
nya.51

Pada akhirnya ddam penulisan skrips ini sduruh data yang diperoleh di
andidgs dengan menggunakan metode kuditatif, dimana data yang telah diperoleh

tersebut kemudian disusun secara sstematis untuk sdanjutnyadi andiss.

°0 Soekanto, op. cit., him. 52

51 |bid., him. 32.
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SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan persodan ddam penulisan skrips ini,
makatelah disusun Sstematika penulisan sebagal berikut:

Bab | dikemukakan pendahuluan. Di dadam bab ini beris tentang latar
belakang masdah, pokok permasdahan, tujuan penulisan, kerangka konsepsiond,
metodologi pendlitian serta Sstematika penulisan.

Bab Il dikemukaken suaiu tinjauan umum tentang Bank Dunia. Bab ini
membahas latar bdakang pembentukan Bank Dunia yang mediputi dasar yuridis
pembentukan Bank Dunia dan tujuan dari Bank Dunia. Sdanjutnya dibahas struktur
organisas dan ruang lingkup tugas dari Dewan Gubernur, Direktur Eksekutif dan
Presden serta Staf. Masdah keanggotesan di ddam Bank Dunia yang mdiputi
tinjauan umum keanggotaan, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur menjadi
anggota, berhentinya keanggotsan suatu negara, dan masdah  penangguhan
keanggotaan juga dibahas ddam bab ini. Kemudian ha lain yang dibahas pada bab
ini addah proses pengambilan keputusan di ddam Bank Dunia yang mencakup
proses pengambilan keputusan secara umum dan proses pengambilan keputusan
menurut instrumen pokok Bank Dunia (Articles of Agreement).

Bab Il dikemukakan tentang Bank Dunia sebaga  subjek  hukum
internesond. Hd ini mdiputi, Satus hukum Bank Dunia ddam hukum
Internasiond, dimana di ddamnya dibahas kedudukan hukum Bank Dunia dan
fungs hukum Bank Dunia Kemudian dibahas pula hubungan Bank Dunia dengan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hubungan Bank Dunia dengan Dana Moneter
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Internasond  (IMF) yang pembahasannya meiputi masdah kewenangan Bank
Dunia, kewenangan Dana Moneter Internasond (IMF), hubungan srukturd antara
Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan kerjasama antara Bank
Dunia dengan Dana Moneter Internasiond (IMF) menjadi bahasan dalam bab ini.

Bab 1V dikemukakan tentang keikutsertaan Indonesia di ddam Bank Dunia
Bab ini membahas tentang keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia, peranan
Indonesa ddam Bank Dunia dan kepentingan nasond Indonesa sehubungan
dengan bantuan Bank Dunia di Indoneda, yang pembahasannya mdiputi  per-
kembangan mengena proses peminjaman dan bantuan meédui Bank Dunia,
pengdolaan hutang luar negeri menurut ketentuan hukum nasond Indonesia dan
Finjaman Bank Dunia kepada Indonesameaui Social Safety Net Loan Agreement.

Bab V merupakan penutup dari skrips ini yang beris kesmpulan dan saran.



BAB ||

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DUNIA

A. LATARBELAKANG PEMBENTUKAN BANK DUNIA

Pada sekitar tahun 1930-an banyak negara di dunia ini yang dilanda kriss
ekonomi yang sangat parah. Kriss ekonomi ini disebabkan karena banyak negara di
dunia, terutama di Eropa, yang bdum pulih kondis ekonominya akiba Perang
Dunia |I. Negara-negara terscbut belum dapat pulih karena mengalami kerusakarn+
kerusakan yang cukup parah. Akibat kerusakan-kerusakan itu maka negara-negara
tersebut harus memulihkan kembali keadaan negaranya, sebab kerusskan sarana
dan prasarana menyulitkan suatu negara untuk meneruskan pembangunan.

Berbaga persodan yang dihadapi negaranegara tersebut paska Perang
Dunia | diantaranya addah penggangguran, kemiskinan dan defist perdagangan,
sehingga dengan demikian dunia pada saat itu diwarna dengan persaingan ekonomi
yang tidek sehat, devaluas dan larangan perdagangan (Protectionism).! Sdan itu

persodan yang tidek kaah pentingnya idah masdah ketidekstabilan keuangan atau

1 IBRD/The World Bank, IDA in Retrospect: The First Two Decades of the International
Devel opment Association (Washington D.C: Oxford University Press, 1982), him.1.
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moneter nasona yang disbabkan oleh perubahan nila tukar mata uang yang
sangat cepat dari negara-negara terssbut dan sgumlah pembatasan mata uang.’
Meihat pada pengdaman terscbut maka kemudian muncul pemikiranpemikiran
untuk mengatur masdah perdagangan dan keuangan internasond. Para ahli di
banyak negara terlinat menarun perhatian serius akan permasdahan ini dimana
menurut mereka dibutuhkan sgumlah kaidah yang mengaur perdagangan dan
keuangan internasiond tersebut.

Pada tahun 1939 pecah Rrang Dunia |l. Segera setelah pecah Perang Dunia
Il tersebut para pakar ekonomi dan keuangan dari negara-negara sekutu mula
memikirkan rencana-rencana guna mengatas masdatrmasdah  ekonomi  paska
perang. Mereka menyadari bahwa perhatian tidek hanya harus dipusatkan kepada
pemulihan kembali, bak kerusskan fisk maupun ekonomi yang diakibatkan oleh
perang, a&kan tetgpi juga perlu dipikirkan masdah ekspans produk-produk dan
tenaga kerja serta pertukaran dan konsums  barang-barang yang merupakan
kebutuhan dasar manusia.®

Meihat kondis tersebut maka di Amerika Serikat dipegari suatu hubungan

keuangan internasond untuk masa paska perang. Usaha-usaha untuk mempegar

2 Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, International Law (Toronto: Little, Brown & Company,
1991), him. 454.

3 The World Bank Group (a), Policies and Operations: the World Bank Group (Washington D.C:
The World Bank Group, 1974), him. 3.
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ha terssbut terus intensf dilakukan, sehingga pada akhir tahun 1941, di bawah
pimpinan seorang pakar ekonomi bernama Hary D. White dihaslkan suatu
memorandum tentang “Usul untuk Dana Stabilisass Perserikatan dan Persekutuan
Bangsa-Bangsa’ (Proposal for a Sabilization Fund of the United and Associated
Nations), yang kemudian dikena dengan sebutan Rencana White (White Plan).*

Sementara itu, ternyata usasha-usaha untuk mempelgari masdah tersebut
tidek hanya dilakukan di Amerika Serikat akan tetapi juga dilakukan di Inggris.
Usaha tersebut dipdgari oleh John Maynard Keynes, seorang pakar ekonomi
moneter terkena dari Inggris. Pada tahun 1942 dihaslken “Usul-usul  untuk
Persatuan Kliring Internasond” (Proposals for an International Clearing Union),
yang kemudian usul ini dikena dengan Rencana Keynes (Keynes Plan).®

Berdasarkan dua usulan di atas meka mula tanggd 1 Juli 1944 hingga
tanggd 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat diadakan
suatu Konferens Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United

Nations Monetary and Financial Conference) yang dihadiri oleh 44 negara

“ Indonesia (a), Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter
Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), UU No. 5 Tahun 1954, LN No.
16 Tahun 1954, TLN No. 515, Memori Penjelasan.

® Ibid., Memori Penjelasan.
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Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan di Atlantic
City.

Dai konferens ini dihaslkan suatu kompromi aas kedua rencana (White
and Keynes Plan) tersebut, yaitu kesepakatan untuk membentuk dua lembaga
keuangan yang sding mdengkapi, yaitu: Dana Moneter Internasiond (International
Monetary Fund-IMF) dan Bank Internasona untuk Rekonstruks dan Pem:
bangunan (International Bank for Reconstruction and Devel opment-1BRD).

Lahirnya kedua lembaga keuangan internasiona tersebut ditandai dengan
dibuatnya Articles of Agreement dari IMF dan Articles of Agreement dari IBRD,
yang dikend dengan persetujuan Bretton Woods (Bretton Woods Agreement).
Sebenanya  konferens  ini - merekomendaskan pula untuk dibentuknya suatu
lembaga yang bernama Organisas Perdagangan Internasiond (International Trade
Organization-1TO), akan tetgpi ternyata organisas itu tidak dapat segera diredlisas-
kan daam weaktu sngkat setelah konferens. Ha itu disebabkan karena ITO tidak
berhasil memperoleh jumlah raifikes yang diperlukan. ITO pada sasa itu ingin
didirikan dengan hargpan agar dapat menyediakan suatu struktur dan perangkat-
perangkat untuk sgumlah aturanauran yang dapat mengatur dan meningkatkan

perdagangan internasiondl .®

® Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, op. cit., him. 455.
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Pada masa sekarang ini peran ITO dijaankan oleh WTO (World Trade
Organization), yang pada awa mula perkembangannya bernama GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade). WTO ini berdiri pada tanggad 1 Januari 1995.
Hubungan antara IMF, IBRD dan ITO begitu pentingnya, sehingga dissbut “ Trio of
Postwar Economic and Financial Organization”.’

Menurut Pasd XI (1) Articles of Agreement IBRD dinyatakan bahwa
Articles of Agreement (sdanjutnya AoA) ini baru berlaku apabila tdah ditanda
tangani oleh pemerintah dari negara-negara yang telah menyerahkan 65% dari iuran
(Subscriptions) yang telah ditetgpkan ddam Schedule A dan negara-negara yang
hendak menjadi anggota tdah menyerahkan dokumen ratifikesnya pada negara
deposit (Amerika Serikat).

Persyaratan ini terpenuhi pada tangga 27 Desember 1945, dimana per-
wakilan 29 negara telah mendatangani Articles of Agreement dari IBRD dan tdah
menyerahkan dokumen rdifikes. Pada tanggd 25 Juni 1946 akhirnya IBRD mula
beroperas dan mula bersgap untuk mengumpulkan moda dari para negara-negara

anggota. Pada tahun 1947 IBRD memberikan pinjaman pertamanya ke Perancis

sebesar US$ 250 juta untuk membiaya pembangunan paska perang.®

7 Joseph Gold, The International Monetary Fund and International Law: an Introduction, series
No. 4, (Washington D.C: IMF, 1965), him. 2.

8 The World Bank Group (b), Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank
Group (Washington D.C: The World Bank Group, 1998), him. 3.
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1. Dasar Yuridis Pembentukan Bank Dunia

Sepearti hdnya organises  internesond  yang lainnya meka IBRD
memiliki dri organises  internedona yang mencolok  yatu suau  organises
yang permanen untuk meanjutken fungsinya yang tdah ditetgpkan. Organisas
itu memiliki suatu indrumen dasar (Constituent Instrument) yang akan memuat
prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja.®

Diddam menetapkan syarat-syarat agar suatu organisas dapat dikatakan
sebaga organisas  internasond  publik  terdapat  beragam pendapat dari para
ali. Menurut A. Leroy Bennett’® orgenisas intenasiond mempunya  ciri-ciri
sebagai berikut:
a. A permanent organization to carry on a continuing set of functions;
b. Voluntary membership of eligible parties,
c. Basicinstrument stating goals, structure and methods of operations;
d. A broadly representative consultative conference organ;
e. Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and

infor mation functions.

® Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1990),
him. 10.

10 A. Leroy Bennett, International Organization (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1979), him. 3.
Daam Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1990), him.
14.
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Sementara itu Henry G. Schermers™' menyatakan agar suatu organises
dapat dikatekan sebaga organises internasond  publik harus memenuhi tiga
syaat:

a. It must be established by an International Agreement;
b. It must have organs, and;
c. It must be established under International Law.

AOA IBRD merupakan hasl kesepakatan antara negara-negara yang
hadir ddam Konferens Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Hasll dari kesepakatan negara-negara itu disgtujui pula oleh negara lain, dengan
merdifikesnya menurut hukum nasond masng-masing negara Negara-negara
yang tdah menyetujui dan ikut serta tersebut kemudian menjadi anggota pada
IBRD.

Dengan demikian A0A yang telah disepakati dan disetujui olen banyak
negara itu merupakan suau persetujuan internasiond. Persetujuan internasiond
ini menyangkut ha-hal yang bersfat khusus Dikatakan bersfat khusus karena
mengatur ha-hd yang berkaitan dengan masdah keuangan dan pembangunan

dari negara-negara anggotanya Ha ini sgdan dengan sSfa dai IBRD itu

1 Henry G. Schermers (a), International Institutional Law (Sijthoff & Nordhoff International
Publisher B.V, Alphen aan de Rijn, The Netherlands, 1980), him. 8-9.
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sendiri yang merupakan Badan Khusus (Specialized Agency) dari Perserikatan
Bangsa- Bangsa (PBB) dan bahkan membentuk menjadi suatu sstem PBB.

AOA IBRD sgbaga indrumen dasar (Constituent Instrument) memuat
bebergpa hd mendasar yaitu diantaranya tujuan, struktur dan metode operas
IBRD. Tujuan IBRD diatur pada Pasd | AOA IBRD. Sementara itu struktur
IBRD diatur pada Pasd V (1) sampa dengan (14) AoA IBRD. Sedangkan
mesalah operasond IBRD diatur pada Pasd IV (1) sampa dengan (10) AOA
IBRD.

Sdan AocA IBRD terschut terdapat pula peraturan peaksanaan lain
yang kedudukannya berada di bawah dan merupakan peraturan pelengkap dari
AcA IBRD, yang dikend dengan By-Laws of IBRD (BL IBRD). Diss lan
IBRD mash memiliki bebergpa ketentuan-ketentuan standar yang dipergunakan
sebaga pedoman gpabila pihak IBRD akan membuat perjanjian pinjaman aau
perjanjian jaminan dengan negara-negara peminjam. Ketentuanketentuan itu
diantaranya addah:

a. General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for
Sngle Currency Loans, Dated May 30, 1995 (Disingkat GC);

b. Guideines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credit (GP);

c. Guidelines Financial Reporting and Auditing of Projects Financed by the
World Bank (GF);

d. Guidelines Sdection and Employment of Consultants by World Bank

Borrowers.
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Dilihat dari segi hukum nasond suatu negara, meka perseujuan secara
kesduruhan atau sebagian merupakan bagian dari hukum nasiond dari masing-
masng negaa anggota Oleh sebab itu setigp anggota IBRD  mempunya
sgumlah kewgibankewgjiban aau berdasarkan Pasad XI (2) a AocA IBRD
disebutkan:

“Each government on whose behalf this Agreement is signed shall

deposit with the Government of the United States of America an

instrument setting forth that has accepted this Agreement in accordance

with itslaw and has taken all steps necessary to enableit to carry out all

of its obligations under this Agreement” .1

Kewgjiban-kewgiban pada AcA IBRD yang diletakkan pada sdah satu
anggotanya pada dasanya merupakan hukum nasona dari  negara-negara
anggota. Ketentuan terssbut umumnya sering bergantung pada hukum negara
dan praktek-praktek negara secara individu. Indonesa sendiri pada Pasd 4
Undang Undang No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesa
dari Dana Moneer Intenasond (International Monetary Fund) dan Bank
Internasiond  untuk Rekongtruks dan Pembangunan (International Bank for
Reconstruction and Development) menyatakan:

“...Pasd VIl ayat-ayat 2 sampa dengan 9 dari persetujuan Bank (yang

mengenal  kedudukan, kekebaan-kekebadan dan hak-hak idimewa dari
Bank) akan mempunya kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-

12|BRD (@), Articles of Agreement (Washington D.C: IBRD/World Bank, 1989), ps. X! (2) a
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undang ddam Republik Indonesa pada waktu Republik Indonesa

menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank” .1

Aga tidek terjadi permasdahan antara IBRD dan para anggotanya, yang
mungkin timbul dadam pembentukan suaiu perjanjian aau persstujuan yang
merupakan lingkungan kuasa hukum dai negaa yang bersangkutan dan
menyangkut persetujuan anggota dengan IBRD, meka IBRD dadam rangka
penerimaan anggota baru sddu meminta anggota baru meaksanekan segaa
ketentuan sebagaimana yang tercantum ddam resolus penerimaan suatu negara
pada IBRD. K etentuan-ketentuan itu diantaranya adaah:

a menyerahkan kepada pemerintah Amerika Serikat (selaku negara deposit)
indrumen yang menyatakan penerimaan  pasd-pasad, semua peraturan
peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan ddam resolus ini sesua hukum
nasionanya masing-masng.

b. Menandatangani <dinan adi dai pasd-pasd yang dismpan ddam asp

pemerintah Amerika Serikat.X*

13 Indonesia (a), op. cit., ps. 4. Y ang dimaksud dengan pengertian Dana dan Bank pada ketentuan
ini adalah IMF dan IBRD.

14 |bid., Lampiran B point 6.
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Pemerintah Republik Indonesa ddam hd ini menunjuk Menteri  Keuangan
untuk melaksanakan  ketentuan-ketentuan  tersebut  mewakili  pemerintah
Indonesia

Tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan tersebut addah guna pem
beritehuan dari negara anggota akan kesgpanya untuk meaksanakan
kewgjiban-kewgjiban berdasarkan AOA IBRD sata teah melaksanakan
sgumlah tindakan balk ddam segi hukum maupun praktek yang sesua dengan
anjuran IBRD.

Sebaga anggota suatu organisas internasiona, negara atau  pemerintah
nesonal berkewgiban mdaksanakan keputusan yang tdah diambil  oleh
organisas  internasond termasuk  rekomendad, himbauan maupun permintaant
nya. Sduruh kewgjiban terssbut berlaku sgak negara itu diterima sebaga
anggota sesua  dengan  ketentuan yang dimuat ddam ingrumen  pokok
organisas internasiond itu.*®

Pembentukan hukum internasond oleh suatu organisaes  internasond
bak secara implist maupun secara eksplist tdah ditentukan daam instrumen
dasar atau pokoknya. Ketentuan+ketentuan yang terdapat ddam AOA IBRD
sesungguhnya merupakan  indrumen dasar  (Constituent  Instrument)  dari

organisad tersebut. Di ddam AOA IBRD pada sdah satu pasdnya disebutkan

15 Suryokusumo, op. cit., him. 23.
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bahwa Direktur Eksekutif mempunya  kewenangan yang penuh  untuk
menangani segda permasdahan yang mungkin timbul, ha ini ditegasken pada
Pasd 1X a AoA IBRD, yatu: “ Any question of interpretation of the provisions
of this Agreement arising between any member and the Bank or between any
members of the Bank shall be submitted to the Executive Directors for their
decision ...” .1

Keputusan Direktur Eksekutif ini mengikat, kecudi para anggota meng-
gukan permintaan pada Dewan Gubernur untuk peninjauan kembai. Kumpulan
keputusan yang dibuat Direktur Eksekutif ini dgpat dilihat pada “Decisions of
the Executive Directors Under Article 1X of the Articles of Agreement on
Questions of Interpretation of the Articles of Agreement”.

Daam suatu kasus yang bersfat khusus (Lex Specialis) maka berdasar-
kan Pasd 36 (2) Statuta Mahkamah Internasiond (International Court of
Justice-ICJ) kasus tersebut dapat disdesakan oleh Mahkamah Internasiond.
Ha ini dissbabkan karena memang kasus tersebut merupakan kewenangan
Mahkamah Internasiona. Sementara itu IBRD dgpat pula meminta suatu Saran

pendapat (Advisory Opinion) kepada Mahkamah Internasiona. Ketentuan

tersebut diatur dalam Pasal 96 (2) Piagam PBB yang menyatakan:

% |BRD (a), op. cit., ps. IX a
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“ Other organs of the United Nations and specialized agencies, which
may at any time be so authorized by the General Assembly, may also
request advisory opinions of the Court on legal questions arising within
the scope of their activities” .’

Sebagamana tdah diketahui bahwa IBRD addah organisas yang ber-
sfa permanen. Pengertian permanen tersebut tidek hanya daam bentuk
organisasnya yang terus menerus ddam meaksangkan dan  mengemban
sgumlah tugas, akan tetgpi ddam pengetian fisknya yang permanen maka
IBRD memiliki tempat kedudukan yang tetgp pula Mengena tempat
kedudukan yang tetap ini AOA IBRD pada Pasd V (9) menyatakan:

“(a) The principal office of the Bank shall be located in the territory of

the member holding the greatest number of shares.

(b) Each regional office shall be advised by a regional council

representative of the entire area and selected in such manner as the

Bank may decide” .18
Lebih lanjut hd ini digur pula pada Aya 1 (@) BL IBRD yang menyebutkan:
“The principal office of the Bank shall be located within the metropolitan area

of Washington D.C, United States of America” .*°

17 United Nations, Charter of The United Nations and Statute of the International Court of
Justice (New Y ork: the United Nations Department of Public Information, 1994), ps. 96 (2).

18 IBRD (a), op. cit., ps. V (9).

19BRD (b), By-Laws (Washington D.C: IBRD/World Bank, 1980), Ayat 1 (a).
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Dari pasa-pasd tersebut dapat dismpulkan pula bahwa para pendiri
IBRD dan juga IMF memiliki keterkaitan dan keterikatan, bahkan terpengaruh
kuat oleh anggotanya yang memiliki iuran atau modd terbesar. AoA dari kedua
organisas tersebut jelas menyatakan bahwa kantor pusat mereka berlokas di
wilayah dari anggotanya yang memiliki kepentingan keuangan terbesar (ddam
hdl ini iuran atau modal).?°

Digs lan IBRD juga memiliki organ aau saana guna mengadakan
suau pertemuan yang mencakup kesduruhan anggota dan terbuka bagi
partispad peserta lain secara lebih luas. Pasd V (2) ¢ AcA IBRD menyatakan:
“ The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meeting,
asmay be provided for by the Board or called by the Executive Directors...” %
Pada pertemuan ini Dewan Gubernur, baik dari pihak IBRD maupun IMF,
betemu untuk membahas berbaga persodan, termasuk Laporan Tahunan
(Annual Reports) dan Laporan Keuangan dari kelompok Bank Dunia dan IMF.

Dai sduruh uraan tersebut dapat dismpulkan bahwa IBRD merupakan
organised  internasonad  dan  sekaigus  subjek  hukum  internesionad yang

memenuhi  syard-syarat hukum internasond, dimana dipenuhinya syarat-Syarat

sebagal berikut:

20 schermers (@), op. cit., him. 260-261.

2L |BRD (a), op. cit., ps. V (2) c.
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a. Terbukanya organisas tersebut bagi negara-negara untuk menjadi  anggota,
dengan ikut serta dan menandatangani instrumen dasar IBRD (A0A IBRD);

b. Adanya organises dan sekretariat yang permanen yang dapat menjalankan
fungs-fungs khusus, seperti fungs adminidtrag, riset dan informes;

c. Didriken berdasarkan persetujuan  aau  perjanjian  internasond  yang
diwujudkan ddam ingrumen dasar, dimana di daamnya terdgpat tujuan,
struktur dan metode operas dari IBRD sebagal organisas internasiond;

d. Adanya organ aau sarana untuk pertemuan guna kepentingan konsultes
yang representatif yang mewakili seluruh anggota;

e. Adanya hak-hak dan kewgiban-kewgiban (Rights and Obligations) ddam
hukum internesiond;

f.  Adanyakemampuan hukum (legal capacity) bagi organisas tersebut;

g Adanya hak istimewa untuk mengadakan penuntutan di depan Mahkamah
Internasond  (ICJ), sehingga hukum yang berlaku untuk IBRD addah

hukum internesiond.

. Tujuan dari Bank Dunia

Kdompok Bank Dunia yang terdiri dai: International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), International Development
Association (IDA) dan International Finance Corporation (IFC) merupakan

organisas penting dan berpengaruh (pre-eminent) di duniainternasiond.
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Keompok ini mempunya tujuan utama menghapus kemiskinan dan
meningkatkan taraf hidup rekyat di negara-negara berkembang dengan memberi
bantuan dana di bidang pembangunan yang disdurkan ke negara-negara
tersebut dari negara-negara mgu.?®> Pasd | AoA IBRD menyebutkan tujuan
tujuan dari IBRD, sebagai berikut:

a. Untuk membantu ddam perbaikan dan pembangunan di wilayah dari negara
anggota dengan menyediakan penanaman moda untuk kepentingan atau
tujuan produktif, termasuk perbaikan kerusskan ekonomi atau kerusakan
karena perang, perubahan sarana-sarana produktif yang dibutuhkan pada
waktu dama, dan mendorong kemguan pembangunan Sarana-Sarana
produktif dan sumber-sumber produktif di negara yang sedang berkembang;

b. Untuk meningkatkan penanaman moda swasta asing dengan caa mem:
berikan jaminan atau patispasd ddam pemberian pinjaman dan penanaman
modd lainnya yang dilakukan oleh invedtor-investor swasta; dan apabila
moda swadta tidak tersedia pada kondis tertentu, untuk melengkapi aau
ikut serta daam penanaman modad swasta dengan menyedigkan, pada
kondis yang memungkinkan, pembiayaan untuk tujuan produktif di luar

moda nya sendiri, dana diperoleh dari IBRD dan sumber-sumber lain;

him. 62.

22 United Nations Information Centre, The United Nations and Indonesia (Jakarta: UNIC, 1993),
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c. Untuk mendorong pertumbuhan neraca jangka panjang perdagangan
internasonal  dan memdihara kessimbangan neraca pembayaran  dengan
mendorong penanaman modd internasond  guna pembangunan  aau
pengembangan sumber-sumber produktif anggota-anggota dengan  demikian
membantu meningkatkan produktivitas, standar hidup dan kondis para
buruh di wilayahnya;

d. Untuk mengaiur pinjamanpinjaman yang dibuat aau yang dijamin oleh
IBRD ddam katannya dengan pinjamatpinjaman internesond mddui
saduransduran  lain, sehingga proyek-proyek yang lebih  berguna dan
penting, baik besar atau kecil, akan menjadi prioritas utama;

e. Untuk meakukan pekerjaanpekerjaan yang berkaitan dengan efek dari
penanaman modd internasonal  ddam kondig-kondis  bisnis di  ddam
wilayah anggota-anggota dan segera pada tahun-tahun paska perang, untuk
membantu mengantarkan keddam suatu trangs yang mulus aau lancar dari

ekonomi pada saat perang menuju pada ekonomi pada saat damai.
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B. STRUKTUR ORGANISAS DAN RUANG LINGKUP TUGAS
Struktur organisas  IBRD secara formd ditentukan ddam Pasd V' AOA
IBRD. Dimana pada pasd tersebut dinyatakan bahwa “The Bank shall have a
Board of Governors, Executive Directors, a President and such other officers and
Saff to perform such duties as the Bank may determine”.?* Masing-masing organ
IBRD tersebut akan dijelaskan daam uraian berikut.
1. Dewan Gubernur (Board of Governors)

Dewan Gubernur merupakan lembaga tertinggi ddam IBRD, dimana
kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Gubernur. Ketentuanketentuan
yang mengaiur mengena persodan yang berkaitan dengan Dewan Gubernur
diatur pada Pasd V (2) a sampa dengan h AoA IBRD. Setigp negara anggota
menunjuk seorang Gubernur dan seorang wakilnya untuk duduk di dadam
Dewan Gubernur. Biasanya seorang Gubernur dari negaranegara anggota
addah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentrd, Menteri aau Pgaba yang
memiliki jabatan setara aau setingkat dengan itu di negaranya.

Setigp Gubernur dan waekilnya itu bertugas sdama lima tahun dan
sesudahnya depat  dipilin kembai. Dewan Gubernur kemudian akan meng-
adakan pemilihan untuk menentukan seorang Gubernur yang akan duduk

sebagal ketua. Pada dasarnya Gubernur dari IBRD yang negaranya juga anggota

23 |BRD (a), op. cit., ps. V ().
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dari IDA (International Development Association) dan IFC (International
Finance Corporation) secara ex-officio juga merupakan Gubernur dari IDA dan
IFC.*

Sementara itu Dewan Gubernur dapat pula mendeegaskan sduruh
kewenangannya kepada Direktur Eksekutif untuk menjdankan kewenangan dari
Dewan, kecudi kewenangan untuk:

a. Mengima anggota-anggota baru dan menentukan kondis dari keanggotaan
mereka;

b. Menakkan dan menurunkan cadangan modd;

c. Menghentikan keanggotaan untuk sementara;

d. Memutuskan banding yang digukan schubungan interpretas  dari AoA
IBRD yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif;

e. Mdakukan pengaturan untuk Kkerjasama dengan organises  internesond
lannya;

f. Memutuskan untuk menghentikan secara permanen operas dari pada IBRD
dan mendistribusikan aset- aset;

g Menentukan distribus dari pendapatan bersih IBRD.?®

24 DA, Articles of Agreement and Report of the Executive Directors of the International Bank for
Reconstruction and Development on the Articles of Agreement. (Washington D.C: IDA, 1960), ps. VI (2)
b dan IFC, Articles of Agreement (Washington D.C: IFC, 1986), ps. IV (2) b.

% |BRD (a), op. cit., ps. V (2) b.
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Dewan Gubernur diwgibkan pula mdaksanaken Sdang Tahunan
(Annual Meeting) dan pertemuan-petemuan lainnya yang mungkin  perlu
diadekan oleh Dewan aau mungkin dimintakan oleh Direktur Eksekutif.
Menurut Pasd V (2) ¢ AoA IBRD sdang tahunan aau pertemuan lainnya dapat
diadekan aas undangan atau permintaan lima negara anggota atau sedikitnya
oleh anggota-anggota yang mempunya tota suara seperempat dari totd suara di
dalam Dewan Gubernur.

Jumlah kuorum yang dibutuhkan ddam sgtigp sdang Dewan Gubernur
harudah mayoritas dari jumlah Gubernur, yaitu tidak boleh kurang dari dua per-
tiga jumlah totd kekuatan suara Sementara itu patut diingat pula bahwa sesua
Pasd V (2) a AoA IBRD dikatakan bahwa: “ ...No alternate may vote except in
the absence of his principal..”.?® Dengan demikian seorang wakil tidak

memiliki kekuatan suara kecudi gubernurnya berhdangan hadir.

. Direktur Eksekutif (Executive Directors)

Direktur Eksekutif addah organ IBRD yang bertanggung jawab pada
Dewan Gubernur. Dewan Gubernur telah menddegaskan sebagian besar
kewenangannya kepada Direktur Eksekutif. Dengan demikian  Direktur

Eksekutif bertanggung jawab aas operasond IBRD secara umum, dimana

2 |bid., ps.V (2) a
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untuk tujuan tersebut Direktur Eksekutif dapat menjdankan sduruh kekuasaan

yang tdah diddegaskan padanya oleh Dewan Gubernur. Ketentuanketentuan

yang mengatur persodan mengena Direktur Eksekutif ini terdgpat pada Pasd V

(4) asampa dengani AoA IBRD.

Direktur Eksekutif IBRD terdiri dari 24 orang, dengan ketentuan
pemilihan sebagai berikut:

a Lima orang mesng-medng ditentuken oleh lima negaa yang memiliki
jumlah iuran atau modd terbesar. Lima negara tersebut addah Amerika
Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Perancis. Direktur Eksekutif seperti ini
disebut Direktur Eksekutif yang ditunjuk (Appointed).

b. Ssanya ditentukan oleh negaranegara lain di luar lima negara terssbut di
aas. Direktur Eksekutif ini  dissbut Direktur Eksekutif yang dipilih
(Elected). Negara-negara lan di luar lima negara di aas dikdompokkan
menjadi  sskelompok pemilih.  Setigp  kelompok-kdlompok itu  kemudian
menggukan satu Direktur Eksekutif untuk kemudian mewakili - kelompok-
nya?’ Para anggota sendiri yang merentukan bagaimana mereka di-

kelompokkan. Keompok negaranegara terssbut ddam mengel ompokkan

dirinya pding tidk mensyaratkan bebergpa kondis, seperti:  kondis

27 Henry G. Schermers (b), “International Organizations’ dalam International Law: Achievements
and Prospects, edited by Mohammed Bedjaoui, (Kluwer Academic Publisher Incorporates the Publishing
Programmes of Martinus Nijthoff Publishers— UNESCO, 1991), him. 91.
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geografis, wilayah yang sama, faktor politik dan budaya Hd ini tergantung
bagamana negaranegara itu membentuk kelompoknya. Beberapa negara
seperti Cing, Ruda dan Arab Saudi tidak mengeompokkan negaranya akan
tetgpi mereka masing-masng memiliki hak untuk menjadi pemilih tunggd
yang menentukan sendiri Direktur Eksekutifnya. Indonesa sendiri berada
satu kedlompok dengan Brune Darusdam, Hiji, Laos, Mdaysa, Myanmar,
Nepa, Singspura, Thaland, Tonga dan Vietnam. Dimana Direktur
Eksekutif untuk kdlompok ini addah Jannes Hutagdung dari  Indonesia,
sedangkan wakilnya adalah Wan Abdul Aziz Wan Abdullah (Mdaysia).?®
Di ddam AoA IBRD yang telah dilakukan perubahan pada tangga 16
Februari 1989 dan tetap berlaku hingga saat ini disebutkan bahwa pada IBRD
terdapat dua belas Direkiur Eksekutif, akan tetapi ketika pemerintah dari
negara-negara lain menjadi anggota maka “ ...the Board of Governors may, by a
four-fifths majority of the total voting power, increase the total number of
directors by increasing the number of directors to be elected” .?® Dengan

demikian gpabila jumlah anggota-anggota bertambah maka Dewan Gubernur

28 The World Bank Group (c), the World Bank Annual Report 1999 (Washington D.C: The World
Bank Group, 1999), Appendix 2.

291BRD (a), op. cit., ps. V (4) b.
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dapa mempertimbangkan kenaikan jumlah anggota Direktur Eksekutif yang
dipilih. Direktur Eksekutif itu ditunjuk dan dipilih setigp dua tahun sekdi.

Ddam menjdankan tugasnya tigp Direktur Eksekutif dgpat menunjuk
seorang wakil. Wakil ini bertugas mewakili Direktur dengan kekuasaan penuh
gpabila Direktur tidak dapat hadir pada suau pertemuan. Apabila Direktur
Eksekutif yang tdlah menunjuknya itu hadir, maka wakil terssbut dapat ikut
serta dalam pertemuan tersebut namun tanpa hak suara.

Telah menjadi suatu kebiasaan pada IBRD bahwa di ddam menjaankan
tugasnya Direktur Eksekutif bertemu sedikitnya dua kali dalam setigp minggu.*®
Ketentuan ini akan tetapi tidek dicantumkan secara tegas pada AoA IBRD
hanya pada Pasd V (4) e AoA IBRD disebutkan: “The Executive Directors
shall function in continuous session at the principal office of the Bank and shall
meet as often as the business of the Bank may require”.3*

Jumlah kuorum vyang dibutunkan dadam sdtigp pertemuan  Direktur
Eksekutif harudah mayorites dari jumlah Direktur Eksekutif yatu tidek boleh
kurang dari setengah jumlah totd suara Berdasarkan ketentuan yang terdapat

ddam AoA IBRD meka Direktur Eksekutif itu memiliki sgumlah tanggung

jawab, yang diantaranya addah:

30 The World Bank Group (b), op. cit., him. 7.

31 IBRD (a), op. cit., ps. V (4) e.



57

a. Apabila muncul pertanyaan atas segaa ketentuan yang terdapat dalam AoA
IBRD maka Direktur Eksekutif dapat melakukan penafdran atau interpretas
atas ketentuan yang terdapat dalam AoA IBRD (Pasd 1X aA0A IBRD).

b. Apabila penafdran itu tidek disepaketi oleh para pihak maka dapat digjukan
keberatan atau banding kepada Dewan Gubernur. Dengan demikian Direktur
Eksekutif adadlah subjek atas keberatan atau banding tersebut (Pasd IX b
AOA IBRD).

c. Mengawas jaannyakegiatan operasiond dari IBRD, seperti misanya:

1) Menyetyjui permohonan untuk pinjaman dan penjaminan aau pem
biayaen lannyg;

2) Masdah hutang;

3) Menentukan kegiatan bantuan-bantuan teknis yang utama kepada negara
yang membutuhkannya;

4) Menentukan anggaran-anggaran;

5) Membuat lgporanlagporan dan rekomendas-rekomendas yang ditujukan
kepada Dewan Gubernur;

6) Menerima sdigp pesodan yang digukan oleh Presden berkatan
dengan kebijakan-kebijakan yang harus dipertimbangkan dan diputuskan

oleh Direktur Eksekutif. 2

32 The World Bank Group (a), op. cit., him. 19.
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Seorang Direktur Eksekutif dari IBRD juga secara ex-officio merupakan
Direktur pada IDA dan IFC jika negara anggota yang memilihnya atau negara
negara anggota yang memilihnya addah juga merupakan anggota dari IDA dan

IFC.3®

3. Presiden dan Staf

Di ddam AcA IBRD ketentuan mengena Presiden, para petugas dan
dafnya diatur ddam Pasd V (4) a sampa dengan d AoA IBRD. Presiden addah
ketua dari Direktur Eksekutif akan tetepi ia tidek memiliki hak suara, kecudi
godbila jumlah suara berimbang sehingga dibutunkan satu suara  yang
menentukan. Presiden ditunjuk oleh Direktur Eksekutif, dimana Presiden
tersebut tidek bolen dipilih dari orang yang menjabat sebaga  Gubernur,
Direktur Eksekutif atau para wakilnya. Presden diperkenankan berpartispas
dalam pertemuan Dewan Gubernur akan tetgpi iatidak memiliki hak suara

Di ddam AoA IBRD tidak dicantumkan secara tegas kebangsaan dari
Presden, akan tetapi tedah menjadi kebiassan dimana Direktur Eksekutif yang
berasd dai Amerika Serikat yang membuat nominasnya. Tradis yang panjang

tersebut akhirnya, berdasarkan persetujuan secara informa, menetapkan bahwa

3 DA, op. cit., ps. VI (4) b dan IFC, op. cit., ps. VI (4) b. Pada IFC Direktur Eksekutif disebut
dengan Dewan Direktur (Board of Directors).
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Presiden IBRD adadah berkebangssan Amerika Serikat. Sementara Direktur
Peaksana (Managing Director) IMF addah berkebangsaan dari negara di
wilayah Eropa Presden bertugas sdama lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembai untuk masa tuges lima tahun berikutnya aau kurang dari lima
tehun.>*

Presiden addah ketua dari staf pelaksana atau operasiond IBRD. Daam
melaksanakan tugasnya ia berada di bawah pengarahan Direktur Eksekutif,
sehingga dengan demikian ia diavas oleh Direktur Eksekutif. Presden ber-
tanggung jawab aas organisss  sepenuhnya, sehingga ia berwenang  untuk
menunjuk dan memberhentikan para petugas dan daf. Seperti hdnya Dewan
Gubernur dan Direktur-direktur Eksekutif maka Presiden, sdain menjabat ketua
dari Direktur Eksekutif, ia secara ex-officio addah juga merupakan Presiden
dari IDA dan IFC.®

Presden ssbaga orang yang pding betanggung jawab juga ber-
kepentingan ddam menjaga dandar kuditas, efisens sarta kemampuan teknis,
maka ddam rangka menunjuk para petugas dan Staf harus semaksma mungkin
melihat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia berdasarkan kondis

geografi yang luas. Para petugas dan Staf ini diangkat guna membantu Presiden

34 The World Bank Group (b), op. cit., him. 4.

35 1DA, op. cit., ps. VI (5) adan IFC, op. cit., ps. IV (5) a
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mengingat luasnya wilayah dan banyaknya masdah yang harus ditangani oleh

Presden dimanaiatidak dapat menanganinya sendiri.

Sdan memiliki Dewan Gubernur, Direktur-direktur Eksekutif, Presiden,
dan Petugas aau Staf, meka IBRD memiliki pula Dewan Penasha (Advisory
Council). Dewan Penasha ini dipilih oleh Dewan Gubernur yang jumlahnya tidak
boleh kurang dari tujuh orang, yang masng-mesng merupakan perwakilan dari
kalangan Perbankan, Perdagangan, Perindustrian, Perburuhan dan Pertanian.®®

Di d9 lan IBRD juga membentuk suatu Komite Pinjaman (Loan
Committees) yang ditugaskan untuk membuat lgporan atas pinjaman-pinjaman yang
dibuat berdasarkan ketentuan Pasa 11l (4) AoA IBRD. Setigp Komite terdiri dari
seorang ahli yang mewakili anggota dimana proyek itu dilaksanakan dan sau atau

lebih anggota-anggota dari staf teknis IBRD.3’

38 |BRD (a), op. cit., ps. V (6).

37 1bid, ps. V (7).
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C. MASALAH KEANGGOTAAN DI DALAM BANK DUNIA
Masdah keanggotaan merupakan bagian yang sangat penting. Masaah
keanggotaan tergantung pada meksud dan tujuan lembaga internasond, fungs apa
yang dikandung serta hargpan-hargpan yang akan diperolehnya di masa yang akan
datang.
1. Tinjauan Umum Keanggotaan
Pada dasarnya ddam suatu organisas internasiona terdapat dua prinsip
umum keanggotaan yatu prindp univerditas dan pringp terbatas. Menurut
Schermers®® tidek ada organisas internasiond yang sgauh ini dapa dikatakan
sukses memenuhi kriteria sehingga dapat  dikatakan sebaga  organisas
internasiond  yang bersfa  universd, dimana keanggotaannya mencakup
suruh wilayah di dunia Untuk dgpat mendefiniskan perkataan “universa” itu
maka sebaknya suatu organisss yang berpola keanggotaan universa itu
memiliki struktur yang pada pring pnyaterbuka untuk seluruh negara.
Sedangkan organisas  internasiona yang terbatas addah  organisas
internasona yang keanggotaannya tertutup atau terbatas pada suatu kelompok
negara tertentu sga Organisas yang pola keanggotaannya bersifat terbatas ini

dapat menekankan pada faktor-faktor sebagal berikut:

38 Schermers (a), op. cit., him. 21.
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a. Geografis, karena itu cenderung untuk membentuk organisas regiond dari-
pada yang bersfat umum;

b. Kenyataan pentingnya negaranegara yang akan menjadi anggota daam
hubungannya dengan maesdadirmasdah yang akan menjadi  sasaran
organisas ituy;

c. Kuditatif, melihat Sstem ekonomi dan bentuk tertentu pemerintah;

d. Kebudayaan, agama, ethnis dan pengalaman sgjarah, contoh: Liga Arab;

e. Penerapan hak-hak asas manusia, contohnya: Council of Europe.®

Sdan itu ddam organisses internesond terdgpat  pula  kudifikes
keanggotaan, vyatu secara kuditaif dan  kuantitatif. Kuditatif berati
memberikan datus khusus bagi negara-negara tertentu sebagai anggota utama

(original members). Sementara kuantitatif berarti bahwa keputusan mengenal

keanggotaan negara-negara lannya di luar negara-negara anggota utama akan

diambil oleh organisas itu sendiri dengan ketentuan bahwa negara-negara itu
harus memenuhi persyaratan dalam instrumen pokok masing-masing.*
Dalam IBRD masalah keanggotaan diatur pada Pasd 11 (1) a dan b AcA

IBRD. Pada Pasd 1l (1) a AoA IBRD dissbutkan bahwa “The original

members of the Bank shall be those members of the International Monetary

39 suryokusumo, op. cit., him. 38.

49 | bid, him. 41.
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Fund which accept membership in the Bank before the date specified in Article
XI, Section 2 (€)”.** Dengan demikian anggota adi dari IBRD addah negara-
negara yang tercantum pada Schedule A dan menandatangani AocA IBRD
sebelum tanggal 31 Desember 1945.

Negara-negara yang tidak tercakup ddam Pasd 1l (1) a AoA IBRD
tersebut dapat pula menjadi anggota, sebagaimana ditetapkan Pasd 11 (1) b AoA
IBRD bahwa “ Membership shall be open to other members of the Fund, at
such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the
Bank” ** Keanggotaan negara-negara tersebut dapat dilakukan meldui suatu
prosedur, yatu medui proses pemungutan Suara yang diadakan oleh Dewan
Gubernur. Organ ini addah organ yang pding berwenang dadam menentukan
keanggotaan suatu negara.

Dai kedua pasal tersebut dapat pula dismpulkan bahwa negara-negara
yang hendak menjadi anggota dari IBRD harus terlebih dahulu menjadi anggota
dai IMF. Apabila suatu negara yang tdah menjadi anggota dari IMF berhenti
aau mengundurkan diri dari IMF maka secara otomdtis tiga bulan kemudian

negara itu akan berhenti pula sebaga anggota dari IBRD, kecudi apabila IBRD

“11BRD (a), op. cit, ps. 11 (1) a

“21bid., ps. I1 (1) b.
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medui  suatu pemungutan suara, dua petiga dai  sduruh  totd  suara
menentukan bahwa negara tersebut dapat tetap menjadi anggota dari IBRD.*®

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa IBRD menganut pringp
universditas dimana keanggotaan IBRD terbuka bagi sduruh negara dan tidak
dibatas pada suatu kondis tertentu, walaupun terdapat suatu persyaratan bahwa
anggota IBRD harus terlebih dahulu menjadi anggota pada IMF. Sdain itu di
ddam menentukan keanggotaan, IBRD menentukan bak secara kuditatif
maupun secara kuantitatif.

Di ddam organdsas internasiond keanggotaan suatu negara umumnya
dibagi ddam bebergpa bentuk. Pembagian bentuk keanggotaan ini didasarkan
pada, sampa sebergpa jauh hak dan kewgjiban anggota dapat dilaksanakan.
Schermers* membagi  keanggotaan suatu organisas ke dalam empat  bentuk
yatu
a. Keanggotaan Penuh (Full Members)

b. Keanggotaan Terbatas (Associate Members) dan Affiliate Members
c. Keanggotaan Terpisah (Partial Members)

d. Keanggotaan sebaga Konsultan (Consultants).

“1pid., ps. VI (3).

44 schermers (a), op. cit., him. 34.
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Berdasarkan pembagian bentuk keanggotaan sebagaimana yang telah di-
sebutkan di atas, maka masing-masing bentuk akan diuraikan sebagal berikut:
a.  Keanggotaan Penuh (Full Member)

Bentuk keanggotaan ini merupakan bentuk yang pding umum,
dimana anggota dapat meaksanakan sduruh hak dan kewgiban sebaga-
mana yang terdapat di ddam insrumen pokok (Constituent Instrument)
organisas tersebut. Oleh karena itu anggota dapat meaksanakan sduruh
kegigdan yang diadekan oleh organisas itu. Keanggotsan semacam ini
biasanyaterbagi lagi menjadi:

1) AnggotaAdi (Original Member)

Anggota yang dapat dikategorikan sebagal anggota adi adaah
para anggota pemrakarsa berdirinya suatu organisas. Anggota ini telah
mengikuti suatu  konferens dimana ddam konferens  tersebut  disusun
uatu piagam perjanjian internasond yang merupakan dasar berdirinya
organisas  itu. Para anggota kemudian akan dipersilahkan  untuk
merdifikes piagam perjanjian sebaga pernyataan setuju untuk menjadi
anggota

2) Anggota Baru yang Diterima Kemudian (Admitted Member)

Anggota ini addah anggota yang bergabung atau diterima daam
organised  kemudian yatu satdah organisas itu  berdiri.  Penerimaan
keanggotaan ini akan dikabulken setdlah negara memenuhi kriteria dan

gyarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan organisas tersebut.



66

b. Keanggotaan Terbatas (Associate Member)

Bentuk keanggotaan jenis ini dgpat pula disebut sebaga  jenis
keanggotaan “luar biasa’, karena ia hanya dapat berpatiSpas  ddam
kegiatan tertentu sga  Keanggotaan dengan bentuk ini biasanya hanya
diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang bdum memiliki hek-hak untuk
mengatur urusan ddam dan luar negerinya sendiri. Dengan pengertian lain
yatu aggotaanggota yang beum berdaulat (merdeka) aau berada di
bawah suatu otoritas yang lebih tinggi. Setdlah wilayah itu merdeka, maka
biasanya anggota terbatas itu berubah menjadi anggota penuh.*®

Seperti tdah diketahui bahwa anggota suatu organisas internasiond
bukan lagi monopoli negara. Ha ini disebabkan bukan hanya negara sga
yang mempunya kepentingan, tetapi juga wilayahwilayah tersebut, dimana
kepentingannya akan lebih cepat tercgpa gpabila ia bekerjasama dengan
negara- negara yang tergabung dalam organisas internasiond.

Keanggotaan ini juga dgpat diperuntukkan bagi negara-negara yang
teldu kecil, karena oleh organisss negaranegara tersebut diragukan
kemampuannya untuk dapat memenuhi sduruh kewgiban anggota dan

untuk dapat mengikuti kegiatan organisas.

45 |pid., him. 92.
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Pada dasarnya ddam Keanggotaan Terbatas para anggota tidak
diberikan hak-hak yang sama dengan para anggota ddam sSsem
keanggotaan penuh, beberapa contoh diantaranya adalah:

1) Anggota-anggota tersebut tidek memiliki hak memberiken suara dadam
Madlis (Pada Inter-Governmental Maritime Consultative Organization—
IMCO) aau ddam suau organ Union (pada International
Telecommunication Union—ITU). Hd ini diatur dadam insrumen pokok
IMCO dan ITU.

2) Mereka tidek dgpat pula dipilih ddam pemilihan untuk badanbadan
tertentu, seperti misdnya pada IMCO addah: Council dan Maritime
Safety Committee, aau ddam ITU mereka tidak dapat dipilih ddam
badan aau organ yang dipilih oleh sebuah konferens pleno atau
adminidretif;

3) Meniadakan hak suara mereka ddam Mgeis atau Komite-komite utama
dan keanggotaan di ddam Executive Board, seperti sebagamana yang
diatur olen World Health Organizations (WHO) ddam resolus Health

Assembly. 4°

4 D. W Bowett, Hukum Organisasi Internasional (The Law of International Institutional),
diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djgjaatmada, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 152.
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Menurut Schermers’’  sdenis dengan Keanggotaan Terbatas ini
addah Affiliate Members, dimana dalam keanggotaan jenis ini para anggota
dapat berpatispas ddam suau pertemuan akan tetapi tidek memiliki hak
suara. Hal menarik dari Affiliate Members ini addah perwakilan kolektif
mereka di ddam organ suatu organised. Ha ini merupakan keuntungan
organisas  dimana mereka melibatkan sgumlah besar Affiliate Members
dalam pekerjaan organisas tanpa membebani organ-organ dengan sgumlah
besar pengamat-pengama. Hd lan yang menarik addah dimana Affiliate

Members terbuka bagi organisas internasiona privat dan bahkan kepada

badan-badan negaranasiond.

c. Keanggotaan Terpisah (Partial Members)
Dai ketiga bentuk keanggotaan di atas mash terdgpat satu bentuk
keanggotaan lainnya yaitu Keanggotaan Terpissh (Partial Members).
Bentuk Keanggotaan Tepissh ini hanya berpatispas pada beberapa

aktivitas dari organisas. latidak ikut serta pada sdluruh kegiatan organisas.

47 Schermers (a), op. cit., him. 97.
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d. Keanggotan sebaga Konsultan (Consultans)

Banyak organised internasond  yang memberikan datus sebaga
Konsultan bak kepada negara non-anggota, organisas internasond publik
aau organisas internasond privat, maupun kepada kelompok-kelompok
bukan negara. Sdan itu terdgpat pula Status sebaga peninjau (Observer
Satus), yang menurut Schermers®® pada dasarnya kedua status ini tidak
dapat dipisahkan.

Menurutnya konsultan  seharusnya  lebih - aktif  daripada  peninjau
(observer). Konsultan memiliki peranan yang lebih &ktif ddam menyampa-
kan ide-ide, baik ide mereka, negara maupun organisas, pada setigp per-
temuan. Mereka sesungguhnya berpartispas ddam  tugas-tugas atau
pekerjaan dari suatu organisas internasiond. Status konsultan ini pada
umumnya mencakup tiga aspek vyatu: tukar menukar dokumen, tukar
menukar peninjaur peninjau atau kerjasama konsultasi. *°

Sedangkan peninjau memankan peranan yang lebih padf. Peninjau
tetgp menjaga dirinya, negaranya aau organisasnya mengikuti terus per-
kembangan apa yang terjadi ddam organisas itu, akan tetapi ia tidak ber-

patispad aktif ddam sdigp pertemuan organises yang ia hadiri. Peranan

8 |bid., him. 98.

49 pid.
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dari “peninjau padf’ ini hanydah bagian dai hubungan luar (external
relations) dari organisas tersebut.

Sebagaimana yang telah diurakan dimuka maka bak konsultan dan
“peninjau padf” tideklah dipisahkan, kedua-duanya tetap discbut sebagai
peninjau (Observer), dimana datus mereka diatur ddam perjanjian aau
persetujuan  (agreement) yang sama. Dai  ketentuan-ketentuan yang
tercantum daam agreement itulah dapat ditentukan apakah suatu peninjau

itu konsultan atau peninjau pasif.>°

Berdasarkan sduruh penjdlasan di atas maka ada baiknya apabila kita
melihat bentuk-bentuk keanggotaan di ddam IBRD. Bentuk keanggotaan yang
terutama dapat dilihat ddam IBRD addah bentuk Keanggotaan Penuh (Full
Members). Bentuk keanggotaan ini terdiri dari:

a. AnggotaAdi (Original Member)
Ketentuan mengena anggota adi IBRD diatur pada Pasd Il (1) a
AOCA IBRD yang isnya menyatakan bahwa anggota adi IBRD addah para
anggota-anggota dari IMF, sebagamana yang tercantum pada Schedule A,

yang menerima keanggotaan sebedlum tanggd 31 Desember 1945. Dengan

50 |pid.
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demikian suatu negara sebelum menjadi anggota pada IBRD harus terlebih

dahulu menjadi anggota pada IMF-.

Pada Konferens Moneter dan Keuangan PBB yang diadakan di
Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat hadir 44 negara dan satu
pewekilan Denmark, yang kemudian negara-negara dan satu perwekilan itu
dicatatkan dalam Schedule A AoA IBRD. Pada Schedule tersebut juga di-
cantumkan jumlah iuran masng-masng negaa goabila tdah menjadi
anggota. Jka jumlah iuran tersebut dibayar oleh sduruh negara, maeka totd
iuran itu akan berjumlah US$ 9,100 juta.

Di 99 lan agar AoA IBRD dapat berlaku mengikat maka sgumlah
syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

1) tdah tekumpul minima 65% dai sduruh totd iuran (subscriptions)
sebagaimana yang telah ditetapkan ddam Schedule A yaitu sebesar US$
5,915 juta;

2) negaranegaa ddam Schedule A tdah  mendepodtkan  instrumen
penerimaan  (instrument of acceptance) pada pemerintah Amerika
Serikat;

3) ddam hd tidek adanya suatu perisiwa tertentu yang terjadi, AoA IBRD

ini akan berlaku mengikat sebelum tanggdl 1 Mei 19451

*1IBRD (a), op. cit., ps. X! (1).
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Persyaratan sebagaimana yang telah diurakan di aas akhirnya terpenuhi
pada tangga 27 Desember 1945, dimana 29 negara menandatangani AOA
IBRD tersebut.

Mengenai persodan anggota adi ini banyak sajana berpendapat
bahwa negaranegara yang tergadbung ddam Schedule A sHuruhnya
dianggap sebaga anggota adi.>®> Sebenarnya pendapat tersebut tidak
sepenuhnya tepat. Dari uraian terdahulu dapat diketahui bahwa negara
negaraddam Schedule A sdan dari 29 negara di atas, menjadi anggota dari
IMF dan kemudian berturut-turut IBRD setedlah melewati batas waktu yang
ditentukan yaitu 31 Desember 1945.

Beberapa negara lan memasuki IMF dan kemudian IBRD dengan
cara “khusus’. Negara-negara tersebut addah: Kogta Rika, Polandia, Brazil,
Uruguay, dan Kuba, yang masuk medui prosedur seperti layaknya anggota
adi. Para anggota itu masuk tanpa persyaratan tambahan dan tanpa
menggukan surat lamaran keanggotaan, seperti sebagaimana yang disebut-
kan dalam Pasal 11 (1) b AoA IBRD juncto Ayat 19 BL IBRD.

Wadaupun demikian, anggota-anggota tersebut tetgp dianggap

sebaga anggota baru yang diterima  kemudian (admitted member).

2 A. W Hooke, The IMF: Its Evolutions, Organizations, and Activities, 2"ed, (Washington DC:
IMF, 1982), him. 1.
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Sementara bebergpa negara dadam Schedule A lannya mesuk mddui
prosedur biasa seperti layaknya negara-negara lain, yatu mddui resolus
Dewan Gubernur, negara itu addah: El Sdvador, Nikaragua, Panama,
Denmark, Venezuela, Audirdia, Haiti, Slandia Baru dan Liberia

Pada akhirnya sduruh negara yang tercantum daam Schedule A
menjadi anggota atau bergabung dengan IBRD, akan tetapi khusus Uni
Soviet, pada waktu itu menolak bergabung dengan pihak IMF dan IBRD.
Tidak bergpa lama kemudian, bebergpa anggota yang tergabung daam Blok
Soviet akhirnya mengikuti jgak Uni Soviet. Bebergpa negara diantaranya
addah Polandia yang mundur pada tahun 1950, akan tetgpi kembai ber-
gabung tahun 1986. Kemudian Cekodowekia yang tidek memenuhi
kewgibannya pada IBRD tahun 1954 oleh karenanya dianggap
mengundurkan diri, namun pada tahun 1990 negara ini kembdi ber-
ngung.ss

Ketidakikutsertaan Uni Soviet pada IMF dan IBRD disebabkan
adanya bebergpa faktor ddam ssem moneter yang digunakan IMF yang
tidek disetujui oleh Uni Soviet. Bagi Uni Soviet IMF ddam menjdankan
kegiaannya menganut Sitem Perdagangan Bebas (Free Trade System).

Oleh karena itu IMF diangggp sebaga organises yang berdfat liberd,

>3 The World Bank Group (b), op. cit., him. 4.
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karena banyak menggunakan sstem ekonomi kapitais. Soviet menganggap
bahwa tidak mungkin perekonomian suatu negara “terlau” diatur oleh IMF.

Dengan demikian waau Uni Soviet tercatat ssbaga negara yang ikut
serta pada Konferend Moneter dan Keuangan PBB pada tahun 1944 dan
tercatat ddam Schedule A, akan tetapi negara tersebut tidak menandatangani
sdinan adi AOA IMF dan AoA IBRD sarta tidak memenuhi pula quota dan
iurannya.

Pada tanggd 16 Juni 1992 Rusa akhirnya bergabung aau menjadi
anggota pada IBRD dan IDA, sehubungan dengan berubahnya sistem politik
ddam negeri Rusa Sdain itu dua beas negara Republik pecahan Uni

Soviet ikut pulamenjadi anggota pada IBRD.

b. Anggota Baru yang Diterima Kemudian (Admitted Member)
Ketentuan mengena jenis keanggotaan ini terdapat daam Pasd |l
(1) b AcA IBRD yang menyatakan bahwa “Membership shall be open to
other members of the Fund, at such times in accordance with such terms as
may be prescribed by the Bank”.>* Meélihat ketentuan tersebut, dapa di-

terima aau tideknya suatu negara untuk menjadi anggota, akan ditentukan

**IBRD (a), op. cit., ps. Il (1) b.
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oeh Dewan Gubernur medui resolusnya, dimana organ tersebut addah
organ tertinggi IBRD, dan seluruh wakil anggota tergabung di ddlamnya™°

Di ddam resolus itu akan disebutkan syarat-syarat dan kondis ter-
tentu bagi caon anggota. Syarat dan kondis itu tidak akan sama pada setigp
negara, akan tetgpi sesua dengan kemampuan negara itu. Waaupun
demikian, syarat dan kondis itu pada pringpnya akan mempunya pringp-
pringdp yang sama dengan negara-negara anggota lainnya Dai uraan di
aas dgpat dismpulkan bahwa hak dan kewgiban anggota baru yang
diterima kemudian tetap sama dengan hak dan kewgjiban anggota yang
masuk terlebih dahulu (Anggota Adli).

Di ddam Ao0A IBRD tidak ditemukan adanya pasd-pasa yang
mengatur mengenal  Keanggotaan Terbatas. Dadam organisas  internasiond,
waaupun tidek sduruhnya demikian, ketentuan mengena  Keanggotaan
Terbatas biasanya diperuntukken bagi suatu wilayah yang bdum mem:
punya pemerintehan sendiri (non-self governing territory) dan aau belum
mempunya  hubungen internesond yang diavas sendiri (non-self foreign

control).

%5 |bid., ps. V (2).
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Bagi wilayahwilayah terssbut ddam AoA IBRD tdah diatur
ketentuan mengena hal tersebut yaitu pada Pasd X1 (2) g AoA IBRD, yang
menyatakan:

“ By their signature of this agreement, all governments accept it both

on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas

territories, all territories under their protection, suzerainty, or

authority and all territories in respect of which they exercise a

mandate’ .>°

Dengan demikian wilayahwilayah yang bdum memiliki  pemerin-
tahan, hubungan luar negeri sendiri dan belum merdeka, tidak diberikan hak
untuk menjadi anggota, balk penuh maupun terbatas. Wilayah ini hanya
dapat melakukan kerjasama dan berhubungan dengan IBRD medui negara
yang menguasainya

Dai sduruh uraian di atas meka depat diliha bahwa Indonesa
merupakan anggota IBRD yang memiliki  Keanggotsan Penuh  dan
merupakan Anggota Baru yang Diterima Kemudian. Indonesia menggukan
permohonan keanggotaan kepada IMF dan IBRD pada tanggd 24 Juli 1950

yang kemudian dikabulkan oleh Resolus Dewan Gubernur IMF dan IBRD.

Dengan demikian maka hak dan kewgiban Indonesa sebaga Anggota Baru

%8 1pid., ps. XI (2) 0.
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yang Diteima Kemudian sama dengan hak dan kewgjiban anggota-anggota

lainnya yang telah diterimaterlebih dahulu.

2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi

Tdah dissbutken sebdumnya, bahwa di ddam resolus  penerimaan
keanggotaan sesuatu negara akan dinyatakan syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi olen negara terssbut. Syaat-syaat terssbut sddu  mengdami
perubshan dengan memperhatikan kondis masing-masng negara Hd ini
dissbabkan kemampuan sgtigp negara untuk memenuhi syarat itu tidaklah sama,
terutama mengena jumlah iuran yang harus dibayar oleh negara tersebut,
namun tidek jarang syaa-syarat itu ditentukan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor palitis.

Sebagai contoh resolus penerimaan keanggotaan Indonesia pada IBRD
ditetapkan dengan Resolus Dewan Gubernur No.73 yang memberikan syara-
syaa dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti: keadaan atau kondis
politik daam negeri, kondis perekonomian yang bdum sabil dan possnya
ddam percaiuran internasond, namun IBRD tdah menetapkan suatu standar
minimum bagi syarat-syarat keanggotaan suatu negara, antaralan:

a. Keanggotaan ddam IMF
Sebagaimana yang telah ditentukan ddam Pasal 11 (1) b AocA IBRD maka
Suatu negara dapat menjadi anggota pada IBRD apabila telah terlebih dahulu

menjadi anggota pada IMF.
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b. Harus menggukan permohonan untuk menjadi anggota IBRD
Kemudian sesua dengan ketentuan Ayat 19 BL IBRD negara yang telah
menjadi anggota pada IMF tersebut dapat menggukan permohonan
keanggotaan pada IBRD dengan mengis formulir keanggotaan dan men
cantumkan sduruh fekta yang rdevan berkatan dengan keadaan negara
tersebut.

c. Kesanggupan untuk membayar iuran
Kemudian negara tersebut diwgibkan membayar iuran. Jumlah iuran suatu
negara anggota kepada IBRD addah sesuai dengan quota mereka pada IMF.
Sebaga contoh iuran Indonesia sendiri pada IBRD ketika pertama kdi ikut
serta adalah sebesar US$ 110,000,000.00 Jumlah ini menjadi dasar untuk
penetegpan jumlah suara yang diberikan kepada anggota itu. Jumlah iuran
yang harus dibayar oleh suatu negara tidek mempengaruhi jumlah bantuan
yang dapa diterima negara anggota tersebut dari IBRD.>’ Untuk jumlah
iuran dan suara Indonesa pada IBRD dapat dilihat pada lampiran. Formula
penentuan iuran ditentukan oleh jumlah pendagpatan nasond, cadangan
emas dan Dollar Amerika Serikat, impor tahunan, variaa meksmum daam

ekspor tahunan.

*" Indonesia (a), op. cit, Memori Penjelasan.
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d. Menyeujui syarat-syarat mengena pembayaran iuran
Suaiu negara sebelum menerima keanggotaan dari IBRD, harus terlebih
dahulu membayar kepada IBRD sgumlah:
1) 2% dari iurannya dengan emeas atau dollar Amerika Serikat;
2) 18% dari iurannya dengan mata uang dari negara anggota.

e. Kesediaan untuk memberikan laporan kepada IBRD
Setigp negara ssbelum menerima  keanggotaan dari IBRD akan mem:
beritahukan kepada IBRD, bahwa tedah diambil semua tindakan yang
dianggegp pelu, dantaranya menyimpan indrumen pengimaan  dan
menandatangani AOA IBRD. Sdain itu sgtigp negara harus meaporkan
kepada IBRD setigp tindakan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh
IBRD.

f.  Menyetujui adanyatenggang waktu yang diberikan oleh IBRD
Setigp negara diberi tenggang wektu sampa enam bulan, setedlah dikduar-
kannya resolus mengena penerimaan keanggotaan IBRD, namun tenggang
waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Direktur-direktur Eksekutif sesua

dengan kondis dan kemampuan anggota serta pertimbangan IBRD sendiri.

3. Prosedur Menjadi Anggota
Suatu negara dapat menjadi anggota IBRD gpabila negara tersebut telah

melaksanakan sgumlah prosedur masuk keanggotaan yang telah ditetgpkan oleh
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IBRD. Masalah prosedur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci olen AoA
IBRD. Hanya pada Pasd 11 (1) AoA IBRD dinyatakan bahwa:

“(a) The original members of the Bank shall be those members of the

International Monetary Fund which accept membership in the Bank

before the date specified in Article XI, section 2 (e)

(b) Membership shall be open to other members of the Fund, at such

times in accordance with such terms as may be prescribed by the

Bank” .8
Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk menjadi anggota IBRD harus
terlebih dahulu menjadi anggota pada IMF.

Mengena masdah prosedur tersebut Ayat 19 BL IBRD secara implisit
memuat ketentuanrketentuan yang dapat menjdaskan persodan  tersebut.
Ketentuan ini dapat dilihat pada Ayat 19 (a) BL IBRD yang menyatakan: “ Any
member of the International Monetary Fund may apply for membership in the
Bank by filling with the Bank an application setting forth all relevant facts’ .>°
Kemudian pada Ayat 19 (b) BL IBRD dinyatakan pula bahwa

“ The Executive Directors shall report on all applications to the Board

of Governors. When an application is submitted to the Board of

Governors, with a recommendation that the applicant country be

admitted to member ship, the Executive Directors after consultation with

the applicant country shall recommend to the Board of Governors the
number of shares of capital stock to be subscribed and such other

*8 |BRD (a), op. cit., ps. Il (1).

%9 IBRD (b), op. cit, Ayat 19 (a).
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conditions as, in the opinion of the Executive Directors, the Board of
Governors may wish to prescribe” .

4. Berhentinya K eanggotaan Suatu Negara

Di ddam hukum organisass internasiond  berhentinya  keanggotaan

Ssesuatu negara biasanya didasari pada tiga faktor:

a.  Pengunduran diri (Withdrawal)

b. Pengusiran (Expulsion)

c. Ketidaksediaan negara anggota untuk meratifikes suatu amandemen ter-
hadap instrumen pokoknya. %

Upaya penarikan kembali keanggotsan biasanya dilakukan oleh negara
anggota organisas internasiond, apabila ia ingin menarik diri atau berhenti dari
keanggotaan, akan tetapi tidek semua organises internasiona  menyediakan
lembaga tersebut dalam ketentuan instrumen pokoknya, seperti pada PBB dan
ICAO.

Pada dasarnya suatu negara terpaksa melakukan hal itu karena keter-
batasannya untuk dapat memenuhi kewsgibannya sebagal anggota, seperti yang

pernah dilakukan oleh Indonesa pada waktu menyatekan dirinya keluar dari

€0 1hid, Ayat 19 (b).

61 Bowett, op. cit., him. 496.
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PBB. Hd ini tentunya dgpa menimbulkan sedikit konflik atau perdebatan
antara anggota dengan organisas yang bersangkutan apabila tidak terdapat
ketentuan yang mengatur mengenal persodan tersebut. Pada pokoknya anggota
itu akan diangggp “absen” aau “non aktif” pada kegiatan organisas, seperti
yang pernah terjadi pada negara Uni Soviet pada ssat mengundurkan diri dari
ICAO.

Di ddam IBRD ketentuan mengena berhentinya keanggotean suau
negara diatur dengan cara pengunduran diri yang terdapat pada Pasd VI AoOA
IBRD. Di ddam pasd terscbut tidak diatur secara tegas macam-macam
pengunduran diri, akan tetapi dapat dismpulkan bahwa di ddam pasa tersebut
terdgpat dua macam pengunduran diri, yaitu pengunduran diri secara sukarda
(voluntary withdrawal) dan pengunduran diri secara terpaksa karena diharus-
kan oleh IBRD (compulsary withdrawal) atau dikend pula dengan pember-
hentian karena adanya pengusiran (expul sion) yang diputuskan oleh IBRD.

Ketentuan mengena  pengunduran diri  secara sukardla  (voluntary
withdrawal) secara terdrat terdgpat dalam Pasa VI (1) AoA IBRD yang
menyatekan: “ Any member may withdraw from the Bank at any time by
transmitting a notice in writing to the Bank at its principal office. Withdrawal

shall become effective on the date such notice is received”’ .6 Dai ketentuan

62 |BRD (a), op. cit., ps. VI ().
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tersebut maka dgpat dilihat bahwa pengunduran diri akan mengakibatkan
berhentinya keanggotaan dengan segera, yaitu setdah diterimanya nota tertulis
mengena pengunduran diri itu dari anggota

Pengunduran diri semacam ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh
sduruh aggota IBRD. Hd ini merupakan “ Safeguard” dan kedaulatan bag
setigp anggota. Hak itu dapat pula merupakan jaminan bagi anggota, bahwa jika
mereka menemukan suaiu kewgjiban baru pada pasa-pasa instrumen pokok
organisad, yang ternyata tidak dihargpkan dan menyulitkan ddam pemenuhan
kewgjibannya, maka mereka dapat membebaskan diri dari hdl itu.

Sedangkan  ketentuan mengena  pengunduran  diri  secara wgib
(compulsary withdrawal) sendiri tersrat pada Pasd VI (2) AocA IBRD. Pada
Pasd VI (2) dinyatakan bahwa

“If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Bank

may suspend its membership by decision of a majority of the Governors,

exercising a majority of the total voting power. The member so
suspended shall automatically cease to be a member one year from the
date of its suspension unless a decision is taken by the same majority to

restore the member to good standing...” .53

Dengan demikian dapat dilihat bahwa gpabila negara anggota tidak
dapat memenuhi sdah sau kewgibannya pada IBRD maka IBRD dapat

menangguhkan  keanggotaannya berdasarkan  keputusan  mayoritas  Dewan

83 |bid., ps. VI (2).
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Gubernur. Kemudian agpabila satu tahun sstdlah penundaan itu negara anggota
tersebut tetap tidak dapat memenuhi kewgibannya maka negara tersebut
diangggp tdah mengundurkan diri. Pengunduran diri semacam itulah yang
dimaksud dengan pengunduran diri secara waib (compulsary withdrawal) atau
depat pula dikatakan tindekan itu sebaga pengudsran (expulsion) oleh pihak
IBRD.

Setelah suatu negara anggota mengundurkan diri, maka kemudian akan
diadakan penyelesdan masadah keuangan antara anggota tersebut dengan pihak
IBRD. Ketentuan yang mengatur mengenai persoaan ini terdapat pada Pasa VI
(4) aAoA IBRD, dimana dinyatakan bahwa:

“When a government ceases to be a member, it shall remain liable for

its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the

Bank so long as any part of the loans or guarantees contracted before it

ceased to be a member are outstanding; but it shall cease to incur

liabilities with respect to loans and guarantees into thereafter by the

Bank and to share either in theincome or the expenses of the Bank” .%*
Sdainitu padaPasd V1 (4) b AoA IBRD dinyatakan pula:

“ At the time a gover nment ceases to be a member, the Bank shall arrange

for the repurchase of its shares as a part of the settlement of accounts

with such government in accordance with the provisions of (c) and (d)

below. For this purpose the repurchase price of the shares shall be the

value shown by the books of the Bank on the day the government ceases
to be a member” %

 1hid., ps. VI (4) a

% |bid., ps. VI (4) b.
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Dids lan pengunduran diri suatu negara anggota dai IBRD menyebabkan
bebergpa akibat hukum. Salah satunya adalah menyebabkan berhentinya secara
otomatis keanggotaan negaraitu pada |DA dan IFC.%°

Indonesia ddam sgaah keanggotaannya pada IBRD pernah meakukan
penarikan diri dari keanggotaannya pada IBRD. Penarikan diri ini disebabkan
oleh kondis politik ddam negeri Indonesa yang tidek mendukung. Mengena

penarikan diri Indonesiadari IBRD akan diuraikan ddam Bab 1V.

5. Masalah Penangguhan K eanggotaan

Masdah penangguhan (suspension) keanggotaan pada IBRD diatur
dadam Pasd VI (2) AoA IBRD. Penangguhan ini dissbabkan karena sdah satu
anggota tidak dapat memenuhi kewsgjiban-kewgjibannya pada IBRD atau terjadi
pelanggaran kewgjiban-kewsgjiban organisas pada umumnya

Penangguhan keanggotaan oleh IBRD terhadep sdah satu negara
anggota membawa suatu akibat hukum. Akibat hukum yang timbul diantaranya
addah, anggota itu tidek memiliki atau mendapatkan hak-hak sebagaimana
yang terdgpat ddam AOA IBRD kecudi hak untuk mengundurkan diri,
kemudian negara anggota itu tetgp menjadi subjek atas sduruh kewsgiban

kewgibannya. Sdan itu gpabila suatu negara anggota tetap tidek dapat

% DA, op. cit., ps. VII (3) dan IFC, op. cit., ps. V (3).
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memenuhi segda  kewgjiban-kewgjibannya tersebut, maka satu tahun satelah
tanggd penangguhan terssbut anggota itu dapat diberhentikan dari ke
anggotaannya pada IBRD.

Di ddam dunia internasond sendiri tidek semua organisss  meng
gunakan cara penangguhan sebagal cara menjamin ketastan anggota terhadap
kewajiban-kewsjiban, sebagai contoh misdnya ITU dan UNESCO.®” Jka suatu
organisss  mempunya wewenang untuk melakukan suatu penangguhan, maka
tingkat penangguhannya akan berbeda-beda mula dari penghapusan hak-hak
suara hingga penghapusan hak untuk menghadiri sdang-ddang ddam sau

organ atau lebih.

D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DALAM BANK DUNIA
1. ProsesPengambilan Keputusan Secara Umum
Proses pengambilan keputusan di ddam suatu organisas internasond,
goapun  bentuknya aau klasfikasnya, pada umumnya bervarias ddam caa
pengambilan keputusannya. Berbagal cara pengambilan keputusan itu adaah:
a. Mayoritas Sederhana (Smple Majority)
Proses pengambilan keputusan dengan cara ini maksudnya addah dimana

untuk mengambil keputusan diperlukan suara paing sedikit lebih  dari

57 Bowett, op. cit., him. 491.
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sstengeh yang hadir ddam pemilihan.®® Proses pengambilan  keputusan
dengan cara ini dilakukan oleh Badan-Badan Utama PBB, kecudi ddam
Dewan Keamanan, dan dilakukan pula oleh Badan-Badan Subsidernya.

b. Mayoritas Mutlak (Absolute Majority)
Proses pengambilan keputusan dengan cara ini maksudnya addah dimana
untuk mengambil keputusan diperlukan dua pertiga suara yang hadir dan
memilih ddam pemilinan. Di ddam Piagam PBB tdah ditentukan bahwa
Magdis Umum ddam mengambil keputusan terhadgp suatu persodan atau
masalah penting harus memperoleh dua pertiga suara dari yang hadir dan
ikt memilih®® Bebaga masdah penting yang memerlukan proses
pengambilan keputusan dengan caraini diantaranya adalah:
1) Ha-hd yang menyangkut pemdiharaan perdamaian dan  keamanan

internasiond;

2) Pemilihan anggota- anggota tidak tetap Dewan K eamanan,
3) Pemilihan anggota-anggota ECOSOC;
4) Pemilihan anggota- anggota Dewan Perwdian;
5) Penerimaan untuk menjadi anggota PBB;

6) Penangguhan hak dan kewgjiban anggota;

68 Schermers (a), op. cit., him. 406.

89 United Nations, op. cit., ps. 18 (2).
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7) Pengusiran anggota;
8) Masdah yang berkaitan dengan kegiatan sistem perwaian;
9) Masdah mengena anggaran atau keuangan.

c. Konsensus aau Aklamas (Consensus/Unanimity atau Acclamation)
Di ddam proses pengambilan keputusan jenis ini maka keputusan dapat
diperoleh tanpa adanya pemungutan suara aas kesepakatan atau persetujuan
dai sduruh anggota’® Sdain itu apabila terdapat suatu negara yang tidak
menyetujui maka negara itu tidek boleh menghdangi kesepakatan tersebut.
Untuk menampung aspiras negara yang tidek sgtuju itu maka diberikan
kesempatan bagi negara tersebut  untuk  menggukan  keberatan
(Reservation). Apabila keberatan dilakukan oleh negara tersebut maka harus
dicatatkan dalam Official Record.

d. Afirmatif (Affirmative)
Proses pengambilan keputusan ini dianut oleh Dewan Keamanan, dimana
untuk  mengambil  keputusan  diperlukan  sembilan  suara  Afirmatif
(Affirmative) dari lima belas anggota yang hadir. Proses ini masih dibedakan
kedalam dua hd:
1) Pengambilan keputusan terhadgp masdahrmasdah prosedurd, yang

mana terhadap keputusan ini tidak dapat dikenai hak veto. Jadi terhadap

0 schermers (a), op. cit., him. 341
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masdatmasdah prosedurd hanya dipelukan sembilan suara  setuju
tanpa memperhatikan gpakah suara itu berasd dari anggota tetep atau
tidak tetap;’*

2) Pengambilan keputusan terhadgp masdahrmasdah subgansd, yang
mana terhadap keputusan ini dapat dikena hak veto. Jadi terhadap
masdatmasdah subgangd diperlukan sembilan suara setuju  termasuk
pula suara bulat dari anggota tetap.’?

e. Mayoritas Kesduruhan (Overwhelming Majority)

Pada proses pengambilan keputusan ini suatu keputusan diambil dengan

pemungutan suara setelah hampir sduruh negara atau anggota yang menmt

berikan suaranya menyetujui keputusan tersebut.”

2. Proses Pengambilan Keputusan Menurut Instrumen Pokok Bank Dunia
Berbeda dengan sgumlah organisas internasond lainnya ddam forum

PBB, dimana setigp stu negara memiliki satu suara sga maka IBRD memiliki

1 United Nations, op. cit., ps. 27 (2).
2 1pid., ps. 27 (3).

3 Sumaryo Suryokusumo, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Pancasila, Wawancara Pribadi, di Jakarta, 27 Oktober 1999.
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ssem sendiri ddam memberikan hak suara kepada anggotanya, sehingga ber-
beda pula dalam proses pengambilan keputusannya.
a. CaraMemperoleh Jumlah Suara dadam Organ-organ Bank Dunia
Pengambilan keputusan di ddam IBRD memiliki cara yang unik,
karena mempunya saiu ggem pengambilan suara yang  dinamakan
“Weighted Voting Power”. Dinamakan demikian karena jumlah suara sdtigp
anggota tidek sama, akan tetapi tergantung kepada jumlah iuran masing-
masng anggota
Pasd V (3) a AoA IBRD menyatakan bahwa “ Each member shall
have two hundred fifty votes plus one additional vote for each share of stock
held”.”* Dari ketentuan pasd tersebut dapat diperoleh kesmpulan bahwa
jumlah suara untuk para anggota didgpat meldui “Basic Allotment” atau
“Basic Vote” (Penjatahan Dasar), dimana pada pringpnya di ddam IBRD
stigp negara anggota memiliki 250 suara tanpa memperhitungkan besar
aau kecilnya suatu negara dan iurannya. Kemudian setigp penambahan
iuran sebesar US$ 100,000.00 akan diberikan satu suara, ha ini sering

disebut sebagal “ Variable Allotment” (Penjatahan Beragam).

" BRD, op. cit., ps.V (3) a
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Tujuan pemberlakuan sstem ini daam IBRD addah:

1) Pada Basic Allotment diakui kedaulatan dari negaranegara anggota
IBRD, bak yang mempunya ekonomi lemah maupun yang ekonominya
lebih mgu, dengan jumlah suara yang samapula

2) Pada Variable Allotment dimaksudkan untuk mdindungi kepentingan
negara-negarayang mempunyai peran lebih besar pada IBRD. °

Akan tetgpi dasan yang terpenting addah sebagal pengakuan atas adanya

doktrin persamaan di antara negaranegara anggota Hd ini  dilakukan

dengan maksud menghilangkan konsep-konsep perusahaan swasta.

Berdasarkan ketentuan Pasal V (3) a AoA IBRD di atas maka dapat
dilihat bahwa jumlah suara sdtigp anggota sangat bergantung pada jumlah
iurannya. Dengan penambahan iuran, suatu negara anggota akan menambah
pua suaa yang dimilikinya ddam forum IBRD. Kaena itu jika di
bandingkan antara jumlah totd suara dari satu negara anggota dengan
jumlah sduruh suara yang ada ddam IBRD maka akan terlihat seberapa
besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pada IBRD.

Di ddam IBRD negara dengan iuran yang kecil akan mempunya
propord yang kecil atas tota kekuatan suara. Akibatnya efek atau pengaruh

dari anggota itu ddam setigp pengambilan keputusan daam Sdang-sidang

S Hooke, op. cit., him. 18.



92

IBRD hanya sedikit sekali, kalau tidak dapat dikatakan tidak berpengaruh.
Jadi kemungkinan besar anggota itu akan kdah ddam pemungutan suara
dibandingkan dengan anggota yang iurannya lebih besar. Oleh sebab itu
muncul pendgpat yang mengatekan bahwa organisas yang memaka sstem
inl kadangkda mayoritas suara yang diperolehnya tidak mewakili mayoritas

dari anggota-anggotanya.”®

b. Penggunaan Jumlah Suaradaam Bank Dunia

Sebagaimana yang tdah diatur ddam Pasal V (3) b AoA IBRD yang
menyatakan bahwa “ Except as otherwise specifically provided, all matters
before the Bank shall be decided by a majority of the votes cast” ’/, maka
pada umumnya jika tidak diatur secara khusus ddam Ao0A IBRD
pengambilan  keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan
ketentuan jumlah suara yang terbanyak yang menang. Pringp ini dikend
dengan pringp mayoritas (majority principle).

Jumlah suara yang diperlukan agar pringp mayoritas ini berjaan

akan berkisar dari setengah sampa empat perlima dari sduruh jumlah suara

78 Schermers (a), op. cit., him. 92.

" IBRD, op. cit., ps. V (3) b.
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Hd ini tergantung dai mesng-masng pasa dimana prindp mayoritas itu
diatur.

Proses pengambilan keputusan yang memerlukan suara mayoritas
setengah dari total suara biasanya dijaankan oleh Direktur Eksekutif IBRD
pada saat pengambilan keputusan ddam setigp Sdangnya (Pesd V (4) f
AcCA IBRD). Sementara itu proses pengambilan keputusan  yang
memerlukan mayoritas suara dua pertiga biasanya dijaankan oleh Dewan
Gubernur IBRD di ddam setigp sdangnya (Pesd V (2) d AoA IBRD) dan
juga dijdankan oleh Direktur Eksekutif IBRD ddam hd penentuan
digribus aset-ast  IBRD kepada para anggota sehubungan dengan
penundaan operasond IBRD (Pasd VI (5) f AoA IBRD). Sdain itu proses
pengambilan keputusan yang memerlukan mayoritas suara tiga perempat
biasanya dijdankan guna menentukan perlu aau tidaknya penambahan
jumlah moda IBRD (Pasd Il (2) b AcA IBRD), penentuan nilai tukar mata
uang berkaitan dengan pinjaman yang akan diberikan oleh IBRD (Pasd IV
(4) b (i) AcA IBRD), untuk membeli dan menjud berbagal bentuk sekuritas
atau stham (Pasd 1V (8) iv ACA IBRD) dan penentuan dapat atau tidaknya
suatu anggota tetap dipertahankan sebagal anggota IBRD wadau teah
berhenti menjadi aggota pada IMF (Pasa VI (3) AocA IBRD). Sedangkan
mayoritas suara empa perlima biasanya dijdankan oleh Dewan Gubernur
IBRD ddam hd penentuan penambahan jumlah Direktur Eksekutif yang

diplih (Elected) (Pasd V (4) b AocA IBRD) dan penentuan diterima atau
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tideknya usulan untuk merubah (meng-amandemen) AocA IBRD (Pasa VIII
aAoA IBRD).

Sdan  pengambilan  keputusan  mddui suara  terbanyak  aau
mayoritas terdgpat pula ketentuan yang mengharuskan penerimaan  dari
suruh  anggota-anggota atau  suatu  kesepakatan bulat, atas beberapa
persodan menyangkut amandemen pasd-pasa  tetentu  sebagaimana
tertuang pada Pasal V111 b AoA IBRD.

Di 99 lan wadaupun tampaknya prosedur pemungutan suara untuk
suatu putusan berbeda satu sama lain, namun penggunaannya tidak terlau
seing. Ddam bebergpa hd keputusan yang diambil oleh Dewan Gubernur
tiddk sdau bedasarkan sIsem pemungutan suara yang ada  Jadi
sesungguhnya pemungutan suara tidek mutlek harus dilakukan daam setigp
pengambilan keputusan. Tindakan pimpinan Dewan Gubernur itu dapat
dilakukan sepanjang berdasarkan ketentuan Ayat 10 BL IBRD.

Sebenarnya prindp  pengambilan  keputusan  berdasarkan  suara
terbanyak tideak mutlak dilakukan daam setigp pengambilan keputusan yang
diambil ddam sdang-sidang IBRD. Pada prakteknya banyak persodan yang
disdesakan mddui konsensus aau kesspakatan ketimbang pemungutan

suara.”®

8 |IBRD/The World Bank, op. cit., him. 7.
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Ha lan yang perlu diperhatikan addah bahwa pengambilan suara di
ddam Sdang-sdang IBRD dilakukan oleh Dewan Gubernur, akan tetapi
Dewan Gubernur dapat menddegasikan kewenangannya itu pada Direktur
Eksekutif, kecudi hd-hd yang memang menjadi  kewgiban Dewan
Gubernur untuk memutuskannya. Sdain medui Sdang, Direktur Eksekutif
dapat memintakan suara dari para Gubernur tanpa mengadakan persidangan.
Ha ini dgpat dilakukan gpabila suatu masdah yang sedang dihadepi tidak
dgpat ditunda lagi pemecahannya dengan menunggu Sidang Tahunan yang
akan datang.”®

Tindeken Direktur Eksekutif untuk meminta suara dari Dewan
Gubernur tanpa mengadekan persdangan (voting without meeting) itu
didasarkan atas suatu ketentuan yang terdapat pada Ayat 12 BL IBRD.
Pengambilan  keputusan dengan cara sepati ini memiliki - keuntungan
dimana keputusan penting dapat dilakukan tanpa menunggu sampa
pertemuan berikutnya. Pengambilan  keputusan dengan cara ini sering
dissbut pula dengan “Vote by Correspondence’, yang sesungguhnya

diperkenalkan pada tahun 1874 oleh Universal Postal Union (UPU).® Cara

®1pid, ps.V (2) e

80 schermers (a), op. cit., him. 434.
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ini dilakukan pada wektu masa antar sSdang, sehingga komunikas kepada

para anggota dapat dilakukan untuk menentukan sikap masing-masng.

Dari berbaga uraian di atas dgpat dilihat bahwa IBRD yang merupakan suatu
lembaga keuangan dan pembangunan intenesond dan dibutuhkan oleh negara

negara berkembang sangat dipengaruhi oleh peranan negara- negara mgu.



BAB |11

BANK DUNIA SEBAGAI

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

STATUSHUKUM BANK DUNIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Subjek dari suatu sstem hukum pada hakikatnya addah semua yang dapat
menghadlkan prindp-prindp hukum yang diskui dan mempunya kgpaditas untuk
melaksanakan prindp-prindp tersebut. Ddam hukum organisas  internadond  ini
mdiputi  semua organissd  internasiond, termasuk  organisas  regional  dan
organisas lainnya yang dapat digolongkan sebaga organisas internasiond.*

Pada kenyataan memang menunjukkan bahwa negara-negara yang berdaulat
menurut hukum internasional addah merupakan subjek-subjek hukum  internasiond
yang utama, primer dan penuh (primary and full), akan tetapi negara dewasa ini

bukan merupakan satu-satunya subjek hukum internasiondl.’? Berdasarkan hukum

! Sumaryo Suryokusumo (a), Hukum Organisasi Internasional, cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1990),

him. 12.

2 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku | — Bagian Umum, cet. 7,

(Bandung: Binacipta, 1990), him. 68.
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kebiassan internasional  karena perkembangan sgarah, dewasa ini hukum
internasonad mengend berbaga subjek hukum internasond sdan negara seperti
misdnyaorganisas internasiond.

Untuk memahami datus hukum IBRD ddam hukum intermesond maka
perlu kiranya dipshami persodan yang amat ea betdian satu sama lan yatu:
kedudukan hukum (egal status) dan fungs hukum (egal or constitutional function)
dari organisas tersebuit.

1. Kedudukan Hukum Bank Dunia

Untuk menjdankan kegiatan-kegiatannya di  lgpangan internesiond
ddam kehidupan masyarakat internasiond, setigp organisas internasiona  harus
merupakan suatu subjek hukum internasiond (a subject of international law).
Hd itu berati ia memiliki sgumlah hek dan kewgiban menurut hukum
internasiond.

Menurut J. G Starke® setigp organisas internasional dibatas berdasar-
kan fungs-fungs dan tanggung jawab hukumnya, dan masng-mesng memiliki
lgpangan kegiatan sendiri yang terbatas. Sehingga luas dan is personditas
hukum setigp organisas internasiond tidek sama, tetapi berbeda antara satu

dengan yang lain.

3 )G Starke, Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law), diterjemah-
kan oleh Bambang Iriana Djgjaatmadja, edisi Kesepuluh, jilid 2, cet. 1, (Jakartas Sinar Grafika, 1992),
him. 801-802.
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Pengertian kedudukan hukum (legal status) disni addah mengandung
pengertian sebaga kemampuan hukum (legal capacity) yaitu kemampuan untuk
berbuat sesuatu (capacity to do something), kemampuan untuk bergerak dan
bertindak (capacity to act) aau secaa sngkat berarti kemampuan untuk
memiliki hak dan kewgiban (the capacity to possess rights and duties).
Kedudukan hukum yang mengandung pengetian kemampuan hukum ini
berhubungan erat dengan subjek hukum dan kepribadian hukum, atau dengan
kata lain terdgpat hubungan yang erat antara legal status, legal capacity dengan
legal personality.*

Parsonditas dari suatu  subjek hukum, ddam hd ini  organisss
internasiond, pada hekikainya addah tindekan dadam kapadtasnya sebaga
organises  internasiond, untuk  melakukan  tindekanrtindekan  sesuai  dengan
ketentuan yang termua di ddam indrumen dasar yang dimiliki oleh organises
internasional tersebut.”

Organisas  internasond  yang dibentuk medui suatu perjanjian dengan
bentuk ingrumen pokok apgpun akan memiliki suatu personditas hukum di

ddam hukum internasond. Personditas hukum ini penting agar dapat

4 J. Pareira Mandalangi, Segi-segi Hukum Organisasi Internasional: Seri Organisasi
Internasional (1A) —Buku I: Suatu Modus Pengantar, cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1986), him.12.

® Suryokusumo (a), op. cit., him. 12.



100

memungkinkan suatu organised internasiond  dgpat berfungs  ddam  hubungan
internasiond, khususnya ddam kapastasnya untuk melaksanakan fungs  hukum
seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau meng-
gukan tuntutan dengan negara lainnya®

Personditas hukum organisas internasiond dapat dibedekan ddam dua
pengertian, yatu: personditas hukum ddam katannya dengan hukum nasiond
dan personditas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasiond.
a. Personditas hukum daam katannya dengan hukum nasiond.

Personditas hukum organisas internasond ddam kaitannya dengan
hukum nasond pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebdan
bagi organisas internasiond itu sendiri yang berada di wilayah sesuatu
negara anggota, bak bagi wakil-wekil dari negara anggotanya maupun bagi
pejabat-pgabat spil internasond yang bekerja pada organisas internasiond
tersebut.”

Plagam PBB tidak memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan
masadlah personditas hukum atau kepribadian hukum tersebut, akan tetapi di

daam Pasa 104 Piagam dinyatakan bahwa “ The Organization shall enjoy

® Sumaryo Suryokusumo (b), Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, ed. 2, cet. 1,
(Bandung: Alumni, 1997), him. 46.

"1bid., him. 54.
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in the territory of each of its Members such legal capacity as may be
necessary for the exercise of its function and the fulfilment of its purposes” .2

Dai ketentuan tersebut terlihat bahwa waaupun Piagam PBB tidak
memuat ketentuan yang tegas tentang personditas hukum di tingkat nasiond
itu, akan tetgpi dari pasd ini dapa dilihat dengan jelas adanya personditas
hukum itu, sekurang-kurangnya ddam lgpangan hukum nasond (in
municipal law).

Kapadtas hukum sebagamana yang dimaksud ddam Pasd 104 itu
kemudian diberi batasan ddam Resolus Mgdis Umum PBB 22A (1)
tanggd 13 Februari 1946 tentang “General Convention on the Privileges
and Immunities of the United Nations’ (Konvend mengena Hak-hak
Isimewa dan Kekebaankekebdan PBB), sebagamana termuat dalam
Pasd | (1):

“The United Nations shall possess juridical personality, it shall have

the capacity:

(a). To contract

(b). To acquire and dispose of immovable and movable property
(c). Toinstitute legal proceedings’.*°

8 United Nations (a), Charter of The United Nations and Statute of the International Court of
Justice (New Y ork: the United Nations Department of Public Information, 1994), ps. 104.

® Mandalangi, op. cit., him. 14.

10 United Nations (b), General Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations, (New Y ork: United Nations, 1946), ps. | (1).
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Disamping itu General Convention on the Privileges and Immunities
of the United Nations ini juga memuat ketentuanketentuan mengena
kekebdan milik dan aktiva lainnya terhadap proses hukum, tidek dapat
diganggu-gugatnya gedung-gedung dan adp-adp, hak untuk menahan
dana, membuka giro dan memindahkan dana secara bebas, pembebasan
pajak langsung, bea cuka dan pembatasan impor serta ekspor barang-barang
untuk Kkeperluan dinas, pedayanan yang pding menguntungkan bagi
komunikas-komunikas resmi dan hak untuk menggunakan kode dan kurir.

Kemudian pada tanggd 21 November 1947 Mgdis Umum PBB
melaui Resolus No. 179 (1) menyetujui “Convention on the Privileges and
Immunities of the Specialized Agencies’ (Konvens mengena Hak-hak
Istimewa dan Kekebaanrkekebadan Badan-badan Khusus). Konvens ini
merupakan konvens yang mengatur hak-hak istimewa dan kekebadan
kekebalan badan-badan khusus seperti IBRD. Ddam Pasal | (1) ii Konvens
ini disebutkan bahwa IBRD adalah salah satu dari badan-badan khusus™

Ketentuan yang senada dengan ketentuan daam Pasd | (1) General
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations diatur

pula pada Pasd 1l (3) Convention on the Privileges and Immunities of the

1 United Nations (c), Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies,
(New York: United Nations, 1946), ps. | (1) ii.
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Foecialized Agencies. Dengan demikian jeladah bahwa Convention on the
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies merupakan ketentuan
tambahan yang meengkapi General Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations.

Ddamn AOA IBRD dapa diliha pula ketentuanketentuan yang
senada dengan Pasal 104 Piagam, Pasd | (1) General Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations, maupun Pasd 1l (3)
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.
Pada Pasd VIl (1) AcA IBRD dinyatakan bahwa “To enable the Bank to
fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities and
privileges set forth in this Article shall be accorded to the Bank in the
territories of each member”.*? Sementara itu pada Pasal VIl (2) AoA IBRD
dinyatakan pula bahwa

“The Bank shall possess full juridical personality, and, in particular,

the capacity:

0] To contract;

(i)  Toacquire and dispose of immovable and movable property;
(iii)  Toinstitute legal proceedings’ .2

12 |BRD (a), Articles of Agreement (Washington D. C: IBRD/World Bank, 1989), ps. V11 (1).

13 bid., ps. VII (2).
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Ketentuan-ketentuan serupa terdgpat pula pada organisas Internasiond lain-
nya, seperti misanya daam Pasd 39 Instrumen Pokok ILO, Pasa XV (1)
Instrumen Pokok FAO dan Pasa 1V (1) AoA IMF. Hd ini tergantung pada
ketentuan-ketentuan  dadam  indrumen  pokoknya masing-mesing  dan
sebagian besar diserahkan pada praktek negara-negara atau organisas-
organisas internasiond itu sendiri.

Sebagamana tdah diuraikan di muka bahwa personditas hukum
organisad  internasional  ddam  kaitaonya dengan  hukum nasond pada
hakikatnya menyangkut keisimewaan dan kekebdan bagi organises
internasiona terscbut. Berkaitan dengan hd terscbut pula, maka General
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations dan
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
memuat sgumlah kelstimewaan dan kekeba an.

IBRD sendiri di ddam mendanken fungsnya memerlukan
keistimewaan dan kekebdan hukum agar dgpat menjdankan tugasnya
dengan bak. Keigimewaan dan kekebdan hukum itu mdiputi kestimewaan
dan kekebdan yang diberikan kepada organisss dan keistimewaan dan

kekebalan yang diberikan kepada personel.}* Oleh sebab itu maeka ada

14 D. W Bowett, Hukum Organisasi Internasional (The Law of International Institutional),
diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djgjaatmada, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 441.
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baknya apabila kesimewaan dan kekebdan hukum itu ditinjau satu per

satu.

1). Keisimewaan dan kekebdan yang diberikan kepada IBRD diantaranya

adaah:

a)

b)

d)

IBRD memiliki secara penuh personditas hukum dan pada khusus-
nya memiliki kapastas untuk membuat kontrak, untuk mendapatkan
dan menghapuskan barang-barang bergerak dan tidak bergerak, serta
untuk mengadukan ke pengadilan. HaA ini diatur pada Pasd VII (2)
AOA IBRD;

Kekebdan aas hak milik dan kekayaan-kekayaan IBRD dari
eksekud. Hal ini diatur pada Pasa VI (4) AoA IBRD;

Kekebdan atas arsp-ardp IBRD dimana argp-arsp tersebut tidak
dapat diganggu gugat. Hal ini diatur pada Pasd VI (5) AoA IBRD;
Sduruh hak milik dan kekayaankekayaan IBRD harudah bebas dari
pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan dan  kontrol-kontrol
dan moratorium. Hal ini diatur pada Pasd V11 (6) AoA IBRD;
Keisgimewaan ddam hd komunikes. Ha ini diatur pada Pasd VII
(7) AoA IBRD sarta diatur pula ddam Decisions of the Executive
Directors under Article I X of the Articles of Agreement on Questions

of Interpretation of the Articles of Agreement;
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f) Kekebdan atau kebebasan dari pgak langsung dan bea cuka bagi
harta benda dan aset-asstnya. Hal ini diatur pada Pasd VII (9) AoA
IBRD."

2). Kegimewaan dan kekebalan yang diberikan kepada persone atau
pejabat dan karyawan-karyawan IBRD.

Sduruh Gubernur, Direktur-direktur eksekutif, para wakil-wakil,
petugas-petugas dan karyawan-karyawan dari IBRD memiliki kekebaan
sebagai berikut:

a) Kekebdan dari segda proses hukum, daam kaitannya dengan segaa
tindakan yang dilakukan olehnya secara resmi, kecudi apabila IBRD
menanggakan kekebdan ini,

b) Mendepat kekebdan ddam hd laranganlarangan  imigred,
persyaatan pendaftaran orang asing, dan kewgiban-kewgiban
pelayanan nasond, sata memperoleh fadlitas-faslitas yang sama
sebagamana yang diberikan oleh negara anggota kepada
perwakilan-perwakilan, peabat-pegabat dan karyawan-karyawan dari
negara anggota lainnya yang memiliki jabatan setara dengan itu.

Cc) Mendapatkan perlakuan yang sama ddam hd fadlitas perjdanan

sebagaimana yang diberikan kepada perwakilan-perwakilan, pejabat-

5 1BRD (@), op. cit., ps. VII.
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pegabat dan karyawan-karyavan dari anggota lannya yang memiliki

jabatan setara dengan itu.

Disamping itu terdapat pula bebergpa Headquarters Agreement yang
dibuat oleh PBB dengan bebergpa negara seperti Amerika Serikat, Negeri
Bdanda, Swiss dan Audria dimana terdapat markas-markas besar PBB.
Persetujuan ini merupakan pelengkap pada General Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations karena kedua instrumen
tersebut dimaksudkan untuk memberikan rincian mengena datus PBB di

negaratempat markas besar itu berada.

b. Personditas hukum daam katannya dengan hukum internasiona
Personditas hukum dari suatu organises internasona daam katan
nya dengan hukum internasond pada hakikatnya menyangkut kelengkapan
organisad  internasond  tersebut  ddam  memiliki  suatu  kapastas  untuk
melakukan prestas hukum, bak ddam katannya dengan negara lain
maupun dengan negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan  (entity)

lannya’

18 |BRD (a), op. cit., ps. VII (8).

7 Suryokusumo (a), op. cit., him. 120.
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Sebagamana teah diketahui bahwa subjek hukum internasiona
idah stigp pemegang hek dan kewgiban menurut hukum internasiond.
Pengertian subjek hukum internasiona ini mencakup pula keadaankeadaan
dimana yang dimiliki itu hanya hek-hak dan kewsgjiban yang terbatas misa-
nya kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh
hukum internasiona dimuka pengadilan berdasarkan suatu konvens.

Badan-badan internasona seperti PBB beserta semua badan-badan
khusus PBB, seperti ILO, WHO, IBRD dan organisas-organisas lannya
yang sgenis, adalah contoh-contoh yang jelas tentang organisas-organises
internasiona yang berkedudukan sebaga subjek hukum internasiond, yang
berati mempunya hak-hak dan kewgjiban-kewgiban menurut  hukum
internasiona sebagaimana ditetapkan dalam instrumen pokoknya.

Pada awadnya memang terdapat keragu-raguan, gpakah organisas
internasond  seperti PBB  dan organisas-organises  lannya yang serupa
addah juga subjek hukum internesond, yatu subjek hukum  menurut
hukum internesona umum, akan tetgpi kemudian keragu-raguen itu mula
lenyap dan semua persodan mulai terjawab.

Jawaban atas segda keraguan itu dimula ketika Mgelis Umum PBB
berdasarkan Resolus No. 258 (I11) yang ditetapkan daam sidang Pleno ke
169 tertanggad 8 Desember 1948 memohon saran pendapat (Advisory
opinion) dari Mahkamah Internasona. Permintaan saran pendapat  dari

Mahkamah Internasiond terssbut menyangkut suaiu  kasus  mengena
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masdah gpakah Igad yang pada waktu itu beum menjadi anggota PBB,
waib mengakui personditas hukum dari badan PBB terhadap suatu tuntutan
ganti rugi, yang akan dimgukan oleh PBB terhadep Isradl akibat terjadinya
pembunuhan Count Bernadotte dan orang-orang lainnya sdama menjdan
kan tugas khusus dari PBB di wilayah Pdestina'®

Terhadap permohonan itu maka Mahkamah Internasond memberi-
kan saran pendapatnya (Advisory opinion) pada tangga 11 April 1949 yang
dikend dengan: “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the
United Nations’. Inti dari pendapat Mahkamah Internasiona tu adalah tidak
hanya menyatakan dengan jdas bahwa PBB addah pribadi  hukum
Internesiond, tetgpi menyataken pula bahwa PBB bahkan  memiliki
kedudukan aau satus itu ddam hubungannya dengan negara-negara bukan
anggota PBB.1°

Mahkamah Internasiona  menganggap personditas hukum  secara
internasiond  (International legal personality) dari organises internasond
merupakan dfa yang mutlak  diperlukan guna mencgpa  tujuan-tujuan

shagamana yang termuat ddam Constituent Instrument  (Instrumen

8 1pid., him. 126.

19 Mandalangi, op. cit., him. 20.
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Pokok), sehingga memungkinkan kesatuan itu menggunakan kesempatan
kewgjiban yang menjadi tanggung jawab para anggota.

Sdan itu Mahkamah berpendapat bahwa PBB memiliki personditas
internasiond daam hubungannya dengan negara-negara anggotanya, karena
mayoritas yang besar dari negaranegara itu mempunya kekuassan sesua
dengan hukum internasiond, yatu untuk menciptakan suatu  kesatuan
tersebut agar memiliki personditas internasiond secara objektif dan bukan
semata- mata personditas yang diakui mereka sendiri.?°

Dengan demikian jelas kiranya bahwa untuk menjdankan kegiatan
kegigan di  lgpangan internasond  ddam  kehidupan  masyarakat
internasiona, setigp organisas internasona  harus merupakan suatu  subjek
hukum internesiond. Hd itu berati bahwa organisas internasonda  tersebut
memiliki sgumlah hek dan kewgiban menurut hukum internesond aau
dengan kata lan organisas internasiond tersebut addah subjek  hukum

internasond.

20 suryokusumo (a), op. cit., him. 128.
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2. Fungs Hukum Bank Dunia

Fungs dari suaiu organisas internasond sering diatiken pula dengan
tuuan dai organisas internesond  tersebut. Kemudian fungd aau tujuan itu
tergantung dari dan ditentukan oleh kekuasaan (powers) yang dimiliki
organisad  terssbut. Dengan  demikian  kedudukan hukum suatu  organisas
internasional sangat ditentukan oleh “fungd atau tujuan” dan “kekuassan” yang
dimilikinya untuk menjdankan fungsnya atau mewujudken tujuan yang hendak
dicapanya Oleh sebab itu, maka ruang lingkup personditas hukum setigp
organisad internasiona addah tidak sama, tetapi berbeda dari satu organisas ke
organisad lain.

Pengatian fungd organises  internasond  disni meksudnya addah
fungd hukum aau hekika hukum (legal function) dari organisas-organisas
internasond  yang berhubungan erat dengan kedudukan hukumnya sebaga
subjek hukum.

Kedudukan hukum suatu organises internesond terkait atau memiliki
hubungan yang ea dengan fungs-fungs hukum aau  fungs-fungd
konditusond yag harus dijdankannya, ssbagamana tersurat ddam instrumen
pokoknya. Seperti yang tdah diurakan sebdumnya bahwa setigp organisas
internasond dibatas berdasarkan fungs-fungs dan tanggung jawab hukumnya
meang-masng memiliki lgpangan kegiaan sendiri yang terbatas. Oleh sebab

itu ddam ingrumentingrumen pokok dari satu organisas internasiona biasanya
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diatur ketentuan-ketentuan khusus mengena tujuantujuan, sasaran-sasaran dan
kekuasaan yang memang mempunya pertdian erat satu samalain.

Di ddam mencgpa tuuan organisss  internasond  itu  dan  untuk
menghadapi berbagal tantangan atas perkembangan dan kemajuan sektor-sektor
daam kehidupan internasional, terkadang ketentuanketentuan yang tercermin
daam ingrumen pokok kurang atau bahkan tidak dapat menampungnya. Untuk
menjawab tantangan-tantangan semacam itu, organisas internasond  tersebut
harus mencipteakan aturan-aturan baru meldui suatu proses pembuatan hukum
(law-making process).?

Pembentukan hukum internasona  oleh suatu organisas  internasiond
bak secaa implist maupun secara eksplist tdah dimasukkan di ddam
ketentuan-ketentuan instrumen pokoknya. Di ddam Ao0A IBRD tujuan-tujuan
dai IBRD dirumuskan pada Pasd | yang terdiri dari lima aya. Pada pasd
tersebut disebutkan pula bahwa IBRD ddam membuat keputusan dan menjaan
kan fungsnya harus mengacu kepada tujuanrtujuan yang telah ditetapkan pada
Pasa | AoA IBRD tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikkan pada bab sebelumnya, telah disebut-
kan bahwa di daam Pasd IX a AoA IBRD Direktur Eksekutif mempunya

kewenangan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan  pertanyaan

21 | bid., him. 129.
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pertanyaan yang timbul sehubungan dengan masdah penafsran dari ketentuan:
ketentuan yang tercantum dalam AoA IBRD, balk antara negara anggota dengan
IBRD maupun antara sesama negara anggota Sdan itu  gpabila  timbul
persdishan antara pihak IBRD dengan anggotanya maka perselishan tersebut
dapat dibawa ke Mahkamah Internasiona untuk disdesaikan. Ha ini menunjuk-
kan bahwa IBRD sebaga organises internasiond telah berussha menjawab
segda tantangan baik ke daam maupun keluar mddui suatu proses pembuatan
hukum.

IBRD shaga organisaes internasional yang bergerak dadam  bidang
perbankan bertujuan agar pinjaman yang diberikan pada anggotanya untuk
pembangunan ekonomi dgpat mencapal hasl yang optima. Untuk mencapa
tujuan terssbut pihak IBRD berkepentingan agar penggunaan pinjaman dapat
dipergunakan secara efektif.

Untuk mencapa tujuan tersebut maka pihak IBRD di ddam meaksana-
kan tugasnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Articles
of Agreement (AOA IBRD), By Laws (BL IBRD), General Conditions (GC),
Guidelines Procurement (GP), General Selection and Employment of
Consultant (GS), dan Guidelines Financial (GF). Ketentuan-ketentuan standar
tersebut merupakan suatu ketentuan yang bersfa pedoman yang akan di-
pergunakan oleh pihak IBRD dengan negara peminjam apabila hendak dibuat

perjanjian pinjaman atau perjanjian jaminan.
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Pedoman ini dgpat dibuat sesua dengan sSfat proyek dan kesepakatan
antara pihak IBRD dan negara peminjam. Ketentuan pedoman yang diubah
dirumuskan ddam ketentuan yang ditetgpkan ddam jadwd (schedule), dan
jadwd ini merupakan bagian yang tidek terpisshkan dari perjanjian pinjaman
atau perjanjian jaminan.

Seperti telah diketahui bahwa pemegang suara terbanyak di IBRD
addah negaranegara industri  seperti Amerika  Serikat, Jepang, Jerman,
Perancis, Inggris, dan Kanada, sehingga dapat dimengerti bahwa kebijak-
sanaan-kebijaksanaan IBRD sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara
besar tersebut dan kebijaksanaan yang dituangkan dadam pedomanpedoman
diatas juga mencerminkan kepentingarnt kepentingan negara besar.

Dengan diciptakannya perangkat hukum tersebut menyebabkan IBRD
mempunya mekanisme kerja yang magpan dan mempunya kemampuan secara
hukum untuk memaksa negara debitur mentaati perjanjian pinjaman. Adanya
ketentuan-ketentuan  dtandar  terssbut membuat  pihak IBRD  dimungkinkan
untuk ikut campur tangan daam peaksanaan proyek yang dibiayai. Campur
tangan pihak IBRD dadam peaksanaan proyek itu tidek hanya pada masdah
teknis dan ekonomis sgja, akan tetapi juga pada masalah hukum.

Dadam perjanjian pinjaman aau proyek, IBRD dapat mengharuskan
suau negara untuk melakukan perubahan satus hukum unit pelaksana proyek,
pengurangan  jumlah karyawan, penakan taif (misdnya taif ligrik),

pengurangan subsdi pemerintah dan lain-lain. Pihak IBRD ddam hd tertentu
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juga mensyaratkan adanya deregulas ddam bidang ekonomi. Dengan demikian
dapat dilihat bahwa campur tangan di bidang ekonomi (economic intervention)
menyebabkan campur tangan pula dalam bidang pembentukan hukum.?2

Sesungguhnya  sulit  untuk  diadekan pemisshan yang tegas antara
kedudukan dan fungs organissd internesond. Fungs  suatu  organises
internasonal  secara umum dan luas dapat dirumuskan sebaga segda sesuatu
yang harus dilakukan organisas internasond secara kesduruhan, agar tercapa
tyuantuuan organisas  internasond  yang bersangkutan  sebagamana  ter-
cantum di ddam indrumen pokoknya Jadi fungs dai suatu organisas
internesona tersmpul  ddam  rumusan  tyjuantujuan organises  yang  ber-
sangkutan.?®

Rumusanrumusan  terssbut  sdanjutnya  dijabarkan  ddam  rumusant
rumusan yang lebih konkret dan tegas, kemudian didistribuskan sebaga
kekuasaan-kekuasaan kepada organorgan dari organisas  internasond  yang
bersangkutan. Sehingga antara kekuasaan dan fungs memang tidek dapat

dipisahkan secarateges.

22 grj Setianingsih Suwardi, “ Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan
Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Ihdonesia’, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), him. 16.

2 Mandalangi, op. cit., him. 26.
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Dengan demikian yang dimaksud dengan kekuassan suatu organisas
internasional tidek lan addah jumlah kesduruhan kekuassan dari  organt
organnya yang ada, termasuk kekuassan untuk menyatakan keberatan (reserve
power) yang terdgpat pada organ pewekilan aau dengan kata lain idah
kekuassan yang dimiliki  organisss  internasond yang  bersangkutan
berdasarkan instrumen pokoknya®*

Bagi suau organisas internasond setigp fungs yang tidek ada daam
rumusanrumusan tegas konditusinya, prima facie berada di luar kekuasaannya.
Sehingga sdtigp organisas internasond  secara hukum tidak dapat melangkahi
kekuasaan-kekuasaan kongtitusonalnya®® Ha lan yang patut menjadi perhatian
addah bahwa sdigp organisas internesond memiliki legal personality menurut
hukum internasona. Pemberian legal personality ini merupakan suatu sine qua
non untuk meaksanakan tujuan didirikannya organisas internasond itu, akan
tetgpi luasnya legal personality tersebut berbeda dari organisas internasiond

yang satu ke organisad internasond yang lain.

24| bid.

25 Starke, op. cit., him. 802-803.
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B. HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN PBB

Dadam Pasd 1 Pagam PBB tercantum sgumlah tujuan dari didirikannya
PBB. Sdah sau tyuannya addah mewujudkan kerjasama internasond ddam
bidang ekonomi, sosid, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan. Untuk melaksana-
kan tujuan-tujuan tersebut PBB tidek dapat berdiri sendiri tanpa bantuan badan
badan lainnya Oleh sebab itu maka kemudian PBB perlu mendirikan beberapa
badan khusus aau memasukkan semua badan khusus yang jauh sudah terbentuk
sebdum didirikannya PBB, ke ddam ssem PBB.?® Ketentuan yang mengatur
mengenal pembentukan badan khusus tersebut diatur pada Pasa 57 (1) juncto Pasal
63 Pilagam PBB. Pada Pasal 57 (1) Piagam PBB dinyatakan bahwa

“The various specialized agencies, established by intergovernmental

agreement and having wide international responsibilities, as defined in their

basic instrument, in economic, social, cultural, educational, health and

related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in

accordance with the provisions of Article 63" .2’

Dari ketentuan Pasad 57 (1) Piagam PBB tersebut maka dapat dismpulkan
bahwa terdapat sgumlah syarat yang harus dipenuhi suatu organises atau badan

khusus agar dapat masuk ke ddam sstem PBB, yaitu:

28 sumaryo Suryokusumo (c), Organisasi Internasional, cet . 1 (Jakarta: Ul-Press, 1987), him. 4.

27 United Nations (), op. cit., ps. 57 (1).
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1. Badan terssbut harus dibentuk medui suatu perjanjian antar  pemerintah.
Dengan demikian organisas internasona atau badan khusus itu dibentuk oleh
sgumlah negara dan menyangkut kepentingan sgumlah negarg;

2. Badan terssbut mempunya tanggung jawab yang luas sebagamana yang teah
dituangkan daam instrumen pokoknya;

3. Kegiaan badan terssbut memiliki ruang lingkup menyangkut bidang ekonomi,
kemasyarakatan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan ha-hd lan yang
berhubungan dengan itu. Syarat itu merupakan syaa teknis Kkegiatan
organiss ity;

4. Masuk ddam hubungannya dengan PBB.?®

Dai ketentuan Pasd 63 (1) Piagam PBB yang mengatur mengena Dewan

Ekonomi dan Sosd (Economic and Social Council — ECOSOC), dapat dilihat

bahwa terjadinya hubungan antara kedua badan itu perlu mendapat persetujuan dari

Magelis Umum. Dengan demikian sduruh koordines kerja badan-badan khusus

yang memiliki hubungan dengan PBB dilakukan oleh ECOSOC. HdA ini

menjadikan ECOSOC seolaholah sebagai poros organisas ekonomi dan sosid di

bawah naungan PBB.

Hubungan antara PBB, sebagal induk organisas dengan setigp badan khusus

perlu dibicarakan, mengingat IBRD sebaga sdah satu badan khusus ddam sgem

28 Mandalangi, op. cit, him. 4.
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PBB sdan memiliki hubungan yang erat dengan PBB juga memiliki sdah satu ciri,
yatu IBRD merupakan suaiu badan hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian
IBRD memiliki persyaratan keanggotaan sendiri berikut masdah adminidras dan
keuangan yang menjadi tanggung jawab dari badan khusus tersebuit.

Hubungan antara IBRD dan PBB ini tdah dituangkan dadam persatujuan
yang disebut “Agreement Between the United Nations and the International Bank
for Reconstruction and Development” yang dibuat pada tahun 1947. Dasar
berlakunya persetujuan tersebut adalah Pasd 63 (1) Plagam PBB yang menyatakan:

“The Economic and Social Council may enter into agreements with any of

the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the

agency concerned shall be brought into relationship with the United

Nations, such agreements shall be subject to approval by the General

Assembly” .2°
Sdain itu Pasd 63 (2) Piagam PBB menyatakan pula

“It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through

consultation with and recommendations to such agencies and through

recommendations to the General Assembly and to the Members of the

United Nations” .*°

Sedangkan ddam Ao0A IBRD hd ini diatur menurut Pasd V (8) a ACA

IBRD, dimana dinyatakan bahwa: “ The Bank, within the terms of this agreement,

29 United Nations (a), op. cit., ps. 63 (1).

%0 1pid., ps. 62 (2).



120

shall cooperate with any general international organization and with public
international  organizations having specialized responsibilities in related
fidds...”

Is dari “Agreement Between United Nations and the International Bank for
Reconstruction and Development” terssbut menyangkut sgumlah masdah yang
tersebar ddam tiga belas pasd. Ha-hd yang diatur ddam persetujuan kerjasamaini
diantaranya adalah:

1. Pengiriman perwakilan secaratimba baik
Di ddam Piagam PBB mengena hd ini diatur ddam Pasd 70. Dimana
dinyatakan bahwa ECOSOC ddam setigp pertemuan yang diadakannya harus
mengundang badan-badan khusus PBB untuk hadir akan tetgpi tanpa hak
suara.®?

Sedang ddam “Agreement Between UN and the IBRD” hd tersebut
diatur dalam Pasd 11 yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut:

a Mengaur mengena pewakilan PBB yang dgpat hadir ddam pertemuan
Dewan Gubernur IBRD terutama agpabila dibutuhkan pendapatnya
shubungan dengan masdah yang menyangkut PBB, akan tetepi

kehadirannya itu tanpa hak suara;

311BRD (a), op. cit., ps. V (8) a

32 United Nations (a), op. cit., ps. 70.
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b. Mengaur bahwa pewekilan IBRD dgpat hadir daam pertemuan Magelis
Umum PBB untuk berkonsultas;

c. Mengaur bahwa perwakilan IBRD dapat hadir, akan tetapi tanpa hak
Suara, ddam petemuan komite-komite di Mgedis Umum, pertemuan
ECOSOC, Dewan Pewdian dan organorgan lannya, terutama ddam
hal-hd yang berhubungan dengan kepentingan IBRD;

d. Mengaur mengena pemberitahuan sebdlumnya akan adanya pertemuan

berikut agendanya, sehingga dapat ditentukan jumlah perwakilannya 3

2. Usulan mengena agenda yang akan dibicarakan
Dadam mempersggpkan pertemuan Dewan Gubernur, IBRD akan mem-
pertimbangkan dimana sdah satu topik dari agenda yang akan dibicarakan

merupakan usulan dari PBB. Hal itu diatur pada Pasdl 111 Agreement.

3. Pertukaran informes
Bak PBB dan IBRD &kan medakukan pertukaran informas dan
publikes sesua dengan bidang perhaiannya mesng-mesng serta membuat

laporan-lgporan penting lainnya. Hal ini diatur pada Pasd V' Agreement.

33 United Nations (d), Agreement Between the United Nations and the International Bank for
Reconstruction and Development (New Y ork: United Nations, 1947), ps. II.
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Dewan Keamanan

IBRD memiliki tanggung jawab sebagamana yang dissbutken daam
Pasd 48 (2) Pagan PBB, untuk menjdankan keputusan Dewan Keamanan.
Dadam menjdankan keputusan itu harus memperhaikan ketentuan sebaga-
mana yang tercantum ddam Pasd 41 juncto Pasd 42 Fiagam PBB. Hd ini

diatur pula pada Pasal VI Agreement.

Memberikan bantuan pada Dewan Perwalian

IBRD bersepakat dengan Dewan Perwaian untuk bekerjasama dengan
memberikan sgumlah informas  dan memberikan  bantuan teknis  gpabila
memang diperlukan menurut Dewan Pewadian sarta sepanjang hd  tersebut
sgadan dengan ketentuan AoA IBRD. Hd ini diatur pada Pasd VIl Agreement

juncto Pasa 91 Piagam PBB.

Mahkameah Internasiona

Mageis Umum PBB memberikan wewenang kepada IBRD untuk
meminta saran pendgpat dari Mahkamah Internasional  berkaitan dengan
munculnya sgumlah pertanyaan hukum yang mungkin timbul ddam katannya
dengan &ktivitas IBRD. Apabila IBRD meminta saran terssbut kepada
Mahkamah Internasond maka harus memberitahukan terlebih dahulu pada
ECOSOC mengena hd tersebut. Ha ini sesual dengan ketentuan Pasa 34 (2)

dan (3) Statuta serta Pasal V111 Agreement.
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7. JosaxjesaSatistik
Kerjasama ddam bidang datistik antara IBRD dan PBB bertujuan
untuk mencgpa daya guna dan hasl guna yang mekamd. Sdan itu untuk
mengurangi  tumpang tindih ddam pengumpulan, andiss, publikes dan
penyebarluasan suatu informas datigik. Hd ini diatur ddam Pasd IX

Agreement.

Hubungan kerjasama antara IBRD dengan PBB cukup luas, hubungan
kerjasama yang luas ini tercermin balk pada tingkat globad maupun tingkat negara,
dimanamdiputi pula hubungan pada:

1. Tingka Eksekutif

Pada tingkat ini Presden IBRD dan Sekretaris Jendera PBB
melakukan serangkaian didog mengena sgumlah  isisu  pokok  seperti
masadah kemiskinan, hak asas manusa dan pembiayaan pembangunan. Sdan
itu Presden IBRD juga berpartigpas aktif ddam berbaga forum PBB, seperti
pada Administrative Committee on Coordination (ACC) dan pada Dewan
Ekonomi Sosd (ECOSOC), serta melaksanakan dialog-didog dengan kepaa
program-program, badan-badan dan komis-komis khusus PBB, seperti
misalnya dengan Komisais Tinggh Hak Asas Mawusa (the High

Commissioner for Human Rights).
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2. Tingka Politis

IBRD memiliki satus sebagal peninjau pada beberapa badan PBB
termasuk Mgelis Umum dan ECOSOC. Pada badan-badan tersebut IBRD
memiliki kesempatan untuk menyampakan sgumlah persodan yang berkatan
dan sgdan dengan tuges IBRD seperti masdah kependudukan, kemiskinan,
HIV/AIDS, isu gender (masdah wanita), pembangunan, pemerintahan,
masyarakat madani, komunikas, lingkungan dan lan-lan. Sdan itu IBRD
juga terus aktif meakukan didog dengan individu, negara anggota dan

kel ompok-kelompok politik seperti: Kelompok 77 dan Uni Eropa.

3. Tingkat Operasiona
IBRD sebagal badan khusus PBB bekerjasama dengan Program Pent
danaan PBB dan program-program lannya meaui suatu koordinas kebijakan,
pelaksanaan proyek, kerjasama pembiayaan dan koordinas bantuan. Sebagai
contoh IBRD addah sdah satu dari enam sponsor lan yang tergabung ddam
United Nations Program on AIDS (UNAID). Sdain itu IBRD menjdin

kemitraan puladengan World Food Program (WFP).>*

34 The World Bank Group (a), Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank
Group (Washington D.C: The World Bank Group, 1998), him. 17.



125

Dai uraan diaas jelas telihat begitu eranya hubungan antara IBRD
sbaga Badan Khusus dan PBB sebaga induk  organisas  ddam  rangka

mewujudkan tyjuantuyuan PBB pada umumnya dan tujuantujuan IBRD pada

khususnya.

C. HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN DANA MONETER
INTERNASIONAL (IMF)
1. Kewenangan Bank Dunia
Sebagamana tdah diketahui bahwa tujuan dari  dibentuknya IBRD
tercantum pada Pasd | AoOA IBRD, dimana tujuan utamanya addah untuk
meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosd di negara-negara berkembang
dengan memberikan bantuan untuk  meningkatkan  produktivitas  sehingga
masyarakat pada negara berkembang tersebut dapat hidup secara layak dan
lebih bak lagi.>
Untuk mencagpa tujuanttujuan sebagamana yang teah dikemukakan
sebelumnya maka IBRD kemudian menciptekan dua lembaga aau organises
keuangan internasona baru, dimana tugas dua lembaga atau organisas tersebut

akan sding mdengkapi stu samalan.

% David D. Driscoll, The IMF and the World Bank: How They Differ? (Washington D.C:
External Relations Department, Publication Services Unit-IMF, 1989), him. 2.



126

Organisas  internasiond  pertama yang didiriken addah International
Finance Corporation (IFC) pada tahun 1956. Organisas ini bertujuan untuk
membina pertumbuhan ekonomi medui upaya peningkatan penanaman modd
swasta di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Tidak seperti
kebanyakan lembaga multilaerd lannya IFC tidek memerlukan jaminan
pemerintah dalam pendanaannya.

Sdan itu IFC bertugas pula memberikan nashat kepada pemerintah
mengena  penciptaan iklim yang dapat memgukan penanaman modd swadta
IFC ddam meakukan kegiatannya dikoordinaskan secara erat dengan IBRD
dan melengkapi kegiatan pembangunan sesua tujuan IBRD tersebut. IFC secara
hukum dan dari segi keuangan berdiri sendiri atau independen, dimana IFC
memiliki instrumen pokok (Articles of Agreement) sendiri. Waaupun demikian
|FC merupakan bagian atau diliasi dari Kelompok Bank Dunia®®

Organisas  internasona kedua yang didirikan addah International
Development Association (IDA) pada tahun 1960. Tujuan utama dari organisas
ini addah untuk memenuhi kebutuhan pemberian pinjaman kepada negara
negara miskin dengan syarat yang jauh lebih ringan dari pada syaa yang
diberikan oleh IBRD. Hanya negaranegara yang sangat miskin yang layak

mendapatkan kredit dari IDA.

38 UNIC, United Nations and Indonesia (Jakarta: UNIC, 1993), him. 62.
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Menurut ketentuan formal, negara yang berpendapatan per kepita rata
rata pertahun di bawah US$ 1.506 atau kurang dari itu dapat memperoleh kredit
dai IDA, akan tetgpi dalam prakteknya kredit IDA diberikan kepada negara-
negara dengan pendapatan per kapita rata-rata pertahun di bawah US$ 925.
Inilah yang membedakannya dengan IBRD, dimana negara yang berpendapatan
per kapita rata-rata pertahun di bawah US$ 5.445 mendapatkan pinjaman dari
IBRD. Sementara itu negara-negara yang berpendapatan per kapita rata-rata di
bavah US$ 1506 dapat memperoleh campuran antara pinjaman IBRD dan
kredit IDA.3" IDA pada prindpnya memiliki struktur organisss dan pejabat
yang sama dengan IBRD, akan tetgpi IDA memiliki pula insrumen pokok
(Articles of Agreement) sendiri.

Dengan demikian IBRD, IDA dan IFC merupakan sau  lembaga
keuangan terpadu {ntegrated institutions) yang dikena pula sebagai Kelompok
Bank Dunia (the World Bank Group). Waaupun demikian sebagamana telah
dijdaskan ssbeumnya, maka penulisan dan pembahasan pada skrips ini hanya
akan meninjau pada IBRD sga.

IBRD didirikan untuk mendorong pembangunan di  negara-negara
miskin dengan menyediakan bantuan teknis, pendanaan untuk proyek-proyek

dan kebijakan-kebijakan yang menyadarkan bahwa suatu negara potensia

3" The World Bank Group (&), op. cit., him. 3.



128

secara  ekonomis. IBRD berpandangan bahwa pembangunan dadam jangka
panjang merupakan usaha terpadu guna mencapa pertumbuhan ekonomi.

IBRD memberikan perhatian khusus pada proyek-proyek yang dapat
memberikan keuntungan langsung bagi masyaraka miskin di  negara  ber-
kembang. Keterlibatan langsung masyarekat ddam aktivitas ekonomi  diwujud-
kan medui pemberian pinjaman pada sektor petanian, indudtri ke,
pembangunan kota dan pedesaan. IBRD membantu masyarakat tersebut untuk
meningkatkan produktifitas dan untuk memperoleh kebutuhan yang mendasar
seperti sarana ar bergh, fadlitas sanites, kesehatan, keduarga berencana, gizi,
pendidikan dan perumahan.

Sdain itu IBRD juga memberikan perhatian kepada masdah transportas
dengan dibuainya jdantjaan yang menghubungkan desa dengan kota atau
petanian dengan pasar. IBRD juga memberikan perhatian pada masaah
keligrikan dengan membiaya proyek-proyek penerangan dan keistrikan untuk
pedesaan atau wilayah pertanian. IBRD juga bertindak sdaku Badan Pelaksana
(Executing Agency) untuk proyek-proyek bantuan teknis yang dibiaya oleh
United Nations Development Program (UNDP) khususnya di bidang pertanian,
pembangunan pedesaan, energi dan perencanaan pembangunan.

Daam memberikan pinjaman kepada negara berkembang IBRD tidak
bersaing dengan sumber-sumber keuangan lannya  Pemberian  pinjaman
diarahkan guna membantu sgumlah proyek yang memerlukan moda namun

modal tersebut tidek tersedia dari sumber-sumber keuangan lainnya dadam
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kondis dan syarat-syarat yang waga aau seha. Sdan itu dana pinjaman
tersebut tidek boleh dibatas pemanfaatan atau kegunaannya di suatu negara
atau negara- negara tertentu sgja.*®

Dengan demikian ruang lingkup aktivitas IBRD jauh lebih luas dari
sekedar hanya memberikan pinjaman. Mengingat  keputusan  pemberian
pinjaman IBRD sangat tergantung pada kondis ekonomi suatu negara, maka
IBRD meakukan dudi yang mendaam terhadap kondis ekonomi dari setigp
negara peminjam dan juga kebutuhan dari setigp sektor. Andisa-andisa tersebut
beriskan  rumusantrumusan  untuk  memformulaskan  drategi bantuan
pembangunan jangka panjang yang layak, bak dai segi ekonomi secara

kesaluruhan atau dari tiap sektor-sektor utama.®

. Kewenangan Dana Moneter Internasional (IMF)

Kewenangan Dana Monegter Internasond (IMF) ddam  menangani
perekonomian dunia sebenarnya terbatas pada keseimbangan neraca pem-
bayaran (balance of payment) dari para negara anggotanya dan juga pada
maesalah nila tukar mata uang mereka terhadap mata uang negara lain. Dengan

katalain IMF sangat berkepentingan dengan stabilitas mata uang di dunia.

38 |BRD (a), op. cit., ps. I1l (5) a

39 Driscoll, op. cit., him. 7.
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Instrumen pokok IMF yang berbentuk Articles of Agreement IMF (AOA

IMF) merupakan suatu indrumen yang dibentuk guna menjembatani hubungan

antara keseimbangan pembayaran dan lgu pertukaran mata uang, oleh sebab itu

maka IMF dianggap merupakan badan yang cocok untuk menangani kerjasama
ekonomi internesond. Untuk lebih efektifnya kerjasama tersebut maeka masing-
masing anggota harus menyerahkan sgumlah kewenangannya kepada IMF, dan

IMF memegang tugas adminisrator serta tugas pengawasan dari  perputaran

dana.

Tujuan utama IMF dijabarkan ddam Pasa | A0A IMF yang menyatakan
bahwa:

a. Memgukan kerjasama moneter internasond mddui  lembaga permanen
yahg menjdankan konsultas dan kerjasama ddam masdahrmasdah
moneter internasiond,

b. Mempermudah perluasan dan keseimbangan pertumbuhan perdagangan
internasond dan  memperbesr  kemguan dan  pemdiharaan  tingkat
pekerjaan yang tinggi dan pendapatan serta mengembangan sumber-sumber
produktif segenap anggota sebagal obyek utama kebijaksanaan;

c. Membantu pembentukan dsem pembayaran multilaterd dan arus transaks
diantara anggota-anggotanya dan menghapuskan pembatasan pembatasan
pertukaran luar negeri yang menghambat pertukaran perdagangan dunia;

d. Memberikan kepercayaan terhadap anggota-anggotanya dengan membuat

sumber-sumber dana sewaktu-waktu dapat dipergunakan di bawah per-
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lindungan yang memada, yatu menyediskan kesempatan memperbaiki
ketidekmampuannya ddam neraca pembayaran tanpa mengambil langkah
yang dapat mengganggu kesgahteraan atau kemakmuran nasiond aaupun
internesiond.

Memperhatikan penjdasan di aas jelas bahwa keempa tujuan IMF
tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh satu atau beberapa negara sgja, tetapi
harus dilakukan juga oleh organised internasonad ddam hd ini addah IMF,
karena organises  internasond  yang mempunya  eksstens  terlepas  dari
pengaruh suatu negara, lebih mampu untuk menyedesakan berbaga measdah
internasiond apabila dibandingkan dengan negara nasiondl.*°

Kunci bagi IMF agar dapat memberikan bantuan kepada para anggota
nya addah apabila para negaa anggota mengdami  kesulitan  ddam
kesssimbangan neraca pembayaran. Ha ini  berkaitan dengan masdah
penerimaan dan pembayaran suatu negara ke negara lain. Idednya suatu negara
harus memiliki neraca yang saimbang antara jumlah pembayaran dengan jumlah
penerimaan.

Sdan itu guna membantu negaranegara anggota, IMF  menyediakan

pula bantuan teknis daam rangka mengorganisr Bank Sentral suatu negara,

40 Joseph Gold, Legal and Institutional Aspect of the International Monetary System: Selected
Essays, val. Il (Washington D.C: IMF, 1980), him. 7-8.
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membuat atau mereformas sstem perpgakannya, dan mendirikan badan-badan
untuk mengumpulkan dan membuat Satistik ekonomi.

Perjdanan panjang atau sgarah IMF dibagi kedalam dua tahap atau fase.
Pada tahgp awa perkembangannya hingga tahun 1970-an, IMF menganut
pringp pertukaran nila mata uang tetgp, yang nilanya mengacu kepada emas.
Sdan itu IMF juga menyedigkan pembiayaan jangka pendek bagi negara
negara yang membutuhkan bantuan agar nila tukar mata uangnya tetap sesua
dengan nilai pari (par value).

Kesulitan kemudian muncul ketika pada awa tahun 1970-an terjadi
kriss besr yang sempat mengguncang druktur ekonomi internasond dimana
Dollar Amerika Serikat dan emas mengdami pukulan berat oleh kriss
tersebut.* Dengan demikian Sstem nila tukar tetap ini menyebabkan ketidak-
stabilan moneter dan keuangan di seluruh dunia

Setdah diadakan andiss dan negosad sdama lima tahun (1973-1978)
maka IMF mengamandemen ingrumen pokoknya. Dengan amandemen tersebut

dimulailah tahap kedua dari perjdanan IMF. Amandemen terssbut memberikan

IMF sgumlah fungs penting yaitu:

41 R. Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku, ed. 1, cet. 1 (Jakarta:
PT. RgaGrafindo Persada, 1997), him. 321.
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a. Mengawas dan mendorong agar para negara anggota tidek membatas
pertukaran mata uangnya;

b. Mengawas dan memberikan nashat berkaitan dengan kebijakan ekonomi
yahg mempengaruhi  kessimbangan neraca pembayaran  (Balance  of
Payments) terutama pada suasana Saat ini yang menganut sstem pertukaran
mata uang bebas;

c. Menyediakan bantuan keuangan jangka pendek dan menengah kepada para
negaa anggota yang sedang mengdami  kesulitan  sementara  ddam
kesaimbangan neraca pembayarannya.*?

Sdan itu IMF juga berwenang untuk mengduarkan suatu jenis maa
uang khusus yang dissbut SDR (Special Drawing Rights) guna membantu
negara anggota menambah likuiditasnya®® SDR sering disebut sebagai emas
kertas yang berbeda secara sosologis dengan emas murni yang diterima sebaga
dat pembayaran internasond aas dasar perjanjian. Volume emas ditentukan
oleh produks aau penawaran dan penggunaan aau permintaan, sedangkan
volume SDR ditentukan oleh persetyuan internasiond.

Sgak bulan Juli 1974 penilaian terhadap SDR diubah. Penilaian baru ini

dissbut nila tukar mata uang sekeranjang, yang penilaannya didasarkan pada

2 Driscoll, op. cit., him. 10.

43 pid., him. 12.
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bobot atau timbangan persentase enam bdas jenis mata uang yang mempunyai
bagian diatas satu persen dari jumlah ekspor barang dan jasa rata-rata sdama
periode 1968-1973. Sekdompok mata uang yang dianggep kuat tersebut di-

antaranya addah Dollar, Mark, Y en dan Franc (Swiss).

. Hubungan Struktural Antara Bank Dunia dengan Dana Moneter
Internasional (IMF)

Hubungan antara IBRD dan IMF sebaga badan khusus di bawah
naungan PBB cukup unik, mengingat kedua badan ini memiliki hubungan yang
cukup erat daripada badan-badan lannya Kedahiran kedua badan ini sama-sama
diavdi oleh suatu konferens yang diadekan di Bretton Woods, Amerika
Sarikat. Bak IBRD maupun IMF masng-masng memiliki instrumen pokok
dan organ-organnya sendiri.

Kendai kedua organisas ini masing-masing memiliki instrumen pokok
dan organ-organ sendiri namun dengan berbekd sgarah awvd yang sama, tujuan
yang sding berkaitan dan kegiatan-kegiatan yang sding mdengkapi satu sama
lain, maka akan terlina suatu hubungan yang sangat erat dari kedua organisas
internasiona tersebut, terutama dalam hubungan-hubungan sebagal berikut:

a. Hubungan Keanggotaan
Ddam AOA IMF tidak terdgpat suatu ketentuan atau persyaratan
khusus yang mengatur mengenal keanggotaan ddam IMF. Ddam AcA IMF

itu juga tidek terdgpat ketentuan yang mengharuskan suatu negara caon
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anggota untuk menjadi anggota suatu organised  internesond lainnya ter-
lebih dahulu sebelum menjadi anggota IMF.

Tidek demikian hdnya dengan IBRD, dimana pada IBRD
keanggotaan suatu negara pada IMF adadah merupakan syarat bagi suatu
negaa untuk menjadi anggota IBRD.** Namun demikian IMF daam
sgumlah  kebijaksanaannya menyangkut masalah  keanggotaan, sddu
menganjurkan kepada para anggotanya untuk menjadi anggota IBRD juga.

Kadangkda suatu negara menjadi anggota pada IMF hanya untuk
menikmati  keanggotannya pada IBRD dan dengan sendirinya untuk

menikmati keanggotan pada IDA dan IFC.

b. Hubungan Keuangan
Dengan adanya hubungan yang erat antara IMF dan IBRD maka di-
harapkan terdapat tindakan yang pardd ddam mengambil sau keputusan,
sehingga antara putusan yang satu dan putusan yang lain tidek terjadi
tumpang tindih. Untuk menunjang tindakan tersebut tentunya diperlukan
kebijaksanaan dari masing-masing organisas.
Dadam bidang keuangan terdgpat suatu hubungan antara kuota suatu

negara pada IMF dengan iurannya pada IBRD. Suatu negara anggota dapat

“BRD (a), op. cit., ps. I (1) adan b.
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melakukan penambahan jumlah kuotanya pada IMF tanpa meakukan
penambahan jumlah yang sama pada iuran IBRD. Namun atas permintaan
dari IBRD, IMF dapat meminta kepada para anggotanya untuk melakukan
tindekan yang sama, yatu jika negara anggota menambah kuotanya maka
dihargpkan akan menambah pula iurannya pada IBRD dengan jumlah yang
sama®® Sdain itu pinjaman anggota pada IMF dan IBRD tidak dihubungkan

dengan besarnya jumlah iuran mereka.

c. Hubungan Struktur Organisas
Daam AoA IBRD maupun pada AoA IMF, dapat dilihat bahwa
masng-masing organisas  tersebut mempunya  organ yang terpissh satu
dengan yang lainnya, akan tetapi pada pringpnya kedua-duanya memiliki
sau prindp dasar yang sama Sebaga contoh misdnya ketentuan yang
mengatur mengenai  Direktur Eksekutif, dimana ddam menjdankan tugas
nya dibatas ddam suau periode tertentu. Sdan itu lima negara anggota

IMF yang mempunya kuota terbesar dan negara-negara anggota yang

45 Gold, op. cit., him. 433
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memberikan iuran terbanyak pada IBRD dapat menunjuk seorang Direktur
Eksekutif.*®

Tujuan dari adanya kesamaan ketentuan tersebut addah agar ddam
menghadapi masdah yang sama menyangkut kepentingan kedua organisas
internasiond ini dapa dilakukan langkah yang sama pula Antara IBRD dan
IMF tidak terdapat satu pertemuan bersama, namun masng-masing pejabat
dgpat sding menghadiri  setigp pertemuan yang diadakan oleh kedua
organisas  tersebut. Terutama jika pertemuan itu membahas aau mem:
bicarakan masaah yang agendanya berhubungan. Sdlain itu terkadang untuk
mempegai satu masdah tertentu diperlukan kerjasama dari  kedua
organisad ini, misdnya untuk menentukan masdah dabilisss harga pada
sektor produks utama.

Wadaupun tidek terdapat petemuan bersama  antara  kedua
organisas, namun ddang tahunan kedua organisas  dilakukan bersamaan
waktu dan tempatnya Ha ini dimaksudkan agar dalam pertemuan tersebut
para anggota dari kedua organisas tersebut dapat saling bertukar pikiran.

Di 959 lan bebergpa komis gabungan pernah dibentuk antara IBRD

dan IMF. Salah satu contohnya addah “The Joint Ministerial Committee of

6 |BRD (a), op. cit., ps. V (4) dan IMF (@), Articles of Agreement (Washington D.C: IMF, 1989),

ps, X1 (3).
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the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real
Resources to Developing Countries” Dimana pengesshannya telah
dilakukan medui resolus yang sgga dai kedua Dewan Gubernur IBRD
dan IMF pada bulan Oktober 1974, yang dibentuk atas inigatif Amerika
Serikat untuk merubah sstem moneter internasiond, aas desakan bebergpa

negara berkembang.*’

4. Kerjasama Antara Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasional (IMF)

Masdah peminjaman kadang-kadang mempengaruhi  kessimbangan
neraca pembayaran negara peminjan yang seharusilya masdah ini merupakan
tugas dari IMF. Sehingga masdah proyek pinjaman yang dilakukan oleh suatu
negara akan mengaburkan tugas dasar IBRD dan IMF. Pada dasarnya IBRD
menginginkan agar proyek pinjamannya akan membawa perubahan pogtif.
Namun demikian IBRD haus pula memperhatikan perbakan keseimbangan
neraca pembayaran sebagal sarana untuk terciptanya perubahan yang pogtif
tersebut. Sdain itu IBRD juga sangat memperhatikan kebijaksanaan ekonomi
dan keuangan suatu negara yang kadang akan berbenturan dengan kompeters

IMF.

47 IMF (b), “Resolution No. 29-9” dalam Selected Decisions of the Executive Directors and the
Selected Document, 9" issue 1981 (Washington D.C: IMF, 1981), him. 310.
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Oleh sebab itu maka kerjasama antara IBRD dengan IMF tidak pernah
mendapat tantangan dari negara manapun. Terutama disebabkan pula karena
ddam indrumen pokok masng-medng organissd  terssbut  memungkinkan
untuk tejadinya kerjasama antar organisasi intemsiond.*®

Dalam prakteknya kerjasama antara IBRD dan IMF tidek sdau seerat
yang diperkirakan. Ketidakpuasan sering timbul diantara kedua organisas
internasionad ini, terutama jika kewenangan sdah sau pihak dilangkahi oleh
pihak lan. Untuk mencegeh hd yang tidak diinginkan tersebut dilaksanakan
konsultas antara kedua organisas tersebut.

Kerjasama dan konsultas antara IBRD dan IMF tersebut disadari
semakin  penting untuk dilakukan, terutama sgak tahun 1970-an, mengingat
tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebagaimana yang dihargpkan
hanya mungkin teredisas gpabila kebijakan keuangan dan perekonomian sudah
terencana dan tertata dengan baik.

Bentuk kerjasama konkret antara IBRD dengan IMF diredisaskan
melaui pertemuan bersama ddam sdigp sdang tahunan, tukar menukar data
ekonomi, pertemuan harian yang berdfat informa, pengirimen mis  tuges

bersama ke suatu negara anggota dan lain-lain.

“81BRD (a), op. cit., ps. V (8) dan IMF (a), op. cit., ps. X.



BAB IV

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DI DALAM BANK DUNIA

A. KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BANK DUNIA

Keanggotaan Indonesia pada International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) dan pada International Monetary Fund (IMF) dimulai dengan
digukannya permohonan oleh pemerintah Republik Indonesa (RI) kepada pihak
IMF dan IBRD pada tanggd 24 Juli 1950. Berdasarkan surat permohonan tersebut
kemudian diadakan serangkaian pembicaraan, penditian dan pertimbangan guna
menentukan dapat atau tidaknya Indonesia menjadi anggota pada IMF dan IBRD.

Pada tanggal 10 September 1952 Dewan Gubernur IMF dan Dewan
Gubernur IBRD pada sdang tahunannya di Mexico City menyetujui  resolus-
reolus yang memuat peraturanperaturan dan syarat-Syarat yang harus dipenuhi
pemerintah RI agar dapat diperkenankan menjadi anggota dari IMF dan IBRD.
Resolus yang dikduarkan IMF addah Resolus No. 7-9 sedangkan Resolus yang
dikeluarkan oleh IBRD adalah Resolus No. 73.

Satdlah pemerintah RI memenuhi segda ketentuan dan syarat-syarat ddam
reolus pada tahun 1953, maka pada tanggd 13 Januari 1954 keanggotaan

Indonesia pada IMF dan IBRD disahkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1954
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tentang Keanggotaan Republik Indonesa dai Dana Moneter Internasiond
(International Monetary Fund) dan Bank Internasona untuk Rekonsiruks dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).t
Sdanjutnya pada tahun 1960-an suasana politik luar negeri Indonesia berada
pada suasana yang tidek menentu dan tidek menguntungkan. Ha ini kemudian ter-
lihat ddam politik luar negeri dan hubungan internesona, dimana Indonesa ber-
konfrontas dengan Maaysia dan politik poros Jekarta — Peking — Maoskow yang
diambil oleh pemerintah Rl pada saat itu dan disusul dengan kedluarnya Indonesa
dari PBB. Sebaga akibat keluarnya Indonesia dari PBB maka Indonesia tidak lagi
dicantumkan ddam daftar sebaga anggota PBB, termasuk untuk Kkegiatan dadam
badan-badan khusus PBB. Berdasarkan keadaan tersebut maka pemerintah RI
mengg ukan juga surat penarikan diri dari keanggotaannya pada IMF dan IBRD.
Penarikan diri keanggotaan Indonesa dai IBRD memang dimungkinkan,
karena pada AOA IBRD terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penarikan diri
keanggotaan suatu negara. Ketentuan itu diatur pada Pasd VI (1) AoA IBRD yang

menyatakan bahwa “Any member may withdraw from the Bank at any time by

! Indonesia (a), Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter
Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pemba-
ngunan (International Bank for Reconstruction and Development), UU No. 5 Tahun 1954, LN No. 16
Tahun 1954, TLN No. 515, Memori Penjelasan.
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transmitting a notice in writing to the Bank at its principal office. Withdrawal shall
become effective on the date such notice is received” .

Ddam Piagan PBB tidak tedgpat atau memuat ketentuan mengena
mesdah penarikan diri  keanggotsan suaiu negara® Berhubung tidek adanya
pengaturan tersebut maka penarikan diri Indonesa dari PBB tidak dianggap sebaga
penarikan diri atau penghentian keanggotaan Indonesa pada PBB, medainkan
merupakan suatu penghentian kerjasama Indonesia dengan PBB.

Keadaan ini tidek berlangsung lama, kaena setdah terbentuknya
pemerintahan baru pada tahun 1967 di Indonesa pemerinteh Rl berupaya
memulihkan kembdi kondis politik ddam negeri. Seta mengupayakan rehdbilitas
hubungan luar negeri Indonesa Wujud dari upaya rehabilitas ini addah dengan
memulihkan kembdi hubungan luar negerinya terutama pada PBB dan badanbadan
khusus PBB.

Mddui Duta Besanya untuk Amerika Serikat pemerintah RI mengirimkan
tedegram kepada Sekertaris Jenderd PBB tangga 19 September 1966 yang intinya
memberitahukan bahwa pemerintah Rl akan merintis kembai kerjasamanya dengan

PBB. Dengan diterimanya kembai Indonesa ddam PBB maka Indonesa juga

2|BRD (a) , Articles of Agreement (Washington D. C: IBRD/World Bank, 1989), ps. VI (1).

3 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, cet. 1 (Jakarta: Ul-Press, 1990), him.
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mengajukan kembali permohonan keanggotaan pada IMF dan IBRD. Permohonan
tersebut kemudian dibahas dalam sdang tahunan IMF dan IBRD pada tangga 30
September 1966, Ddam  ddang  itu  diputuskan  untuk  menerima  kembadli
keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD.*

Pemerintah Rl kemudian pada tanggd 8 November 1966 mengesahkan
keanggotaan kembali Indonesa itu dengan UU No. 9 tahun 1966 tentang
Keanggotaan Kembai Rl ddam Dana Moneer Internasond (IMF) dan Bank
Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD).®

Sehubungan dengan pemberitahuan dari Mr. Schwietzer, Direktur Pelaksana
IMF, tertanggal 16 November 1966 tentang perubahan nomor Resolus IMF No. 9
menjadi No. 21-12 dan Resolus IBRD No. 7 menjadi No. 223, yang semuanya
mengatur tentang keanggotaan Indonesia, maka perlu diadekan perubahan Pasd 2
dari UU No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembadi Republik Indonesa ddam
IMF dan IBRD. Perubahan ini disshkan oleh pemerintah RI pada tanggd 10 Januari
1967 dengan UU No. 2 tahun 1967 tentang Perubahan UU No. 9 tahun 1966

tentang Keanggotaan Kembai Rl ddam IMF dan IBRD (Lembaran Negara tahun

# Indonesia (b), Undang Undang Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana
Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), UU No. 9
Tahun 1966, LN. No. 36 Tahun 1966, ps. 2.

®Ibid., ps. 1.
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1966 No. 36). Perubahan ini hanya bersfat teknis-adminidratif sgja dan sama sekali
tidek merubah materi undang-undang itu.®

Masdah keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD sebagamana diatur
dengan UU No. 9 tahun 1966 jo UU No. 2 tahun 1967 tersebut diatas pelaksanaan
nya diatur dalam dua perangkat hukum sebaga berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang Undang
No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembai Republik Indonesa ddam IMF
dan IBRD,;

2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas
PP No. 1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 9 tahun 1966
(LN tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan Kembai RI daam IMF dan

IBRD.

B. PERANAN INDONESIA DI DALAM BANK DUNIA
Pada masa awa keanggotaannya pada IBRD, Indonesa beum banyak
memanfaatkan sumber-sumber dana yang tersedia ddam IBRD, sebdiknya IBRD
juga bdum banyak memberikan perhatian yang khusus pada Indonesia. Pemikiran

akan pentingnya kebutuhan sumber dana yang berasd dari luar negeri telah

® Indonesia (c), Undang Undang Tentang Perubahan Undang Undang No. 9 Tahun 1966
Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam IMF dan IBRD (LN tahun 1966 No. 36), UU
No. 2 Tahun 1967, LN. No. 2 Tahun 1967, TLN No. 2819, Memori Penjelasan.
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dijadikan agenda daam membahas perencanaan ekonomi sgak tahun 1947 medui
perencanaan Hatta. Pemikiran tersebut di atas dapat dilihat daam dasar-dasar pokok
“Rencana Mengatur Ekonomi Indonesid yang dilahirkan oleh Panitia Pemikir
Sasat Ekonomi Indonesa Ddam rencana tersebut disebutkan bahwa pinjaman luar
negeri besarta Penanaman Modd Asng dijadikan sebaga  unsur-unsur - untuk
melengkapi rencana perekonomian Indonesia.’”

Pemberian bantuan pada wektu itu diwarna dengan suasana politik dan
pertarungan ideologi yang kua. Indonesa pada saat itu banyak memusatkan
perhatiannya untuk mendapatken bantuan luar negeri yang berdfat bilaterd yang
berasd dari negaranegara Blok Timur. Sehingga pada saat itu peranan Indonesa
pada IBRD belum tampak, sebdiknya IBRD juga belum aktif memberikan bantuan
jasa-jasanashat dan konsultes.

Ddam perkembangan sdanjutnya Indonesia menganggep bahwa sdama
kurang lebih dua belas tahun keanggotaannya pada IBRD ternyata tidek membawa
manfaet, diangggp merugikan bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia ddam

mewujudkan cita- Gitanya, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur.2

’ Supriyanto dan Agung F. Sampurna, Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan
Implikasinya bagi Pembangunan, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 1999), him. 55.

8 Indonesia (d), Undang Undang Tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
(IBRD), UU No. 1 Tahun 1966, LN No. 10 Tahun 1966, TLN No. 2798, Penjelasan Umum.
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Stuad politik yang tidk menguntungkan mengakibatkan terpuruknya
kondis perekonomian di Indonesa dan Stuas semacam ini terlinat pada nila
inflasi yang mencapai 650% (pada tahun 1966), pendapatan per kapita hanya US$
70 per tahun dan jumlah hutang luar negeri yang harus dibayar sgumlah US$ 22
miliar®

Didasari oleh sgumlah permasdahan tersebut maka pemerintah Indonesia
bertekad untuk mengendaikan inflas, mencukupi kebutuhan pangan, merehabilitas
prasyana ekonomi dan meningkatkan kegiatan ekspor. Guna mengatas sgumlah
persodan terssbut maka pemerintah Rl mengambil kebijaksanaan untuk mengada-
kan pendekatan ke luar negeri dengan maksud:

1. Mengadakan penjadwalan kembdi (Rescheduling) hutang-hutang lama;
2. Mengusahakan bantuan-bantuan keuangan yang baru dari luar negeri  untuk
mendukung neraca pembayaran Indonesia;
3. Berusehamenarik penanam modd asing ke Indonesia. 1°
Untuk meredisaskan kebijaksanaan tersebut meka adanya bantuan luar

negeri dapat dipaka sebaga suatu sumber pembiayaan yang Sgtemdis untuk

® Zulkarnain Djamin (&), Pinjaman Luar Negeri Serta Prosedur Administrasi Dalam Pembiayaan
Proyek Pembangunan di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1993), him. 16.

10 pid.
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pembangunan Indonesa. Pemerintah Indonesa juga tdah menentukan sgumlah

kriteria pokok yang selaras dengan kepentingan nasonanya antaralan:

1. Bantuan luar negeri tidek dikaitkan dengan ikatan politik;

2. Syaa pembayaran harus dalan batas-batas kemampuan untuk membayar
kembdli;

3. Penggunaan bantuan luar negeri harus untuk pembiayaan proyek-proyek yang
produktif dan bermanfat;

4. Bantuan luar negeri sebagal unsur pelengkap bagi pembangunan.

Menindaklanjuti sgumlah kebijaksanaan di aas maka dilakukan pertemuan
multilaterd di Jepang pada tangga 19 dan 20 September 1966 yang dikend dengan
sebutan Tokyo Club. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan Paris Meeting
pada tangga 19 dan 20 Desember 1966 dan diteruskan pada bulan Februari 1967 di
Den Haag negeri Bdanda Hasl pertemuan-pertemuan tersebut meahirkan lembaga
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang diketual oleh Belanda

Pada dasarnya 1GGI bukan suatu organisas  internasional  dan  tidak
mempunya ikatarikatan yang bersfa memaksa medankan suatu forum tempat
bertukar pikiran untuk membantu meringankan beban pemerintah Indonesia daam
ussha meaksanakan pembangunan, balk mengena jumlah nila bantuan yang akan
diberikan maupun mengenal persyaraan persyaratannya.

Ddam Sdang IGGI yang pertama tahun 1967 telah disetujui bahwa bantuan
yang akan diberikan kepada Indonesia adaah sebesar US$ 200 juta. Bantuan yang

diberikan 1GGI ini terus meningkat, hingga Tahun Anggaran 1991/1992 bantuan
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yang diterima Indonesa addah sebesar US$ 4.775 juta Tahun Anggaran 1991/
1992 merupakan tahun terakhir IGGI, dimana pada tanggd 25 Maret 1992
pemerintah |ndonesia menyatakan membubarkan IGGI.

Pembubaran ini dilakukan atas dasar bahwa pemerinteh Beanda sebaga
tuan rumahVKetua Sidang 1GGI sddu menggunakan forum IGGI untuk meakukan
intimidas  dan mengancam akan mengurangi  bantuannya kepada Indonesia.
Ancaman pemerintah Belanda tersebut didasari atas:

1. Adanya informas bahwa peaksanaan progran Keduarga Berencana di
Indonesia dilaksanakan dengan paksaan;

2. Penanganan terhadap para tahanan politik;

3. Peigtiwa Santa Cruz- Timor Timur 12 November 1991.

Dengan dibubarkannya 1GGlI maka sebaga gantinya pemerintah Indonesia
membentuk  Consultative Group on Indonesia (CGIl). Sdan itu pemerintah
Indonesia juga menggukan permohonan kepada Bank DunialBRD untuk menjadi
ketua pada forum konsultatif tersebut. Bank DunialBRD dengan surat Direktur
Eksekutif (Executive Directors) tertangga 8 April 1992 menyatakan bahwa Bank
Dunia/lBRD dapat menerima permohonan Indonesia tersebut.

Ddam pekembangan sdanjutnya bantuan bagi  Indonesa disdurkan
medui CG. Adgoun jumlah komitmen yang diperoleh Indonesa dari sdang-
sdang CGlI menunjukkan angka yang fluktuatif, akan tetapi dapat dikatakan
komitmen bantuan terssbut cenderung meningkat. Peningkatan ini tidek hanya

daam hd komitmen bantuan akan tetapi juga ddam hd negara atau lembaga donor
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yang ikut berpatispas. Pada Sdang IGGl yang pertama negara peserta yang
berpartispas  berjumlah sebelas negara yang terdiri dari enam negara anggota dan
lima negaa peninjau. Sedangkan lembaga aau organisas  internesond  yang
berpatigpas berjumlah lima lembaga atau organisas yang terdiri dari dua lembaga
anggota dan tiga lembaga peninjau.!' Saat ini hingga sidang CGI tahun 2000/2001
jumlah anggotanya meningkat menjadi 19 negara dan 13 lembaga aau organises
internasiond.*?

Negara-negara yang berpartigpas di ddam CGl addah: Amerika Serikat,
Audrdia, Audria, Bdanda, Begia, Denmark, Finlandia, Inggris, Itdia, Jepang,
Jerman, Kanada, Rep. Korea, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia
dan Swiss. Sedangkan lembaga-lembaga aau organises internasiond yang ikut
berpartispas addah: ADB, Bank Dunia (IBRD/IDA), Badan PBB, EIB, IDB,
IFAD, IFC, OECD, Kuwait Fund, Nordic IB, Saudi Fund, UNICEF dan Uni Eropa.

Hingga sasat ini sumber dana luar negeri yang diterima pemerintah berasd
dari: Pinjaman CGI, Rinjaman nonCGl dan Pinjaman Lembaga Keuangan Asing

lainnya. Pinjaman yang bersumber dari CGlI terdiri dari:

1 Zulkarnain Djamin (b), Sumber Luar Negeri Bagi Pembangunan Indonesia: Sejak IGGI hingga
CGlI Serta Permasalahannya, cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1995), him. 138.

12 Aditya L. Djono, “Catatan Sidang CGI IX: Utang Baru di Tengah Tekanan Publik”, Suara
Pembaruan (3 Februari 2000): 7.
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1. PRinjaman Bilaerd
Finjaman Bilaterd adadah setigp penerimaan negara baik ddam bentuk devisa
maupun ddam bentuk barang aau jasa yang diperolen dari pemberi pinjaman
luar negeri yang berasd dari pemerinteh suau negara mddui suatu lembaga
aau badan keuangan yang dibentuk olen pemerintah negara yang
bersangkutan, untuk meaksanakan pemberian pinjaman yang harus dibayar
kembdi dengan persyaratan tertentu. Contoh: Jepang medui  Overseas
Economic Cooperation Fund (OECF) dan Amerika Serikat mddui United

Sates Agency for International Development (USAID).

2. BPinjaman Multilatera
Finjaman Multilateral addah setigp penerimaan negara baik dadam bentuk
devisa maupun ddam bentuk barang aau jasa yang diperoleh dari pemberian
pinaman luar negeri yang beasal dai lembaga keuangan internasiond
maupun regiond dimama biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga
keuangan tersebut, contohnya IBRD, ADB dan IDB. 2
Sementara penerimaan  yang bersumber dari  pinjaman nonCGl  adaah

pinjaman yang berasd dari negara dan lembaga atau badan keuangan internasond

13 Djamin (b), op. cit., him. 62,
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dan regiond yang bukan anggota dari CGI, seperti misdnya dari Teheran, Abu
Dhabi, Brunei Darusslam, Tawan dan India™*
Sehubungan dengan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Lembaga
Keuangan Asing, maka sumber tersebut terdiri atas:
1. FadlitasKredit Ekspor
Pinjaman ini addah kredit yang yang diberikan oleh negara-negara pengekspor
dengan jaminan tertentu dari pemerintahnya untuk meningkatkan ekspor. Kredit
ekspor dapat berupa:
a.  Supplier’sCredit
Dananya disediakan oleh bank kepada supplier dan sdanjutnya supplier
tersebut meminjamkan kepada negara pengimpor (penerima  pinjaman)
dalam bentuk barang atau jasa.
b. Buyer’'sCredit
Dananya disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lain di negara
pengekspor untuk dipinjamkan kepada negara pengimpor  (penerima
pinjaman) dadam bentuk uang tuna untuk dibayarkan kepada supplier
(kontraktor yang bersangkutan) guna pembiayaan barang atau jasa yang di

impor.

¥ bid., him. 67.
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2. Purchase & Installment Sales Agreement (PISA)
PISA addah pinjaman yang diberikan oleh perusshaan leasing di luar negeri
untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang dituangkan ddam per-
setujuan jud beli dengan pembayaran angsuran.
3. Pinjaman Komersd
Pinjaman Komersd addah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dari
lembaga keuangan atau pasar modd internasonad dengan tingkat bunga pasar.
Pinjaman komerdd terdiri dari:
a. Pinjaman Sindikes
Finjaman dndikas addah pinjaman yang diterima dari sndikes bank-bank
internasiond yang dapat berbentuk term loan, revolving credit dan lain-lain.
b. Pinjaman Obligas
Pinjaman ini dilakukan dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang
(bond) daam vduta asng dan nila tetentu dan bunganya fixed yang
merupakan pengakuan utang dan kesanggupan membayar kembdi pada
waktu yang telah ditetapkan.
c. Pinjaman Satu Bank
Pinjaman satu bank addah pinjaman komersd yang diterima dari satu bank

(bukan sindikasi karena jumlah pinjamannya tidak terlalu besar).®®

15| bid., him.68.
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Berdasarkan sduruh uraian di aas maka dapat diketahui bahwa IBRD
sbaga sdah sau organisses keuangan  internasonad merupakan  sdah satu
organisas yang ikut berpatidpas ddam penyaduran bantuan luar negeri  bagi
Indonesa IBRD juga memiliki peranan yang sanga penting ddam rangka
penya uran bantuan tersebut dengan menjadi Ketua Sdang di dalam forum CGl.

Sdan itu IBRD juga merupekan organisas internasiond yang memberikan
komitmen pinjaman cukup besar bagi Indonesa medui forum CGI, dengan tidak
melupakan untuk terus memberi saran atau nasha dan konsultas bagi Indonesa
ddam mdakukan pembangunan. Kemudian IBRD bersama dengan IMF mem:
berikan pula masukan bagi negara-negara dan/atau lembaga-lembaga donor yang
ingin memberikan pinjaman (bantuan luar negeri) dengan data, laporan, dan nashat
mengenal  keadaan perekonomian Indonesa HdA ini diperlukan agar negara-negara
dan lembaga-lembaga donor tersebut dapat memperoleh gambaran yang jeas akan
kondis Indonesia, terutama dari segi ekonomi.*®

Peranan Indonesa sendiri di ddam IBRD tidak kaah penting. Apabila
dilinat dari jumlah iuran (subscriptions) yang disertakan Indonesa pada IBRD
memang terlihat cukup kecil, yaitu hanya US$ 14.981 juta atau hanya 0,96% dari

sduruh totd iuran. Sedangkan totd suara yang dimiliki Indonesa sebesar 15.231

8 David D. Driscoll, The IMF and the World Bank: How They Differ? (Washington D.C:
External Relations Department-Publication Services Unit, IMF, 1989), him. 7.
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aau 0,95% dari sdluruh totd suaral’, akan tetapi kecilnya jumlah iuran dan suara
Indonesa ddam IBRD tidek serta merta menunjukkan kecilnya poss dan peran

Indonesa ddam dunia internesond pada umumnya dan ddam IBRD pada khusus-

nya.

C. KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN
BANTUAN BANK DUNIA DI INDONESIA
1. Perkembangan Mengenai Proses Peminjaman dan Bantuan mealui Bank
Dunia
Sebagamana tdah diurakan sebdumnya bahwa bantuan luar negeri
kepada Indonesa dikoordinaskan medui CGl. Ddam forum ini Bank Dunia/
IBRD menjadi pemimpin Sdang dan menjadi sdah sau lembaga donor
diddamnya Sumbangan IBRD terssbut cukup besar tidak hanya dengan
memimpin sdang dan memberikan saran atau nasha, akan tetepi besar pula
dalam jumlah komitmen pemberian bantuan.
Bantuan Bank Dunia kepada Indonesa pertama kai diberikan pada
tahun 1967 mddui International Development Association (IDA). Bantuan itu

diberikan mengingat kondis perekonomian Indonesa pada saat itu yang cukup

1" The World Bank Group (), the World Bank Annual Report 1999, (Washington D.C: The
World Bank Group, 1999), him 275-278.
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parah. Seperti misadnya inflas yang cukup besar, pendapatan per kapita yang
kecil dan hutang luar negeri yang besar.

Sebaga bagian dai Bank Dunia, IDA didirikan dengan tujuan guna
membantu negaranegara miskin. Negaranegara miskin tidek mampu  untuk
meminjam dengan tingkat suku bunga yang sesua pasar dan pendgpatan per
kapitanya yang sangat rendah. Pada saat itu Indonesa yang masuk dadam
kelompok negara-negara miskin  mendapatkan bantuan pinjaman dai 1DA,
pinjaman itu dikenal dengan “Kredit IDA”.

Kredit IDA itu diterima oleh Indonesa sgak tahun 1967 sampa dengan
tahun 1980. Seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan di-
pengaruhi pula oleh keuntungan dari melonjaknya harga penjudan minyak bumi
dipasaran internasond (Oil Boom) pada tahun 1973, maka berangsur-angsur
jumlah kredit IDA tersebut terus berkurang. Sehingga pada tahun 1980
Indonesia tidak lagi memperoleh Kredit IDA dan praktis pada tahun 1988
Indonesia dinyatakan lulus dari IDA. 8

Dengan dinyatakan lulus dari IDA maka pemerintah Indonesa lebih
memfokuskan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dari IBRD. Berbeda

dengan Kredit IDA yang bergfat lebih lunak, maka pinjaman IBRD ini berdfat

18 subur Tjahjono, “Dengan Meminjam ke IDA, Indonesia Satu Kelompok dengan Afrika’,
Kompas (25 November 1998): 3.
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“kurang lunak”. Kredit IDA dikatakan lunak sebab memiliki jangka waktu
pembayaran kembai (Maturities) sekitar 35 — 40 tahun, tenggang waktu (Grace
Period) sdama 10 tahun, tanpa bunga dan hanya perlu membayar jasa
pelayanan sbesr 0,75% dai jumlah kredit yang disetujui.’® Sedangkan
pinjaman IBRD dikatakan sedikit lebih berat dan kurang lunak karena pinjaman
IBRD memiliki jangka waktu pembayaran kembdi sampa 20 tahun, tenggang
waktu sdama lima tahun, dengan bunga bervarias antara 6% — 11% serta
membayar dimuka sebesar 1% dari nila pinjaman yang disstujui.

Hingga saat ini Indonesa tetgp memperoleh pinjaman dai  IBRD
medui fooum CGI. Bahkan komitmen pinjaman IBRD tersebut sddu
meningkat sdtigp tahunnya Dengan terjadinya kriss ekonomi  yang cukup
parah, diikuti dengan menurunnya tingkat pendapatan per kepita rakyat
Indonesa, maka pemerintah kemudian memandang perlu  untuk  kembali
meminta bantuan Kredit IDA. Hd ini dilakukan agar tidek semekin
memberatkan Anggaran Negara untuk membayar cicilan hutang luar negeri dan

bunganya dimasa mendatang.”® Dengan demikian saat ini terdapat dua skema

19 The World Bank Group (b), Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank
Group, (Washington D.C: The World Bank Group,1998), him.11.

20 K ompas (a), “Indonesia Cari Pinjaman ke IDA”, Kompas (23 November 1998): 2.
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bantuan Bank Dunia untuk Indonesa yaitu campuran (Blend) antara Pinjaman
IBRD (IBRD Loan) dan Kredit IDA (IDA Credit).

Bantuan luar negei mddui pinjaman aau hutang tampaknya hingga
saat ini tetap merupakan sdah satu faktor penting guna kelangsungan pem-
bangunan. Wadaupun tdah ditegaskan berulang kdi oleh pemerintah bahwa
hutang luar negeri hanya merupaekan pelengkap, akan tetapi dalam kenyataan+
nya jumlah ddlan hutang luar negei dan bunganya itu justru semekin
meningkat. Di era pemerintahan saat ini, tampaknya jumlah hutang luar negeri
akan diusshakan untuk dikurangi  sedikit demi  sedikit, sehingga bangsa
Indonesia di masa mendatang dihargpkan tidak bergantung lagi pada hutang luar
negeri.

Bertambah beratnya beban pemerintah ddam hd pembayaran kembadi
anguran  hutang pokok dan  bunganya menyebabkan pemerintah  harus
memanfaetkan pinjaman luar negeri tersebut secara lebih efektif dan efisen.
Terlebih lagi saat ini sukar sekdi untuk mendapatkan pinjaman medui forum
CGl dengan syarat lunak (soft loan). Dengan demikian agar pemanfastan
pinjaman dgpat lebih efektif dan efiden perlu pengdolaan pinjaman yang

cermat.
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2. Pengdolaan Hutang Luar Negeri Menurut Ketentuan Hukum Nasional
Indonesia
Pengdolaan PinjamavHibah Luar Negeri (PHLN) di Indonesa diatur
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.
03/1995 — No. Kep. 03U/Ket/5/1995 tanggd 5 Me 1995 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Peaksanaan/Penatausahaan, dan  Pemantauan Pinjamar/Hibah
Luar Negeri ddam Rangka Pdaksanaan APBN, sdanjutnya dissbut SKB No.
185. SKB No. 185 tersebut memuat tiga ketentuan pokok yaitu: Perencanaan
Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Tata Cara Peaksanaan PHLN
dan Pemantauan PHLN.
Ketentuan mengenai Perencanaan Proyek PHLN diatur pada Bab 1l SKB
No. 185 yang terdiri atas lima bagian, mdiputi:
1. Pengusulan Proyek PHLN
Proyek yang diusulkan disyaratkan adanya Feasibility Sudy dan atau Term
of Reference. Kemudian dibahas oleh Bappenas untuk dinila kesesuaiannya
dengan progran Repdlita, prioritas dan kelayakan untuk dibiaya dengan
PHLN. Apabila dinila layak meka usulan terssbut dicantumkan daam
Daftar Rencana PHLN atau dikend dengan Blue Book (Pasal 23 SKB No.

185).
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2. Pengusulan Proyek Kepada Pemberi PHLN
Proyek yang akan diusulkan harus telah tercantum ddam Blue Book.
Sebadum diusulkan kepada cdon pemberi PHLN terlebih dahulu dilakukan
penilaan ulang yang lebih menddam dengan memperhatikan berbaga
apek dan meibakan depatemen atau instand terkait, Departemen
K euangan dan Bappenas (Pasal 4 SKB No. 185).

3. Penilaian Persigpan Proyek
Proyek yang diminai cdon pemberi PHLN kemudian dikoordinaskan
persgpannya olehn Bappenas. Hasl persgpan tersebut dituangkan daam
Dokumen Penilaian Persigpan Proyek (Pasd 5-6 SKB No. 185).

4. Perundingan Dengan Pemberi PHLN
Setdlah Dokumen Penilaan Persapan Proyek disepakati maka dilakukan
perundingan oleh Tim Perunding dengan cdon PHLN untuk sdanjutnya
dituangkan dalam perjanjian atau hibah (Pasa 7 SKB No. 185).

5. Naskah Perjanjian PHLN
Setigp PHLN yang telah disetujui jumlah beserta persyaratannya dituangkan

dalam Naskah Perjanjian PHLN (Pasal 8 SKB No. 185).%

21 Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, Surat Keputusan Bersama
(SKB) Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah
Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN, SKB No. 185KMK. 03/1995 — No. Kep.
031/Kep/5/1995, bab. I1.
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Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan PHLN diatur pada Bab IlI
SKB No. 185 yang terdiri atas tiga bagian, mdliputi:
1. Tata CaraPenganggaran dan Penerusan Pinjaman
Setelah Naskah Perjanjian PHLN ditandatangani  kemudian dituangkan
ddam dokumen anggaran atau diteruspinjamkan kepada BUMN aau
Pemerintah Daerah (Pasal 9 SKB No. 185).
2. TataCaraPengenddian PHLN
Ddam pdaksanaan proyek terdapat kemungkinan terjadi perubahan pada
Naskah Perjanjian PHLN antara lain: redokas, pembatdan dan per-
panjangan masa laku. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mem:
perhaikan hasil penilaan dan pertimbangan Bappenas (Pasal 10 SKB No.
185).
3. TataCaraPenarikan PHLN
Ketentuan mengena penarikan PHLN dibagi dalam empat cara:
a. Penarikan PHLN dengan Pembukaan L/C,;
b. Penarikan PHLN dengan Pembayaran Langsung;
c. Penarikan PHLN dengan Penggantian Pembiayaan Pendahuluan;

d. Penaikan Pinjaman dengan Rekening K husus ??

22 | bid., bab. 111
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Ketentuan mengenai Pemantauan PHLN diatur pada Bab |V SKB No.
185 yang terdiri dai:
1. Laporan Pemimpin Proyek;
2. Laporan Direktur Jenderal Anggaran;
3. Laporan Bank Indonesia®

Sdah sau kedlemahan ddam SKB No. 185 ini adadah tidak adanya
keterlibatan pihak ketiga ddam penilaian proyek (Appraisal). Penilaan addah
sdah satu hd yang memegang peranan penting untuk menilai gpakah proyek itu
layak aau tidek untuk dibiaya dengan PHLN. Penilaan ini mdiputi sepuluh
hd yaitu:
1. Latar belakang proyek;
2. Maksud dan tujuan proyek;
3. Andigs kebutuhan proyek;
4. Penilaan awd tentang preliminary design (perencanaan awa proyek);
5. Perkiraan biaya;
6. Jadwal pelaksanaan proyek;
7. Rencanaoperasond;

8. Lembaga yang bertanggung jawab mel aksanakan,

3 |bid., bab. IV ps. 17.
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9. Anadissterhadap dampak lingkungan dan sosd;
10. Kemungkinan risiko yang timbul dari proyek itu.?*

Apabila sduruh ketentuan yang tercantum ddam SKB No. 185
dibandingkan dengan sistem yang terdapat di ddam IBRD, maka tidak terdapat
perbedaan yang besar di dalamnya. Ketentuan dalam SKB No. 185 sebenarnya
tedah sesua atau sgadan dengan dstem Project Cycle IBRD. Sistem Project
Cycle, yang tdah diatur oleh IBRD, merupakan suatu Sstem yang harus diikuti
oeh sebuah proyek yang dibiaya oleh IBRD. Ssem ini dimula dengan:
Identifiked  (Identification), Persapan (Preparation), Penilaan (Appraisal),
Perundingan (Negotiations), Persetujuan (Approval), Pelaksanaan
(Implementation), Supervis (Supervision) dan Paska Evduas (Ex Post
Evaluation).?®

Pentingnya pemanfastan dan pengdolaan bantuan luar negeri bagi pem:
bangunan di Indonesa disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh sebab itu
sebagamana yang tedlah diurakan di aas, maka pemerintah membuat aturan+
aturan hukum dan prosedur yang baku agar pemanfaatan dan pengelolaan

bantuan luar negeri itu lebih makamd.

24 subur Tjahjono dan Simon Saragih, “Utang Bagi Indonesia, Kini Bagai “Putaw””, Kompas (20
November 1999): 3.

%5 gri Setianingsih Suwardi, “Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan
Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia’, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), him. 15.
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3. Pinjaman Bank Dunia Kepada Indonesa mdalui Social Safety Net Loan
Agreement
Dadam katannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan IBRD
di banyak negara, terutama pada negara-negara berkembang, maka IBRD
memiliki  sgumlah  indrumen pembiayaan. Indrumen pembiayaan yang
digunakan untuk kepentingan pembangunan pada dasarnya terdiri atas dua
kategori utama yatu: Loan (Pinjaman) dan Guarantees (Penjaminan), akan
tetgpi yang akan dibahas di sini hanya Loan (Pinjaman) sga
Sebaga sdah sau indrumen pembiayaan yang cukup penting maka
Loan (Pinjaman) pada peéaksanaannya terdiri atas. Investment Lending
(Pinjaman Invedad) dan Adjustment Lending (Pinjaman Penyesuaian).
Finjaman Investas (Investment Lending) yang diberikan oleh IBRD terdiri atas.
1. Adaptable Program Loans (APL’S)
Finjaman ini diperuntukkan guna menyediskan pendanaan bagi program
pembangunan jangka panjang medui serangkaian kegiatan (operations).
Persetujuan pinjaman pertama bagi program ini ada di tangan Direktur
Eksekutif sedangkan untuk persetujuan pinjaman sdanjutnya dilakukan oleh
pihak mangemen IBRD di bawah pengawasan Direktur Eksekutif.
2. Emergency Recovery Loans
Finjaman ini diperuntukken guna mengembdikan kondis aset-aset dan

sektor-sektor produktif lainnya, terutama setelah terjadi bencana besar yang
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Secara Serius mengganggu  perekonomian  suatu  negara. Seperti misdnya
perang, kerusuhan sosd dan bencana alam.

. Financial Intermediary Loans

Finjaman ini  diperuntukkan guna mendukung inditus-inditus  keuangan
suatu negara dan menjadi sumber dana guna disdurkan untuk kredit
pinjaman pada umumnya aau untuk pembangunan di sektor-sektor atau
ub-sektor  tertentu.  Sesaran utama dai pinjaman  ini addah  untuk
meningkatkan efisSens dai inditus  keuangan terssbut ddam  lingkungan
yang semakin kompetitif.

. Learning and Innovation Loans (LIL’S)

FPinjaman yang diperuntukkan guna mendukung indudtri kecil aau indudtri
lokd, yang menjanjikan dimasa mendaang, terutama untuk mencegah
intervens  dari indudtri besar. Jumlah pinjaman LIL's ini kecl biasanya
tidek lebih dai US$ 5 juta, sehingga tidek memerlukan persetujuan pada

tingkat Direktur Eksekutif.

. Sector Investment and Maintanance Loans

Pinjaman ini dimaksudkan untuk menarik investor berinvestas pada sektor
aau sub-sektor tertentu yang sgdan dengan prioritas ekonomi yang telah

disepekati.
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6. Specific Investment Loans
Finjaman ini diperuntukkan guna menciptakan ast-aset baru yang produktif
dan pemulihan inditus-inditus  infrastruktur  lainnya  sehingga  dapat
berfungsi meksmd.

7. Technical Assistance Loans
Finjaman ini dimeksudkan guna meningkatkan kemampuan suatu negara
berkaitan dengan kebijaksanaan, drategi dan reformas inditusona seperti
misdnya pada Badan Umum Milik Negara (BUMN), aparatur negara
(Pegawai Negeri Spil), reformas hukum, mangemen anggaran negara dan
formulas kebijakan ekonomi.?®

Dua jenis pinjaman di aas, yatu LIL's dan APL’s, diperkendkan oleh pihak

IBRD dan disetujui oleh Direktur Eksekutif padatangga 4 September 1997,

Sedangkan Pinjaman Penyesuaian (Adjustment Lending) yang diberikan

oleh IBRD terdiri atas:

1. Structural Adjustment Loans (SAL)
Finjaman ini diperuntukkan guna mendukung perubahan kebijaksanaan
tertentu dan perbaikan inditusond. Persguyjuan untuk pinjaman ini men
syaratkan adanya kerangka kerja makro ekonomi yang balk serta segda

tindakan yang selau dapat dimonitor.

26 The World Bank Group (a), op. cit., him. 241-242.
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2. Sectoral Adjustment Loans (SECAL)
Finjaman ini diperuntukkan guna mendukung perubahan kebijaksanaan
secara komprehensf dan perbaikan ingtitusond pada sektor-sektor utama
Finjaman ini juga mensyaratkan ha yang sama seperti di ates.

3. Rehabilitation Loans
Finjaman ini diperuntukkan guna mendukung Kebijaksanaan pemerintah
daam program perbailkan dan membantu sektor swasta dimana dibutuhkan
mata uang asng guna merehabilitad infrastruktur penting dan faslites:
fadllitas produktif lainnya

4. Debt and Debt-service Reduction Loan
Pinaman ini diperuntukkan guna membantu negara yang terjera hutang
sangat berat dan layak untuk mendapatkan pengurangan hutang, sehingga
hutang negara tersebut berada pada tingkat yang dapat dikenddikan, serta
dapat meningkatkan pertumbuhan jangka menengah.

5. Special Sructural Adjustment Loans (SSAL)
Pinjaman ini dgpat dicarkan secara cepat, guna mendukung suatu negara
menghadapi  krigs sektord aau kriss ekonomi yang lebih besar dengan
subgtans dimens  drukturd. Pinjaman ini diperkendkan pada pertengahan

Tahun Anggaran 199927

27 | bid., him. 242-243.



167

Berdasarkan sduruh uraian di aas yang menjelaskan berbaga instrumen
pembiayaan IBRD untuk kepentingan pembangunan di berbagal negara, meka
ada baknya gpabila kemudian hd tersebut dihubungkan dengan kepentingan
nasiona Indonesia pada saet ini.

Sgak krigs ekonomi yang cukup parah melanda Indonesia pada tahun
1997, berbagai negara dan lembaga donor internasona menaruh perhatian serius
terhadap ha tersebut. Perhatian negara-negara dan lembaga donor internasond
itu dlakukan menginga pentingnya merehabilitad  kembdi  perekonomian
bangsa Indonesa. Sebab ketidekstabilan atau kehancuran ekonomi pada suatu
negara, ddam ha ini Indonesia, dgpat membawa pengaruh cukup besar terhadap
perekonomian dibdahan dunia lain. Oleh sebab itu maka dilakukan upaya
penydamatan yang difaslitas oleh IMF mddui paket penydamaannya sebesar
US$ 43 miliar, dimana butir-butir kesepakatan antara IMF dengan pemerintah
Indonesa dituangkan ddam Letter of Intent. Di ddam paket penyedamatan ini
IMF ikut ambil bagian membantu sebesar US$ 12,3 miliar.?®

Dadam peket penydamatan yang difaslitas oleh IMF tersebut IBRD ikut
serta dengan memberikan komitmen pinjaman sebesr US$ 4,5 miliar. Ddam

paket terssbut IMF memiliki sgumlah program yang telah dikonsultaskan dan

2 guara Pembaruan. "IMF Ancam Batalkan “Review” Rutin Bantuan Pinjaman’. Suara
Pembaruan (8 September 1999): 6
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sgaan dengan program IBRD, sdah saunya addah “Penyesuaian Strukturd”
(Structural Adjustment).?®

Progran Penyesuaian Struktural itu sendiri tidek lepas dari  berbaga
kontrovers, karena menurut sgumlah pengamat program Penyesuaian Struktura
ini pada dasarnya merupakan tindakan penyesuaian kebijakan perekonomian
negara yang bersangkutan agar lebih berorientas dan terintegras ke daam
sistem pasar dunia®

Sebaga wujud dari Penyesuaian Strukturd itu maka suatu negara harus
melaksanakan “langkah penyesuaian”, seperti misdnya devauas maa uang,
deregulad 9stem perbankan, swadtanisad, liberdisas pasar, peningkatan ekspor,
pengurangan konsums ddam negeri, pengurangan subsdi sektor  publik,
pemotongan belanja pemerintah di sektor pelayanan sosid dan lain-lain3!

Sdah sau  bentuk  program  Penyesuaian  Strukturd  addah  medui
program Jaring Pengaman Sosd (Social Safety Net). Program ini merupakan
sebuah konsegp yang dirancang oleh pemerintah Indonesa, medui Bappenas,
bekerjasama dengan pihak IBRD yang disepakeati pula oleh pihak IMF. Program

ini dirancang untuk mencegah dampak aau ledakan sosd akibat kriss ekonomi

29 K ompas (b), “Bank Dunia Setujui 400 jutaDollar AS’, Kompas (19 Mei 1999): 2.

30 Roem Topatimasang, “Pengantar: Tidak Untuk Hutang” dalam Hutang itu Hutang, penyunting
Roem Topatimasang, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 1999), him. 8.

31| pid,,



169

yang berkepanjangan. Sdain itu program ini dilaksanakan agar program penmt
bangunan dalam jangka panjang dapat dil aksanakan tanpa gangguan.

Titik berat dari pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosd (JPS) ini
addah mengurangi tingkat kemiskinan, penciptaan lgpangan pekerjaan, serta
perluasan pelayanan sosd agar mudah dicgpa kelompok miskin. Menurut Bank
Dunia/IBRD adatiga kelompok sasaran JPS yaitu:

1. Merekayang mampu bekerja namun pendapatannya rendah serta tidak padti;

2. Merekayang tidak dapat bekerja sepenuhnya (karena cacat);

3. Meeka yang berpenghasilan namun untuk sementara tidek memperoleh
penghasilan.?

Oleh karena itu maka program JPS ini diprioritaskan ke ddam empat
program utama, yaitu:

1. Program ketahanan pangan (Food Security);

2. Program penciptaan |lgpangan kerja produktif (Employment Creation);

3. Program perlindungan sosd (Social Protection);

4. Progran pemberdayaan ekonomi rakya, medui pengembangan indudtri

kecil dan menengah (Small and Medium Enterprises).*

32 Gedsiri Suhartono, “Pembagian Sembako Gratis, Bukan “Social Safety Net"”, Kompas (5
Agustus 1998): 3.

33 Kompas (), “Seputar Konsep JPS’, Kompas (17 Mei 1999): 26.
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Program JPS ini di lapangan oleh Bappenas dibagi ke ddam dua
program, yatu program JPS Inti (Key SSN Programs) dan program JPS
Pendukung. Program JPS Inti terdiri atas beberapa kegiatan sebagal berikut:

1. Jaring Pengaman Sosd Bidang Kesehatan (JPSBK);

2. Operas Pasar Khusus,

3. Program Pemberdayaan Daerah daam Mengatas Dampak Krids Ekonomi
(PDM-DKE);

4. Padat Karya Sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya (PK SPU-CK);

5. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAYS);

6. Program Beasiswa Sekolah atau Dana Bantuan Operasiond (DBO);

7. PrakarsaKhusus untuk Meningkatkan Peran Serta Wanita (PKM-PSW).34

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk program JPS ini adaah
sebesar RP. 17,9 trilyun. Untuk program JPS Inti Bappenas mengaokasikan
anggaran sebesar Rp. 9,3 trilyun. Sedangkan untuk program JPS pendukung
didokaskan anggaran sebesr Rp. 8,6 trilyun. Dadam peéaksanaannya di

lapangan program JPSini terbagi ke dalam 17 sektor kegiatan.>®

34 IBRD (b), Loan Agreement (Social Safety Net Adjustment Loan) between the Republic of
Indonesia and I BRD, (Washington D.C: IBRD/World Bank, 1999), ps. | (1.02) b—k.

35 Kompas (c), op. cit., :26.
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IBRD dadam katanya dengan program JPS ini memberikan bantuan
pinjaman sebesar US$ 600 juta, terutama untuk program JPS Inti.*® Komitmen
bantuan pinjaman ini dituangkan ddam naskah Loan Agreement dengan Loan
Number 4471 IND tentang Social Safety Net Adjustment Loan antara Republik
Indonesa dengan pihak IBRD tertanggd 28 Me 1999. Persetujuan Pinjaman
(Loan Agreement) tersebut terdiri dari enam pasd dan tigalampiran.

Pada Pasal | Persstujuan Pinjaman diatur tentang Kondis-kondis Umunv/
Definig-definid (General Conditions; Definitions). Ddam pasd ini dinyatakan
bahwa “General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for
Sngle Currency Loans, dated May 30, 1995 yang telah dilakukan perubahan
pada tanggal 2 Desember 1997”, merupakan bagian integral dari persetujuan
pinjaman ini. Pada pasd-pasd tertentu dari “General Conditions’ telah di-
lakukan modifikas sebagaimana dicantumkan pada Pasd | (1.01) af Persetujuan
Pinjaman.®’

Pada Pasd |l Peasgujuan Pinjaman diagur tentang segda hd yang
berkaitan dengan PFnjaman (The Loan), sepeti misdnya pada pasd ini
dissbutkan jumlah pinjaman yang tdah disepakati yaitu sebesr US$ 600 juta

(Ped 1l (201) Pesdujuan Pinjaman). Sdan itu peminjam  diharuskan

38 |BRD (b), op. cit., ps. 11 (2.01)

37 |bid., ps. |
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menggukan penarikan pinjaman dari Rekening Pinjaman (Loan Account) IBRD,
untuk sdanjutnya dismpan di Rekening Simpanan (Deposit Account) dadam
bentuk dollar pada Bank (Sentra) Indonesa (Pasd Il (2.01) b Persetujuan
Pinjaman).3®

Ddam Pasd ini diatur pula bahwa peminjam tidek diperkenankan untuk
menggunakan pinjamannya guna membiaya hd-hd ssbagamana yang tdah
ditentukan daam Schedule 1, dan diaur pula langkahtlangkeh yang harus
diambil peminjam gpabila persetujuan itu dilanggar (Pesd |l (2.01) ¢ Persetujuan
Pinjaman). Penarikan pinjaman dai Rekening Pinjaman (Loan Account) tidak
dapat dilakukan setdlah penarikan mencapal jumlah US$ 300 juta. Penarikan
sanjutnya dapat dilakukan setelah pihak IBRD meakukan evauas sebaga-
mana ditentukan Pasal 11 (2.01) d Persstujuan Pinjaman. Sdanjutnya Pasd 11 ini
mengaiur pula tentang biaya-biaya yang harus dibayar peminjam, ketentuan
pembayaran cicilan pokok plus bunga dan lan-lan (Pesd 1l (2.03-2.08)
Persetujuan Pinjaman).®

Pada Pasd 1l Persetyjuan Pinjaman diatur tentang Keentuanketentuan
Khusus (Particular Covenants). Pihak peminjam dan IBRD diharuskan untuk

senantiasa melakukan tukar menukar informas berkaitan dengan perkembangan

38 1pid., ps. I1.

%9 |bid.,
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yang telah dicapai, dari program yang sedang dilaksanakan (Pasd 11l (3.01) b
Persstujuan Pinjaman). Sdan itu aas pemintean IBRD maka peminjam
diharuskan pula untuk meng-audit Rekening Simpanannya (Deposit  Account).
Audit tersebut dilakukan oleh auditor yang tdah disatujui oleh pihak IBRD dan
laporan hasil audit tersebut harus disampaikan pula kepada pihak IBRD (Pasd 111
(3.02) a-c Persetujuan Pinjaman).*°

Sedangkan pada Pasd |V Persgtujuan Pinjaman diatur tentang Penundaan
Berkaitan dengan Keadaan Tertentu (Additional Event of Suspension). Keadaan+
keadaan sebagamana yang ditentukan ddam Pasd VI (6.02) p General
Conditions dapat menyebabkan penundaan pel aksanaan.*!

Sdain itu pada Pasd V Pesatuyjuan Pinjaman diatur pula tentang Masa
Efektif Berlakunya dan Berakhirnya (Effective Date; Termination). Dalam pasa
ini diaur ketentuan-ketentuan tambahan aas Pasd Xl (12.01) ¢ General
Conditions, sehingga Persetujuan Pinjaman ini dapat berlaku effektif (Pesd V
(5.01) Pesgtujuan Pinjaman). Sdan itu ditentukan pula jika 90 hari seteah
tanggd penandatanganan Persetujuan Pinjaman, persetujuan tersebut tidak dapat

dilaksanakan maka persetyjuan ini dianggep berakhir sesua dengan ketentuan

“O1pid., ps. 111

“L1pid.,, ps. IV.
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Pasd XIl (12.04) General Conditions juncto Pasa V (5.02) Persetujuan
Pinjaman).*?

Pada Pasd VI Pesatyuan Pinjaman diaur tentang Perwekilan dari
Peminjam serta Alamainya (Representative of the Borrower; Addresses). Ddam
hd ini Menteri Keuangan dari negara peminjam ditunjuk untuk mewakili atau
bertindak sdaku wakil dari peminjam. Dimana hd tersebut sesua  ketentuan

Pasal X1 (11.03) General Conditions (Pasal VI (6.01) Persetujuan Pinjaman).*®

“21pid., ps. V.

*31bid., ps. VI.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya negara-negara di dunia dgpat digolongkan ke daam tiga
kelompok, yaitu negaranegaa mgu indudtri, negaranegara berkembang dan
negara-negara miskin. Indonesia berada pada kelompok negara-negara berkembang,
akan tetapi krigs ekonomi yang cukup besar yang melanda Asa dan khususnya
Indonesa membuat perekonomian bangsa Indonesa semakin memburuk. Ha ini
dapat dilihat dari kecilnya jumlah pendapatan per kapita penduduk Indonesia, yang
tercatat sebesar US$ 400 pada tahun 1998. Kecilnya jumlah pendapatan per kapita
tersebut secara tidek langsung menyulitkan Indonesa untuk mendapatkan moda
guna mempercepat pembangunan.

Sebagal sdah sau dternatif untuk mendapatkan moda guna keperluan pem:
bangunan diperlukan bantuan luar negeri yang berbentuk pinjaman luar negeri.
Indonesa memanfastkan pinjamen luar negei sebaga sdah sau sumber
penerimaan guna meningkatkan pembangunan. Pinjaman luar negeri yang diperoleh

meldui pinjaman resmi disdurkan oleh negaranegara mgu indudri aau lembaga-



176

lembaga keuangan internasond seperti International Monetary Fund (IMF) dan
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Ruang lingkup &ktivitas IBRD jauh lebih luas dai  sekedar hanya
memberikan pinjaman, karena pemberian pinjaman tersebut bergantung kepada
kondis ekonomi suatu negara, untuk maksud tersebut IBRD meakukan studi yang
menddam terhadgp kondis ekonomi dari setigp negara peminjam dan  juga
kebutuhan dari setigp sektor.

Pada Konferens Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa Bangsa
disspakati untuk membentuk dua lembaga keuangan yang sding meengkepi yaitu
IBRD dan IMF. Kedua lembaga ini memiliki hubungan yang sangat ea jika
dibandingkan hubungan keduanya dengan badanbadan khusus di bawah naungan
PBB lannya Kewenangan Dana Moneter Internasiona (International Monetary
Fund-IMF) ddam menangani perekonomian dunia sebenarnya terbatas pada
kessimbangan neraca pembayaran (balance of payment) dari para negara
anggotanya dan juga pada mesdah nila tukar maa uang mereka terhadgp meta
uang asng, khususnya mata uang dollar. Dengan demikian IMF sangat ber-
kepentingan dengan Stabilitas mata uang di dunia

Kendati IBRD dan IMF masng-masng memiliki instrumen pokok dan
organ-organ sendiri namun dengan berbekd sgarah awa yang sama, tujuan yang
sding berkaitan dan kegiatan-kegiatan yang sding melengkapi satu sama lain, meka

akan terlihat suatu hubungan yang sangat erat dari kedua organises internasond
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ini. Hubungan itu diantaranya meliputi hubungan keanggotaan, hubungan keuangan
dan hubungan struktur organises.

Ddam prakteknya kerjasama antara IBRD dan IMF tidek sddu seerat yang
diperkirakan. Ketidekpuasan sering timbul diantara kedua organisas internasiond
ini, terutama jika kewenangan sdah satu pihak dilangkahi oleh pihak lain, karena
itu untuk mencegah hd yang tidek diinginkan tersebut dilaksanakan konsultas
antara kedua organisas tersebut.

Keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD dimula dengan digukannya
permohonan oleh pemerintah Republik Indonesa (RI) kepada pihak IMF dan
IBRD. Oleh pihak IMF dan IBRD permohonan tersebut disgtujui meldui resolus
Dewan Gubernurnya. Keanggotaan Indonesa pada IMF dan IBRD tersebut
kemudian disahkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1954 tentang Keanggotaan
Republik Indonesa dari Dana Moneter Internasond (International Monetary
Fund) dan Bank Internasond untuk Rekonstruks dan Pembangunan (International
Bank for Reconstruction and Development).

Sdanjutnya pada tahun 1960-an suasana politik luar negeri Indonesia berada
pada suasana yang tidak menentu dan tidek menguntungkan dimana pada saat itu
Indonesa keluar dai PBB. Kduanya Indonesa dai PBB mengakibatkan
Indonesia tidek lagi dicantumkan daam daftar sebagai anggota PBB, termasuk
untuk kegiatan dadam badan-badan khusus PBB. Dengan demikian Indonesia juga
melakukan penarikan diri dari IBRD. Penarikan diri tersebut pada saat itu didasari

semata- mata oleh pertimbangan politis.
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Keadaan ini tidak berlangsung lama, tanggd 19 September 1966 pemerintah
Rl memutuskan untuk merintis kembdi kerjasamanya dengan PBB. Dengan
diterimanya kembdi Indonesa ddam PBB maka Indonesa juga menggukan
permohonan kembali keanggotaan pada IMF dan IBRD. Proses pengguan
permohonan kembdi untuk menjadi anggota pada IMF dan IBRD berbeda dengan
proses pada PBB. Daam Ingrumen Pokok IBRD dan IMF terdapat ketentuan yang
membolehkan suatu negara untuk melakukan penarikan diri sehingga apabila suatu
negara ingin menjadi anggota kembdi pada IBRD dan IMF harus dengan suatu
reolus baru dari Dewan Gubernur. Sedangkan ddam Piagam PBB tidak terdapat
ketentuan mengena masdah penarikan diri. Berhubung tidek adanya pengaturan
tersebut maka penarikan diri Indonesia dari PBB tidak dianggap sebaga penarikan
diri atau penghentian keanggotaan Indonesa pada PBB, medankan merupakan
suatu penghentian kerjasama Indonesia dengan PBB.

Pemerintah Rl kemudian pada tanggd 8 November 1966 mengesahkan
keanggotaan kembdi Indonesa itu dengan UU No. 9 tahun 1966 tentang
Keanggotaan Kembai Rl ddam Dana Moneter Internasond (IMF) dan Bank
Internasiona untuk Rekongtruks dan Pembangunan (IBRD).

Pada masa awa keanggotaannya pada IBRD, Indonesa beum banyak
memanfaatkan sumber-sumber dana yang tersedia ddam IBRD, sebdiknya IBRD
juga bdum banyak memberikan perhatian yang khusus pada Indonesa Bantuan
luar negeri mula dipaka sebaga suatu sumber pembiayaan untuk pembangunan

pada akhir tahun 1960-an.
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Pemberian bantuan luar negeri ini kemudian mdahirkan suatu  forum
konsultas, bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang pada
akhirnya digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI). Forum konsultas
ini diketua oleh Bank DunialBRD. Ddam forum ini dgpat dilihat bahwa IBRD
sbagad sdah sau organisss  keuangan  internasond  merupakan sdah  satu
organisaed  yang ikut berpatispas ddam penyduran bantuan luar negeri  bagi
Indonesa. IBRD juga memiliki peranan yang sanga penting ddam rangka
penyduran tersebut dengan menjadi ketua sdang di dalam forum CGl.

Bantuan luar negei mddui pinjaman aau hutang hingga ssat ini tetap
merupakan sdah satu faktor penting guna kedangsungan pembangunan. Bertambah
beratnya beban pemerintah ddam hd pembayaran kembdi angsuran hutang pokok
dan bunganya menyebabkan pemerintah harus memanfaatkan pinjaman luar negeri
tersebut secara lebih efektif dan efisen.

Pengelolaan Pinjamar/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Indonesa diaur
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasiona/Ketua Bappenas No. 185/KMK. 03/1995 —
No. Kep. 03V/Ket/5/1995 tanggd 5 Me 1995 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pdaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan RinjamavHibah Luar Negeri ddam
Rangka Pelaksanaan APBN (sdanjutnya disebut SKB No. 185). Ketentuan daam
SKB No. 185 sesual atau sgjalan dengan sistem Project Cycle IBRD.

Sgak kridgs ekonomi yang cukup parah melanda Indonesia pada tahun 1997,

berbagai negara dan lembaga donor internasional menaruh perhatian serius terhadap
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ha terssbut. Oleh sebab itu maka dilakukan upaya penydamatan yang difeslites
oleh IMF medui paket penydamatannya sebesr US$ 43 Milyar. Daam paket
penydlamatan yang difeslitas oleh IMF terssbut IBRD ikut ambil bagian dengan
memberikan komitmen pinjaman sebesar US$ 4,5 Milyar. Daam paket tersebut
IMF memiliki sgumlah program yang tdah dikonsultaskan dan sgdan dengan
progran IBRD, sdah saunya addah “Penyesuaian  Struktura”  (Structural
Adjustment).

Sdah sau bentuk program Penyesuaian Strukturd addah medui program
Jaing Pengaman Sodd (Social Safety Net). Program ini merupakan sebuah konsep
yang dirancang oleh pemerintah Indonesa, meldui Bappenas, bekerjasama dengan
pihak IBRD yang disepakati pula oleh pihak IMF. Program ini dirancang untuk
mencegah dampak aau ledakan soda akibat kriss ekonom yang berkepanjangan.
Sdan itu program ini dilaksanakan agar program pembangunan daam jangka
panjang dapat dilaksanakan tanpa gangguan.

IBRD ddam katannya dengan progran JPS ini memberikan bantuan
pinfjaman sebesar US$ 600 juta, terutama untuk program JPS Inti. Komitmen
bantuan pinjaman ini dituangkan ddam naskah Loan Agreement dengan Loan
Number 4471 IND tentang Social Safety Net Adjustment Loan antara Republik

Indonesia dengan pihak IBRD tertangga 28 Me 1999.
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B. SARAN

1. Tdah menjadi suatu kebiasaan di ddam IBRD dan IMF bahwa Presden IBRD
adadah berkebangssan Amerika Serikat sementara Direktur Pdaksana IMF
addah berkebangssan dari negara di wilayah Eropa. Kebiasaan semacam ini
tampaknya di masa mendatang perlu ditinjau kembdi mengingat organisas ini
bukan bertujuan politis, akan tetapi lebih merupakan suatu lembaga keuangan
internasiond  yang tujuan utamanya addah meningkatkan taraf hidup sduruh
umat manusa Oleh karena itu kepentingankepentingan negara-negara ber-
kembang hendaknya dipertimbangkan seiring dengan semekin besarnya aspiras
dan partispas merekadi daam badan keuangan internasiona tersebut.

2. Peaolehan jumlah suara sdigp anggota IBRD ditentukan oleh  besarnya
kontribus iuran setigp anggota Ha ini menyebabkan adanya rasa ketidakadilan
di ddam rangka proses pengambilan keputusan. Sdlan itu keputusan yang
dihasilkan akan cenderung tidak mencerminkan kepentingan banyak negara,
terutama negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, sebab sebagian
besar suara didominas oleh negaranegara mau aau kaya dimana mereka
memiliki kontribus iuran yang cukup besar sehingga otomatis mereka memiliki
jumlah suara yang besar pula Ha ini tentunya sangat tidek demokratis. Oleh
sebab itu penentuan perolehan suara setigp anggota di ddam IBRD perlu
ditinjau kembdi. Penentuan jumlah suara tersebut hendaknya tidek hanya

mengacu berdasarkan jumlah iuran setigp anggota semata akan tetapi perlu pula
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mempertimbangkan faktor lain seperti jumlah penduduk serta letak kondis
geografi suatu negara.

. Ddam hd pdaksanaan suau proyek di Indonesa yang dibiaya oleh pinjaman
luar negeri terdapat satu kelemahan. Kdemahan itu addah tidek adanya
keterlibatan pihak ketiga ddam penilaan proyek. Padahd penilaan addah
sdah sau hd yang memegang peranan penting untuk menilai gpakah proyek ini
layak aau tidak untuk dibiaya dengan PRFinjamavHibah Luar Negeri.
Keterlibatan pihak ketiga ini tidak diatur ddam SKB No. 185 maupun ddam
project cycle IBRD, oleh sebab itu hendaknya dimasa yang akan datang perlu
dibuat suatu ketentuan baru yang memasukan pihak ketiga di ddam meakukan
suatu penilaan proyek. Ha ini untuk menjamin kelayakkan dan trangparans
suatu proyek serta mencegah terjadinya kebocoran dana dimasa datang.

. Negaranegaa mgu indudri dan negaanegara donor potenda harus
menghindarkan adanya keterkaitan antara pemberian bantuan pinjaman dengan
kondisonditas politik (Political Conditionalities). Pemberian bantuan yang
dikaitken dengan pesodanpersodan  politik, seperti misdnya kasus
pedanggaan HAM di Timor Timur yang pada pringpnya melanggar kedaulatan
suatu negara

. Dengan adanya kepentingan-kepentingan politik dari negara-negara mgu maka
tiddk jarang Conclusion Agreement atau kesepakatan akhir persetujuan
pinjaman itu dgpat mencampuri urusan daam negeri Suatu negara dan bahkan

ketentuan-ketentuan di dalamnya cenderung “mendikte’ negara-negara debitur.
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Dimasa datang perlu kiranya dibuat ketentuan-ketentuan di ddam IBRD yang
membatad mis-mis  politik dari negaanegara mau. Sdain itu agar tidak
tejadi  konflik kongitusonad di negara anggota meka IBRD harus dapat
merubah praktek peminjamannya. Langkah IBRD/Bank Dunia untuk merubah
pola hubungannya dengan pemeintah Indonesa dimana Bank Dunia juga
melakukan konsultas kepada DPR, perlu mendapat pujian. Mengingat saat ini
bedum ada pengaiuran yang jelas akan mekanisme pembuatan perjanjian
pinaman luar negeri di ddam hukum pogtif Indonesa maka pembuatan
Undang Undang tentang Perjanjian Pinjaman Luar Negeri semakin dirasskan

perlu.
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